Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR # TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI REMBANG,

Rembang Tahun 2023-2043,

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24,

Berita Negara tanggal 8 Agustus 1550);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lecmbaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6801);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) dan
ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856];

Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5160);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomer 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

. Peraturan Pemerintah Nomor <43 Tahun 2021 temang

Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan,
Izin, dan fatau Hak Atas Tanah;

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN
Tahun 2020 - 2024 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2009-2029 [Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 28] sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Provinst Jawa Tengah Tahun 2009-2029 [Lembaran
Dacrah Provinsi Jawa Tengah Teahun 2019 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
121);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan

dan

BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimaksud dengan:

2.

F.

Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
Kabupaten adalah Kabupaten Rembang.

Bupati adalah Bupatu Eembang.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yvang
memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik
Indonesia vang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 19435,

Pemerintah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintshan Provinsi yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
Provinsi.

Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah
asrbagal unsur penvelenggara pemerintahan Kabupaten.

Ruang adalah wadah yvang meliputi ruang darat, ruang laut,
dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu
kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain,
melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnyva.

10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis

beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya
ditentukan berdasarkan aspek administratil dan/atau aspek

fungsional.



11.

12,

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20,

21.

22,

23.

24,

23.

20,

Kawasan adalah Wilayvah yvang memiliki fungsi utama lindung atau budi davya.

Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.

atruktur Ruang adalah susunan pusal-pusal permukiman dan sistem
jaringan prasarana dan sarana vang berfungsi sebagai pendukung kegiatan
sosial ekonomi masvarakat vang secara hierarkis memiliki hubungan
fungsional.

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang
meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi indung dan peruntukan Ruang
untuk fungsi budi daya.

Rencana Tata Ruang vang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil
Perencanaan Tata Ruang.

Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang,
Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yvang meliputi pengaturan,
pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.

Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upava pencapaian tujuan Penataan
Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang
dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan
Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Perencanaan Tata Ruang adalah suaftu proses untuk menentukan Struktur
Ruang dan Fola Ruang vang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana
Tata Ruang.

Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan
Pola Ruang sesua dengan Rencana Tata Ruang melalur penyusunan dan
pelaksanaan program beserta pembiayaannya,

Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upava untuk mewujudkan tertib
Tata Ruang.

Rencana Tata Ruang Wilayvah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil
Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah vang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait vang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek admimstratif.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjuinya disingkat RDTR adalah rencana
secara  terperinci tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten/kota vyang
dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten /kota.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah Kawasan Perkotaan vang berfungsi untuk
melayam kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK] adalah pusat permukiman yang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa,
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Pusat Pelavanan Lingkungan [PPL) adalah pusat permukiman vang berfungsi
untuk melayani kegiatan skala antar desa di suatu kecamatan.

Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyal kegiatan utama bukan
Pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelavanan jasa permukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi.

Kawasan Perdesaan adalah Wilayah vang mempunyai kegiatan utama
Pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi
Kawasan sebagai tempat permulkiman perdesaan, pelayanan jasa
pemerintahan, pelayvanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Kawasan Agropolitan adalah Kawasan vang terdin darn atas satu atau lebih
pusat kegiatan pada Wilayvah perdesaan sebagai sistemn produksi Pertanian
dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanva
keterkaitan fungsional dan hierark: keruangan satuan sistem permukiman
dan sistem agrobisnis.

Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha,
perseorangan, atau kelompok masvarakat untuk kepentingan sendir.

Jalan Arteri Primer adalah Jalan Umum yvang berfungsi melayani angkutan
utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan
jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna, yang menghubungkan
antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan
pusat kegiatan wilayah.

Jalan Kolektor Primer adalah jalan umum vang menghubungkan secara
berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal,
antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan
pusat kegiatan lokal.

Jalan Lokal Primer adalah Jalan Umum yvang menghubungkan secara berdaya
guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat
kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan
lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan hingkungan, serta
antarpusat kegiatan lingkungan.

Jalan Lokal Sekunder adalah Jalan Umum vang menghubungkan kawasan
sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan
perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan,

Jalan Tol adalah Jalan Bebas Hambatan yvang merupakan bagian Sistem
Jaringan Jalan dan sebagai Jalan Nasional vang penggunanya diwajiblan
membayar.

Jalan Lingkar adalah Jalan Umum yang berfungsi mengalihkan pergerakan
menerus vang memasuki Kawasan Perkotaan.

Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal yang fungsi utamanya melayam
kendaraan umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi,

Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal yang fungsi utamanya melayani
kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan.
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Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat
barang, perpmdahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi
barang/ pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.

Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk
pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan
angkutan.

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang
melintasi Wilayah Kabupaten/kota untuk melayani perpindahan Orang
danfatau barang.

Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan
naik turun penumpang.

Stasiun Operasi adalah Tempat perhentian kereta api untuk keperluan
pengoperasian kereta api.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan
batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan
pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun
penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat
berlabuh kapal vang dilengkapi deng:m fasilitas keselamatan dan keamanan
pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebaga: tempat
perpindahan intra dan antarmeoda transportasi.

Pelabuhan Pengumpul adalah pelabuban yang fungsi pokoknya melayani
kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri
dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang
dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan
pelayanan antarprovinsi.

Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya
melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut
dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan
utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan
penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan
jangkauan pelayanan antarkabupaten/kota dalam Provinsi.

Terminal Khusus adalah terminal yang terietak di luar daerah hingkungan
kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupﬂ}mn bagian
dar pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendin sesuai dengan
usaha pokoknya.

Pelabuhan Perikanan Nusantara adalah tempat vang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnva dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegiatan sistem bismis perikanan yang digunakan sebagai
tempat kapal penkanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan
yvang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan
penunjang perikanan kelas B.

Pelabuhan Perikanan Pantai adalah pelabuhan perikanan kelas C, yang skala
layanannya sekurang-kurangnya mencakup kegiatan usaha perikanan di
Wilayah perairan pedalaman, peramran kepulauan, laut teritonial dan Zona
Ekonomi Eksklusif Indonesia.
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Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat vang terdiri atas daratan dan
perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan
pemerintahan dan kegatan sistern bisnis perikanan vang digunakan sebagai
tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan
yang dilengkapi dengan [asilitas keselamatan pelayaran dan kegatan
penunjang perikanan kelas [,

Infrastruktur minyak dan gas bumi adalah prasarana utama vyang
mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah
atau di bawah permukaan tanah.

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listnk yang
menggunakan kawal telanjang (konduktor] di udara bertegangan nominal 35
kV sampai dengan 230 kV.

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yvang
menggunakan kawat telanjang (penghantar] di udara bertegangan di bawah
35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yvang
menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai
dengan 1000 volt sesual standar di idang ketenagalistrikan,

Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listnk.

Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggarsan jaringan
telekomunikasi untuk lavanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel
bawah laut telekomunikasi.

. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi

bergerak dengan teknolog seluler di permukaan bumi,
Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.

Jaringan Produksi adalah infrastruktur yvang dapat digunakan untuk proses
pengolahan air baku menjadi Air Minum melalui proses fisika, kimia,
dan/atau binlogi.

Unit Distribusi adalah sarana pengaliran Air Minum dari bangunan
penampungan sampai unit pelayanan.

. Irigasi adalah usaha penvediaan, pengaturan, dan pembuangan air Irigasi

untuk menunjang Pertanian yang jenisnya meliputi Irigasi permukaan, Irigasi
rawa, Irngasi air bawah tanah, Irngasi pompa, dan Irigasi tambak.

Daerah Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan
Irigasi.

. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas

bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan

bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.

Jaringan Ingasi Sckunder adalah bagian dari jaringan Irigasi yang terdiri atas
saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
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Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan
pengelolaan air, sumber air, dan daya air yvang terkandung di dalamnya.

Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yvang dapat memperlambat
waktu tiba banjir dan menurunkan besarmnya debit banjir.

Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yvang dapat memperlambat
waktu tiba banjir dan menurunkan besarmya debit banjir,

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok
yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik
yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan
mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial
budaya, dan estetika.

Air Minum adalah Air Minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan
atau tanpa proses pengolabhan vang memenuhi syarat kesehatan dan dapat
langsung diminum.

Air Limbah adalah air buangan yvang berasal dar rumah tangga termasuk
tinja manusia dan lingkungan permukiman.

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahava dan Beracun (B3] adalah satu
Il::natum sarana dan prasarana pengelolaan limbah bahan berbahaya dan
racun.

Tempat Pemrosesan Akhir [TPA) adalah tempat untuk memproses dan
mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan
Imgkungan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah
diangkut ke tempal pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat

pengolahan sampah terpadu.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya
kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi
bila terjadi bencana.

Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan
memindahkan korban bencana dan lokasi bencana ke tempat yang aman atau
penampungan periama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih
lanjut,

hawasan Lindung adalah Wilavah vang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian lingkungan hidup vang mencakup sumber daya alam
dan sumber daya buatan.

Kawasan Budi Daya adalah Wilayah vang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
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Badan Air adalah kumpulan air yang besarnya antara lain bergantung pada
relief permukaan bumi, kesarangan batuan pembendungnya, curah hujan,
suhu, dan sebagainya, misal sungai, rawa, danau, laut, dan samudra.

Kawasan Hutan adalah Wilavah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan
tetap.

Hutan Lindung adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungs: pokok sebagai
perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air,
mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan
memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok
memproduksi hasil hutan.

Kawasan Resapan Air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi
untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi
(akifer) yang berguna sebagai sumber air.

Garis Sempadan adalah gans batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak
tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi
waduk, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantal, as jalan, tepi luar
kepala jembatan dan secjajar sisi Ruang manfaat jalur kereta ap yang
merupakan batas tanah vyang boleh dan tidak boleh didirikan
bangunan/dilaksanakannya kegiatan.

Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya
proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai paling sedikit 100
(seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai
yvang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik
di daral maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai Kawasan
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang
juga berfungsi sebagal Wilayah sistem penyangga kehidupan,

Kawasan Pelestarian Alam [KPA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu,
baik di darat maupun di perairan vang mempunyai fungsi perlindungan
sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan
dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan
ckosistemnya.

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar
budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya,
dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penctapan,

Pertanian adalah seluruh kegiatan vang meliputi usaha hulu, usaha tani,
agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam
hayati dalam agroekosistem yvang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan
teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat
sebesar-besarnya bagi kescjahteraan Masyarakat.
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Kawasan Pertanian adalah Kawasan yang dialokasikan dan memenuhi
kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan
peternakan.

Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beringasi, rawa
pasang surut dan lebak dan lahan basah tdak benngasi serta lahan kering
potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan,

Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk
pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur
maupun tumpang sari.

Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk
dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan
kering untuk kemoditas perkebunan,

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan vang selanjutnya disingkat KP2B
adalah Wilayah budi daya Pertanian terutama pada Wilayah perdesaan vang
memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau
hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur
penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian,
ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Kawasan Perikanan adalah Kawasan vang diperuntukkan bag semua
kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber
daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan
sampal dengan pemasaran, vang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis
perikanan.

Kawasan Perikanan Tangkap adalah Kawasan Perikanan yang berbasis pada
kegatan penangkapan itkan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.

Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan
fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam,
sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana
sarana umum yang ada.

Kawasan Pergaraman adalah Kawasan yang berkaitan dengan praproduksi,
produksi, pascaproduksi, dan pengolahan garam.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka,
pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelavakan, konstruksi, penambangan,
pengolahan dan/atau  pemumian atau  pengembangan dan/atau

pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang,

Kawasan Perltambangan Mineral adalah Kawasan vang telah dialokasikan
untuk sebagian atau seluruh tahapan kegiatan Pertambangan mineral dalam
rangka penelitian; pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang
meliputi  penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayvakan, konstruksi,
penambangan, pengolahan dan pemumian, pengangkutan dan penjualan;
serta kegiatan pascatambang,

Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi adalah Kawasan pada
permukaan tanah dan/atau dibawah permukaan tanah yang direncanakan
sebagai kegiatan hilir Pertambangan minyak dan gas bumi.
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Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku
dan/atau memanfaatkan sumber dava industn schingga menghasilkan
barang yvang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggm, termasuk
jasa industri.

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan
bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kawasan Industri adalah Kawasan tempat pemusatan kegiatan Industn yang
dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan
dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.

Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari ingkungan hidup di luar
Kawasan Lindung vang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan di Kawasan Perkotaan.

Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari hingkungan hidup di luar
Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau
lingkungan hunian dan tempat kegiatan yvang mendukung perikehidupan dan
penghidupan di Kawasan Perdesaan.

Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan
untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan
keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat
latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

Kawasan BStrategis Provinsi adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta
merupakan bagan tidak terpisahkan dari RTRW Provinsi,

Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilavah vang Penataan Ruangnyva
diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup
Kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta
merupakan bagian tidak terpisahkan dari RTRW Kabupaten.

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh adalah bagian Kawasan strategis vang telah
berkembang atau potensial untuk dikembangkan karena memiliki

keunggulan sumber daya dan geografis yang dapat menggerakkan
pertumbuhan ekonomi Wilayah sekitarnya.

Koefisien Wilayah Terbangun vang selanjutnya disingkat KWT adalah angka
persentase luas kawasan atau blok peruntukan yang terbangun terhadap luas
kawasan blok peruntukan selurubnya di dalam suatu kawasan atau blok
peruntukan vang direncanakan.

Kocfisicn Dasar Hijau yang sclanjutnya disingkat KDH adalah angka
persentase perbandingan antara luas seluruh Ruang terbuka di luar
bangunan gedung yvang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan
luas tanah perpetakan /daerah perencanaan vang dikuasai.

Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien
perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dan luas persil/
kaveling/ blok peruntukan.



116. Koefisien Lantai Bangunan yvang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien
perbandingan antara luas keseluruhan lantai bangunan gedung dan luas
persil/ kaveling [ blok peruntukan.

117, Garis Sempadan Bangunan yang selanjuinya disingkat GSB adalah garis yang
membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan
gedung terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan lainnya,
batas tepi sungai/pantai, jalan kereta apl, rencana saluran, dan/atau
jaringan listrik tegangan tinggi.

118. Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah suatu Wilayah daratan yang merupakan
satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi
menampung, menyimpan dan mengalirkan air yvang berasal dari curah hujan
ke danau atau ke laut secara alami, vang batas di darat merupakan pemisah
topografis dan batas di laut sampail dengan daerah perairan yang masih
terpengaruh aktivitas daratan.

119. Lahan Sawah yang Dilindungi adalah areal tanah pertanian basah dan/atau
kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami
padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya, vang ditetapkan
dengan Keputusan Mentenn Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional.

120. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR
adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
Rencana Tata Ruang.

121. Konfirmasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.

122, Persetujuan KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara
rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang selain
EDTE.

123. Rekomendasi KKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana
kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang
bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan
asas dan tujuan Penvelenggaraan Penataan Ruang.

124, Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah vang
bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten
dengan memberikan pertimbangan dalam Penvelenggaraan Penataan Ruang.

125. Orang adalah Urang persecorangan dan/atau korporasi.

126. Masyarakat adalah Orang perseorangan, kelompok Orang termasuk
Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan non
pemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

127. Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yvang memiliki kepentingan
dalam Penyelenggaraan Penatsan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Masyarakat.

128, Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan
Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.




BAE 11
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Wilayah RTRW Kabupaten adalah daerah dalam pengertian wilayvah
perencanaan yang berada di ruang daratan dengan luas kurang lebih 103.752
iseratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektare.

(2] Batas koordinat adalah 6Y30° lintang selatan - 7°00" lintang selatan dan
111900" bujur timur- 111°30° bujur tirnur.

(3] Batas administrasi wilayah Kabupaten meliputi:

a. sebelah utara : Laut Jawa;

b. sebelah selatan : Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah;
¢. sebelah barat : Kabupaten Pati, Provins: Jawa Tengah;
d. sebelah timur : Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.

(4) Lingkup wilayah Kabupaten Rembang meliputi Pulau Gede, Pulau Marongan,
dan Pulau Sowangan.

(3] Batas administrasi wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta dengan
tmgkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran |
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Ruang lingkup matern pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilavah kabupaten;
rencana struktur ruang wilayvah kabupaten;

rencana pola ruang wilavah kabupaten;

kawasan straiegis kabupaten;

arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten; dan

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
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BAB Il
TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu
Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 4

Penataan Ruang Wilavah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a bertujuan mewujudkan Wilayah Kabupaten sebagai pusat perekonomian regional
Jawa Tengah bagian timur vang produktif, berkelanjutan dan berdava saing
bertumpu pada keterkaitan sektor Industr, Pertanian, pertkanan, Pertambangan,
pariwisata, serta memperhatikan pemerataan pembangunan Wilayah.

Bagian Kedua
Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah

Paragraf 1
Umum
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Pasal 5

Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang Wilayeh Kabupaten sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan kebijakan Penataan Ruang Wilayah.

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimans dimaksud pada ayat (1),
meliputi:

8. kebijakan pengembangan Struktur Ruang;

b. kebijakan pengembangan Pola Ruang; dan

c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategs.

Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang Wilayah sebagaimana
dimaksud pada avat {2) ditetapkan strategi Penataan Ruangnya.

Paragraf 2
Kebjjakan Penataan Ruang Wilayah

Pasal 6

Kebjjakan pengembangan Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. pengembangan dan penguatan pusat kegiatan dan Kawasan lavanannya
di seluruh Wilayah; dan

b. pengembangan sistem prasarana Wilayah yang mampu mendorong
pertumbuhan ekonomi Wilayah.

Kebijjakan pengembangan Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
avat (2] hurul b, meliputi;

a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan

b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.

Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada

avat (2) huruf a, meliputi:

a. peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat
perlindungannya; dan

b. pengendalbian kegiatan budi dayva di Kawasan Lindung.

Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada

ayat (2] huruf b, meliputi:

a. pengembangan Kawasan Pertanian produktif untuk mendorong
ketahanan pangan Kabupaten,

b. pengembangan Kawasan Perikanan untuk meningkatkan dayva saing
potensi Kabupaten;

c. pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas
produksi garam;

d. pengembangan Kawasan Industn untuk menimgkatkan nilai tambah dan
perekonomian Kabupaten;

e. pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan
kualitas lingkungan hidup,

f. pengembangan kegiatan panwisata vang mendorong peningkatan
pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masyvarakat; dan

g. pengelolaan sumber dava lahan untuk meningkatkan kualitas
permukiman.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 ayat (2) huruf ¢, meliputi:

a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan
prasarana untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah yang
produktif, efisien, dan mampu bersaing; dan
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b. pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan budaya
daerah.

Paragraf 2
Strategl Penataan Fuang Wilavah

Pasal 7

Strategi pengembangan dan penguatan pusat kegiaten dan Kawasan
layanannya di seluruh Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)
huruf a, meliputi;

a. meningkatkan keterkaitan antar Kawasan perkotaan, antara Kawasan
perkotaan dan Kawasan perdesaan, serta antara Kawasan perkotaan dan
Wilayvah di sekitarnva;

b. mendorong Kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lehih
kompetitif dan efektif dalam mengembangkan Wilayah di sekitarnya;

¢, meningkatkan jangkauan dan kapasitas pelayanan sistem transportasi
untuk mendukung kenektivitas antar pusat-pusat pelavanan dan antar
Kawasan;

d. mengendalikan pertumbuhan permukiman pada Kawasan yang berfungsi
lindung;

e. menetapkan fungsi kegiatan pada tiap-tiap pusat pelavanan sesuai
dengan potensi Wilayahnva; dan

f. menvediakan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pada setiap
pusat-pusat kegiatan.

Strategi pengembangan sistem prasarana Wilavah yang mampu mendorong

pertumbuhan ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

{1} huruf b, mehputi:

a. mengembangkan sistem jaringan transportasi di seluruh Wilavah untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;

b. mengembangkan sistem jarmgan energi vang mampu melayani seluruh
Wilayah;

. mengembangkan sistemn jaringan telekomunikas: vang berkualitas dan
menjangkau seluruh Wilayah;

d. mengembangkan sistem jarngan sumber daya air vang mampu memenuhi
kebutuhan air baku dan Irigasi;

e. mengembangkan sistem drainase yvang dapat menanggulangi genangan
dan banjir;

f. meningkatkan jangkauan dan kualitas lavanan Air Minum;

g. mengembangkan sistem pengelolaan hmbah rumah tanggs dan limbah
Industri;

h. mengembangkan sistemn pengelolaan sampah yang berkelanjutan; dan

i rhl:ngemhangkan sistem janngan evakuasi bencana di Kawasan rawan

THEADA -

Strategi peningkatan kualitas perlindungan di Kawasan Lindung sesuai sifat
perlindungannya sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (3] huruf a.
meliputi:

menegaskan lokasi dan batas Kawasan masing-masmng Kawasan Lindung;
mempertahankan dan memulihkan fungsi Hutan Lindung;

memelihara Kawasan Resapan Air;

mempertahankan dan memulihkan fungsi Kawasan perlindungan
selempart;

memperitahankan Kawasan konservasi; dan

mitigasi Kawasan rawan bencana perakan tanah dan longsor kategon
tinggi.
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(4] Strategi pengendalian kegmatan budi dava di Kawasan Lindung sebagaimana
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dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, meliputi:

a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung; dan
b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Lindung.

Strategi pengembangan Kawasan Pertanian produktfl untuk mendorong
ketahanan pangan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
huruf a, meliputi:

mengendalikan alih fungsi lahan Pertanian;

. menetapkan KP2B;

meningkatkan sarana prasarana pendukung kegiatan Pertanian; dan
mengembangkan sentra Pertanian dan peternakan sesuai dengan potensi
unggulan.

o o

Strateg) pengembangan Kawasan Pernkanan untuk meningkatkan daya saing
pﬂlll-:_"nﬂi Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b,
meliputi:

menetapkan Kawasan pengembangan budi dava perikanan;
meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan budi daya;

menetaplkan Kawasan Perikanan Tanghkap;

meningkatkan produktivitas Kawasan Perikanan Tangkap; dan
mengembangkan sentra produksi perikanan dan Industr pengolahannya.

B an oM

Strategi pengembangan Kawasan Pergaraman untuk menjaga kontinuitas

produksi garam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4] huruf e,

meliputi:

mengalokasikan ruang untuk kegiatan pergaraman;

mengembangkan dan mengelola sentra Kawasan pergaraman;

mengembangkan prasarana dan sarana pergaraman;

mengintegrasikan infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan

tambak produlksi garam; dan

e. meningkatkan teknologi tambak garam rakvat guna meningkatkan
produktivitas, kualitas, dan kontinuitas.

il 2

Strategi pengembangan Kawasan Industri untuk meningkatkan nilai tambah

dan perekonomian Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)

huruf d, meliputi:

a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri;

b. mengalokasikan Kawasan Industn;

¢. mengembangkan sentra [ndustri kecil menengah sesuai potensi sejenis;

d. mengembangkan sarana dan prasarana Wilayvah penunjang Industn; dan

e. mengendalikan perkembangan Industri di luar Kawasan Peruntukan
Industri

Strategi pengembangan Kawasan Pertambangan dengan tetap mengutamakan
kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4)
huruf e, meliputi:

a. mengalokasikan Kawasan untuk kegiatan Pertam yang
memberikan kontmbus: sosial, ekonom, serta memngkatkan taraf hidup
Masyarakat di sekitar lokasi Pertambangan;,

b. mengembangkan kerjasama dan koordinasi vang efektifl dengan
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam menerapkan kegiatan
Pertambangan berkelanjutan;

c. mengendalikan produksi Pertambangan dalam rangka konservasi dan
menjaga kualitas ingkungan hidup;

d. menerapkan kegiatan pasca tambang untuk pemulihan lahan; dan

e. menertibkan kegiatan Pertambangan tanpa izin.

Strategi pengembangan pariwisata dengan mendorong peningkatan
pengelolaan Kawasan dan kesejahteraan Masvarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 avat (4) huruf f, meliputi:
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a. mengembangkan kegiatan panwisata terpadu berbasis potensi wisata
alam, wisata budaya, dan wisata buatan;

b. mengembangkan sarana dan sistem jaringan prasarana wilavah vang
mendukung pariwisata;

c. melestarikan Kawasan peninggalan sejarah dan situs Cagar Budaya
sebagal aset budava daerah dan pariwisata; dan

d. mengendalikan kegiatan parwisata yang selaras  keberlanjutan
lingkungan.

Strategi pengelolaan sumber dayva lahan untuk meningkatkan kualitas

permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf g, meliputi:

a. mengalokasikan Kawasan pengembangan permukiman sesuai arah
pertumbuhan daerah;

b. mengembangkan Ruang Terbuka Hijau dengan luas paling sedikit 30%
(tiga puluh persen) dari luas Kawasan permukiman; dan

e, meningkatkan penataan lingkungan dan sarana prasarana Kawasan
permulkiman,

Strategi pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan pembangunan

prasarana untuk mendorong pertumbuban perekonomian daerah yang

produktif, efisien, dan mampu bersaing sebagaimana dimaksud dalam Pasal

6 avat (5] huruf a, meliputi:

a. menciptakan iklim mvestasi yang kondusif sesuai dengan karakter dan
keunggulan Wilayah,

b. mengintensifkan promosi peluang imvestasi;

. mengembangkan Kawasan Agropolitan yang produktif, berdava saing, dan
mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;

d. mengemhangkan sentra kelautan dan perikanan terpadu yang produktil,
berdaya saing, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi;, dan

e. mengembangkan sarana dan prasarana penunjang Kawasan
pertumbuhan ekonomi.

Strategl pengembangan Kawasan kota pusaka untuk melestarikan warisan

budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5} huruf b,

meliputi:

a. menetapkan Kawasan Cagar Budayva Lasem sebagal Kawasan Lindung;

b. mengembangkan Kawasan kota pusaka Lasem;

¢. mengembangkan kegiatan budi daya vang mendukung pengelolaan
Kawasan Cagar Budaya; dan

d. pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya untuk pelestarian.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf b, meliputi:

a. sistem pusat permukiman; dan

b. sistem jaringan prasarana.

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten digambarkan dalam peta
dengan tingkat ketehtian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam
_I..a_mpimn Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ni.
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Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman

Pasal 9

Sistem pusal permmukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan

b. Pusat-pusat lain.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL| sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a,
meliputi:
a. Perkotaan Rembang di;
1. Kecamatan Rembang;
2. Kecamatan Lasem;
3. Kecamatan Pamotan; dan
4. Kecamatan Pancur.
b. Perkotaan Lasem di Kecamatan Lasem.

Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK}; dan
b. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL}.

Pusat Pelayanan Kawasan [PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf
a, meliputi:

Kawasan Perkotaan Kragan di Kecamatan Kragan;

Kawasan Perkotaan Sluke di Kecamatan Sluke;

Kawasan Perkotaan Sale di Kecamatan Sale;

Kawasan Perkotaan Sulang di Kecamatan Sulang;

Kawasan Perkotaan Sarang di Kecamatan Sarang;

Kawasan Perkotaan Pamotan di Kecamatan Pamotan; dan

Kawasan Perkotaan Kalion di Kecamatan Kahor.

FPusat Pelayanan Lingkungan (PFL) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, meliputi:

PPL Kragan di Kecamatan Kragan;
PPL Sluke di Kecamatan Sluke;

PPL Sumber di Kecamatan Sumber;
PPL Sale di Kecamatan Sale;

PPL Sulang di Kecamatan Sulang;
PPL Sarang di kecamatan Sarang,
PPL Pamotan di Kecamatan Pamotan;
PPL Kaliori di Kecamatan Kaliori;

PPL Bulu di Kecamatan Bulu;

PPL Gunem di Kecamatan Gunem;
PPL Sedan di Kecamatan Sedan; dan
PPL Pancur di Kecamatan Pancur.

-
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Sistem perkotaan Pusat Kegiatan Lokal ([PKL) dan Pusat Pelayanan Kawasan
(PPK] sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4] selanjutnya disusun
dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Rencana sistemn pusat permulaman digambarkan dalam peta dengan tinglkat
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II1 yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.




Bagan Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum
Pasal 10

Eia:iem jarmg.a_n prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 avat (1) huruf b,
melput:

sistem jaringan transportasi;

sistem jarngan energi;

sistem jaringan telekomunikasi;

sistem jaringan sumber daya air; dan

sistem jaringan prasarana lamnya.
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Paragraf 2
Sistem Jaringan Transportasi

Paszal 11

(1} Sistem jaringan transporiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf
&, meliputi:
&. sistem jaringan transportasi darat; dan
b. sistem janngan tranaportasi laut

(2} Rencana sistem jarngan transportasi digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran [V
yang merupakan bagian tidak terpisahkan darn Peraturan Daerah ini,

Fasal 12

Sistem janngan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. sistem jaringan jalan; dan

b. sistem jaringan kereta api

Pasal 13

(1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 hurof a,
meliputi:

Jalan Umum;

Jalan Khusus,

Jalan Tal;

Terminal Penumpang; dan

Jembatan Timbang.

S Af oM

(2] Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliput:
a. Jalan Arteri;
b. Jalan Kolektor;
¢. Jalan Lokal, dan
d. jalan lingkungan.

(3) Jaringan Jalan Arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa
Jalan Arteri primer meliputi:

Sp. 3 Timur Jin. Lingkar Pati — Bta. Kota Rembang

Jin. Untung Suropati;

Jin. Diponegoro;

Jin. Sudirman;

Bts. Kota Rembang-Bulu {Bts. Prov. Jatim); dan

"
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f. Jalan Lingkar Rembang-Lasem.

(4] Janngan Jalan Kolekior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul b berupa
Jalan Kolektor primer, meliputi:
Jln. Kartini;
Jln. Pemuda;
Jalan Tireman-Japerejo;
Jalan Sulang-Krikilan;
Jalan Sulang-Banyuurip;
Jalan Sidomulyo-Sedan;
Jalan Sedangagung-Ngotet;
Jalan Sekararum-Krkilan;
Jalan Sedan-Sedan Lodan;
Jalan Sarang-Bonjor,;
Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung;
Jalan Pandangan-Sidorejo;
. Jalan Ngotet-Tireman;
Jalan Lodan-Bonjor;
Jalan Lasem-3ale (Bts. Prov. Jawa Timur);
Jalan Karas-Sidorejo;
Jalan Japerejo-Pamotan;
Jalan Dresi-Sekararum;
Jalan Banyvuurip-Pamotan;
Bts. Kota Rembang - Bts. Kab. Blora/ Rembang; dan
Bts, Kab. Blora/Rembang — Bits. Kota Blora.
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(5) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ meliputi Jalan
Lokal primer dan Jalan Lokal sekunder terdapat di seluruh kecamatan dirinci
dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf d meliputi jalan

lingkungan primer vang menghubungkan antar perumahan dan/atau antar
hunian di dalam Kawasan permukiman terdapat di seluruh kecamatan,

(7) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan
pariwisata, terdapat di Kecamatan Lasem dan Kecamatan Rembang.

(8) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a. Tol Demak - Rembang
b. Tol Rembang - Tuban
c. Tol Bojonegoro - Rembang,

(9) Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliput:
a. Terminal Penumpang tipe B; dan
b. Terminal Penumpang tipe C.

(10) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat [9) huruf b
terdapat di Kecamatan Lasem.

(11) Terminal Penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada avat (9) huruf ¢
terdapat di seluruh kecamatan.

{12} Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf [, terdapat di
Kecamatan Sarang.

{13) Pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana tercantum dalam ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
terkait.
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Fasal 14

Sistemn jaringan kereta apl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b,
meliputi:

a. jaringan jalur kereta api; dan

b. Stasiun Kereta Api.

Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a, yvaitu
jarngan jalur kereta api umum.

Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada avat (2)

meliputi:

a. jalur Semarang - Kudus - Pati - Juwana - Rembang - Lasem - Jatirogo -
Bojonegoro;

b. jalur Semarang - Demak — Kudus - Pati - Rembang - Tuban;

¢. jalur Rembang - Cepu.

Stasiun Kereta Ap1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. stasiun penumpang;
b. stasiun barang; dan

€. stasiun operasi.

Stasiun penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf a terdapazt di:
a. Kecamatan Rembang;

b. Kecamatan Lasem; dan

c. Kecamatan Sluke,

Stasiun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4] huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Rembang; dan
b. Kecamatan Sluke.

Stasiun operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4} huruf ¢, terdapat di:
a. hecamatan Ralon; dan
b. kecamatan Sarang.

Pasal 15

Sistem jaringan transportas: laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat
(1) huruf b merupakan pelabuhan laut, meliputi:

a. Pelabuhan Pengumpul;

b. Pelabuban Pengumpan Regonal;

c. Terminal Khusus; dan

d. Pelabuhan Perikanan.

Pelabuhan Pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf a, meliputi
Pelabuhan Rembang/Sluke di Kecamatan Sluke.

Pelabuhan Pengumpan Regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, meliputi Pelabuhan Tasik Agung di Kecamatan Rembang.

Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢, terdapat di
Kecamatan Sluke dan Kecamatan Lasem.

Pelabuhan Penkanen sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d, meliputi:
&. Pelabuhan Perikanan Nusantara;

b. Pelabuban Perikanan Pantai; dan

c. Pangkalan Pendaratan lkan.

Pelabuhan Perikanan Nusantara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
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a, meliputi Pelabuhan Perikanan Tasikagung di Kecamatan Rembang.

Pelabuhan Perikanan Pantal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b,
meliputi pelabuhan perikanan Sarang di Kecamatan Sarang.

Pangkalan Pendaratan lkan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) huruf ¢,
melipufti:

pelabuhan perikanan Binangun di Kecamatan Lasem;
pelabuhan perikanan Karanganyar di Kecamatan Kragan;
pelabuhan penikanan Karanghincak di Kecamatan Kragan;
pelabuhan perikanan Pandangan di Kecamatan Kragan;
pelabuhan perikanan Pangkalan di Kecamatan Sluke;
pelabuhan perikanan Pasarbanggi di Kecamatan Rembang;
pelabuhan perikanan Tanjungsarn di Kecamatan Rembang:
pelabuhan perikanan Nujung di Kecamatan Rembang; dan
pelabuhan perikanan Tunggulsari di Kecamatan Kaliori,
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Paragraf 3
Sistem Jaringan Energi

Pasal 16

Sistem jaringan energl sechagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b,
meliputi:

a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b, jaringan infrastruktur ketenagalistrikan,

Rencana sistem jaringan energi digambarkan dalam peta dengan tingkat
ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V1 vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:

a. infrastruktur minvak dan gas bumi; dan

b. jaringan minyak dan gas bumi.

Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, terdapat di:

a. Kecamatan Sumber: dan

b, Kecamatan Sluke.

Jaringan minyak dan gas bumi scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

meliputi:

d. jaringan vang menyvalurkan mimyak dan gas bumi dan fasilitas produksi
ke kilang pengolahan; dan

b. jaringan vang menyalurkan minvak dan gas bumi dan fasilitas produksi
ke tempal penyimpanan.

Jarnngan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dan fasilitas produksi ke
kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliput::
a, jaringan perpipaan gas regional Kepodang - Rembang - Pati - Jepara -
Semarang, terdapat di:
1. Kecamatan Sarang,
2, kecamatan Kragan;
3. Kecamatan Sluke;
4. Kecamatan Lasem;
5. Kecamatan Kaliori; dan



(5)

(1)

(4

()

(4)

15)

(6)

(7)

(8)

6. Kecamatan Rembang.
b. jaringan pipa gas Knkilan di Kecamatan Sumber.

Jaringan yvang menyalurkan minvak dan gas bumi dan fasilitas produks: ke
tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada avat (3) huraf b, meliputi
jaringan pipa bahan bakar minyvak Cepu - Rembang - Pengapon Semarang,
terdapat di:

a. Kecamatan Bulu;

b. Kecamatan Sulang;

c. Kecamatan Rembang: dan

d. Kecamatan Kaliori,

Pasal 18

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimalksud dalam Pasal
16 ayat (1) huruf b, melputi:

a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung,

Infrastruktur pembangkitan tenaga hstrik dan sarana pendukung

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pembangkit Listrik

Tenaga Uap (PLTU), meliputi:

d. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 1 di Kecamatan
Sluke; dan

b. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Rembang Unit 2 di Kecamatan
Sluke.

Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, meliput:

a. jaringan transmisi tenaga histrk antarsistem;

b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan

¢. Oardu Listrik.

Jaringan transmisi tenaga listnk antarsistem sebagaimana dimaksud pada
avat (3) huruf a merupakan Saluran Udara Tegangan Tmggl (SUTT) yang
melewati Wilayah Kabupaten, mehput:

Kecamatan Sluke:

Kecamatan Lasem;

Kecamatan Rembang:

Kecamatan Kaliori;

Kecamatan Sulang;

Kecamatan Bulu; dan

Kecamatan Gunem.
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Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b, melipun:

a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan

b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan.

Saluran Udara Tegangan Menengah [SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf b melewati jaringan jalan di seluruh kecamatan.

Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3] huruf ¢, meliputi;
a. Cardu Listrik PLTU Rembang di Kecamatan Sluke;

b. Cardu Listrik Rembang di Kecamatan Rembang; dan

c¢. Gardu Listrik Semen Indonesia di Kecamatan Gunem.
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Pengembangan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana
tercantum pada avat (1] diselenggarakan sesual peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 19

Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e,
meliputi:

a. Janngan Tetap; dan

b. Janngan bergerak.

Janngan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kabel
optik, terdapat di seluruh kecamatan.

Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan
Jaringan Bergerak Seluler berupa menara Base Transceiver Station, terdapat
di seluruh kecamatan.

Rencana sistemn jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebmgaimana tercantum dalam Lampiran VII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Sistem Jarmgan Sumber Daya Air

Pasal 20

Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
huruf d, meliputi:

a. sistem jaringan irigasi,

b. sistem pengendalian banjir; dan

¢. bangunan sumber daya air.

Rencana sistemn jaringan sumber daya air digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII
yang merupakan bagian tidak terpisahlan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf
a herada pada Daerah Ingasi di seluruh Wilayah Kabupaten, meliputi:

a. Jarngan [rigasi Primer; dan

b. Jaringan Irigasi Sekunder.

Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa, terdapat

Kecamatan Sumber;
Kecamatan Kaliori;
Kecamatan Sarang;

Kecamatan Sale;
Kecamatan Pamotan: dan
Eecamatan Gunem.
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Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
terdapat di seluruh kecamatan.
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Daerah Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dirinci dalam tabel
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yvang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf b, berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdapat di:
hecamatan Gunem,;

Recamatan Kaliori;

hecamatan Kragan;

Recamatan Lasem;

Kecamatan Pamotan,

Kecamatan Pancur;

Kecamatan Sale;

Kecamatan Sarang;

Kecamatan Sedan;

Kecamatan Sulang; dan

Kecamatan Sumber.

Bangunan sumber dava air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf ¢, terdapat di seluruh kecamatan.

Fr TR an oM

Paragraf 4
Sistemn Jarmgan Prasarana lamnnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 10
huruf e, meliputi:

sistem penyedizan air mmum (SPAM);

sistem pengelolaan air limbah [SPALJ;

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayva dan Beracun (B3);

sistém jaringan persampahan;

sistem jaringan evakuasi bencana; dan

sistem drainase.

e - -

Rencana sistemn jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan
tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X
vang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Sistemn penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1] huruf a, berupa jaringan perpipaan.

Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputa:
a. Unit Air Baku;

b. Jaringan Produksi; dan

e. Unit Distnbusi.

Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber
dar mata air, sungai; dan air laut, melipun:

Waduk Banyukuwung Kecamatan Sumber;

Embung Grawan Kecamatan Sumber;

Bendung Kedungsemar Kecamatan Bulu;

Mata Air Pasedan Kecamatan Bulu;

Mata Air Taban Kecamatan Bulu;

Waduk Panohan Kecamatan Gunem:;
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Bendung Sungai Jakinah Kecamatan Sale;

Mata Air Sumber Semen Kecamatan Sale;

Waduk Lodan Wetan Kecamatan Sarang;

Bendung Sungai Kalipang Kecamatan Sarang;

Mata Air Mudal Kecamatan Pamotan;

Embung Jatimudo Kecamatan Sulang,

Bendung Sungai Karanggeneng Kecamatan Rembang; dan
Bendung Sungai Bagan Kecamatan Lasem.
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(4) Jaringan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf b, terdapat di:
a. Kecamatan Sumber;
b. Kecamatan Sulang;
c. Kecamatan Kalion; dan
d. Kecamatan Sale.

(5] Unit Distribust sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf e, terdapat di:
a. Kecamatan Kalior;
b. Kecamatan Rembang;

¢. Kecamatan Lasem;

d. Kecamatan Sluke;
e. Kecamatan Kragan;
{. Kecamatan Sarang;
g. Kecamatan Sedan;

h. Kecamatan Pancur;

1. Kecamatan Pamotan;
j. Kecamatan Sumber;
k. Kecamatan Sulang,

. Kecamatan Bulu; dan
m. Kecamatan Sale.

Pasal 24

(1) Sistem pengelolaan Air Limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (1} huruf b yaitu sistem pengelolaan Air Limbah non demestik.

{2) Sistem pengelolaan Air Limbah non domestik sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah non domestik,
terdapat di:

Kecamatan Gunem;
Kecamatan Sluke;
Kecamatan Lasem;
Kecamatan Kalior;
Kecamatan Rembang;
Kecamatan Pamotan;
Kecamatan Sale;
Kecamatan Sulang;
Kecamatan Kragan;
Kecamatan Sedan;
Kecamatan Sumber;
Kecamatan Pancur; dan
. Kecamatan Sarang.
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Pasal 25

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3] sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c, terdapat di:

a. Kecamatan Sulang;

b. Kecamatan Sedan, dan

¢. Recamatan Gunem.
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Pasal 26

Sistem jaringan persampahan sebapaimana dimaksud dalam Pasal 22 avat (1)
huruf d, meliputi:

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

b. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST); dan

c. Tempat Penampungan Sementara (TPS).

Tempat Pemrosesan Akhir [TPA) sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) hurul
meliputi:

a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Landoh di Kecamatan Sulang; dan

b. Tempat Pemrosesan Akhir [TPA) Sidomulye di Kecamatan Sedan.

Tempat Pengolahan Sampah Terpadu [TPST) sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdapat di:

a. Kecamatan Sulang; dan

b. Kecamatan Sedan.

Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e, terdapat di seluruh kecamatan,

Pasal 27

Sistemn jarmgan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
avat (1) huruf e, meliputi;

a. Jalur Evakuas Bencana; dan

b. Tempat Evakuasi Bencana.

Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a,

meliputi:

a. Jalur Evakuasi Bencana gerakan tanah berupa ruas jalan yang ada atau
ruas jalan darurat menuju tempat evakuasi, terdapat di:

Kecamatan Sumber,

Kecamatan Bulu;

Kecamatan Gunem;

Kecamatan Sale;

Kecamatan Sedan;

Kecamatan Pamotan;

Kecamatan Pancur

Kecamatan Kragan;

Kecamatan Sluke; dan

l'.'Il Kecamatan Lasem.
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b. Jalur Evakuasi Bencana longsor berupa ruas jalan vang ada atau ruas
jalan darurat menuju tempat evakuasi, terdapat di:

Kecamatan Sumber;

Kecamatan Bulu;

hecamatan Gunem,

Kecamatan Sale;

Kecamatan Sedan;

Kecamatan Pamotan;

Kecamatan Pancur

Kecamatan Kragan;

Kecamatan Sluke; dan

[.'r Kecamatan Lasem.
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c. Jalur Evakuasi Bencana banjir berupa seluruh jaringan jalan pada lokasi
yang lebih tinggi, terdapat di:
1. Kecamatan Rembang;




(3)

(4]

]

(B

Kecamatan Sumber;
Kecamatan Bulu;
Kecamatan Sedan;
Kecamatan Pamotan,
Kecamatan Eulang
Kecamatan Kalior;
Kecamatan Pancur;, dan
Kecamatan Lasem.
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d. Jalur Evakuasi Bencana abrasi berupa pengembangan jaringan jalan,
terdapat di:
l. Kecamaltan Eamng,
2. Recamatan
3. Kecamatan 31 .r:lan
4. Kecamatan Lasem,

Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b,
meliputi lapangan, stadion, taman publik, bangunan rumabh, gunan
kantor pemenntah, bangunan fasilitas sosial, bangunan fasilitas umurm,
rumah panggung, dan bangunan lainnya yang memungkinkan vang terdiri
atas:

a, Tempat Evakuasi Bencana Femka.n tanah;

b. Tempat Evakuasi Bencana ONESOr,

c. Tempat Evakuasi Bencana banjir; dan

d. Tempat Evakuasi Bencana abrasi.

Tempat Evakuasi Bencana gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
[31 huruf a, terdapat di:

Kecamatan Sluke;

Kecamatan Laacm

Kecamatan Pancur;

Kecamatan Sedan;

Kecamatan Bulu;

Kecamatan kragan;

Kecamatan Sale; dan

Kecamatan Pamotan,
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Tempat Evakuasi Bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hurufl
b, t&rd.upat di:

Kecamatan Sluke;

Kecamatan L.a'sem

Kecamatan Pﬂncur;

Kecamatan Sedan;

Kecamatan Bulu;

Kecamatan Kragan;

Kecamatan Sale; dan

Kecamatan Pamotan.
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Tempat Evakuasi Bencana banjir scbagaimana dimaksud pada ayat (3) hurul
¢, terdapat di

Kecamatan Sumber;
Kecamatan Kalior;
Kecamatan Sulang;
Kecamatan Rembang;
Kecamatan Lasem,
Kecamatan Sedan;
Kecamatan Pancur;

. Kecamatan Pamotan; dan
Kecamatan Bulu.
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(7]

(1]

(2]

(3]

(1)

(2]

Tempat Evakuasi Bencana abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3) huruf
, terdapat di:

Kecamatan Lasem;

Kecamatan Sluke;

Kecamatan Kragan; dan

Kecamatan Sarang.

o -

Pasal 28

Sistemn drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf 7
berupa sistem jaringan drainase vang saling terintegrasi, meliputi

a. jarmgan dramase primer; dan

b, jarngan drainase sekunder.

Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dar
saluran sekunder dan menyalurkannya ke Badan Air penerima, terdapat di:
Kecamatan Kalor;

. Kecamatan Rembang;

Kecamatan Siuke;

Kecamatan Lasem:

Kecamatan Kragan;

Kecamatan Sarang;

Kecamatan Sulang;

Kecamatan Bulu;

Kecamatan Pancur;

Kecamatan Pamaotan;

Kecamatan Sedan; dan

Kecamatan Sale.
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Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi saluran drainase di Wilayah Kabupaten yang menerima air dari
saluran tersier dan menyvalurkannya ke saluran primer, terdapat di seluruh
kecamatan.

BAB V
RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 29

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf ¢, meliputi:

a. Kawasan Lindung; dan

b. Kawasan Budi Daya,

Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Bagian Kedua
Rawasan Lindung

Pasal 30
Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. Badan Air;
b. Kawasan vang memberi perlindungan terhadap Kawasan bawahannya;
c. Kawasan perlindungan setempat;
d. Kawasan konservasi; dan
e. Kawasan Cagar Budaya.
Paragraf 1
Badan Air
Pasal 31

Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 165
[seratus enam puluh lima| hekiare, terdapat di:
Kecamatan Gunem;

Kecamatan Kaliori;

Kecamatan Kragan;

Kecamatan Lasem,

Kecamatan Pamotan;

Kecamatan Pancur;

Kecamatan Rembang;

Kecamatan Sarang;

Kecamatan Sulang; dan

Kecamatan Sumber.
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Paragraf 2
Kawasan yang Memberi Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 32

Kawasan vang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berupa Kawasan Hutan Lindung
seluas kurang lebih 2.502 [dua ribu lima ratus dua) hektare, teedapat di:

#. Kecamatan Sedan;
b. Kecamatan Pancur;
c. Kecamatan Kragan;
d. Kecamatan Sluke; dan
e, Kecamatan Lasem.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempal
Pasal 33

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf ¢
seluas kurang lebih 21 {dua puluh satu) hektare, terdapat di Kecamatan Rembang.

Paragrafl 4
kawasan kKonservasi

Pasal 34

{1} Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d,



(2]

(3]

(4]

meliputi;

a. Kawasan Suaka Alam (KSA),

b, Kawasan Pelestarian Alam (KPA}; dan

c. Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.

Kawasan Suaka Alam [KSA) sebagaimana dimaksud pada avat [1) hurufl &
berupa Cagar Alam Gunung Butak scluas kurang lebih 48 (empat puluh
delapan) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Gunem; dan

b. Kecamatan Sale.

Kawasan Pelestarian Alam (KPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen seluas kurang lebih 19
(sembilan belas) hektare terdapat di Kecamatan Sale.

Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa kawasan konservasi pesisir dan pulau-

pulau kecil, meliputi:

a. Pulau Gede seluas kurang lebih 0,6 (nol koma enam) hektare di Kecamatan
Kaliori;

b. Pulau Marongan seluas kurang lebih 0,4 (nol koma empat) hektare di
Kecamatan Kalior; dan

¢. Pulau Sualan seluas kurang lebih 0,4 [nol koma empat] hektare di
Kecamatan Rembang.

Paragrafl 5
Rawasan Cagar Budaya

Pasal 35

Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:

a.
b.

c,

d.
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Situs Terjan di Kecamatan Kragan;

Situs Plawangan di Kecamatan Kragan;

Situs Perahu Kuno di Kecamatan Rembang;

Kantor Bappeda Kabupaten Rembang di Kecamatan Rembang;
Bangunan Induk, Regol, Ruang Mengajar dan Pendopo Museum RA Kartini di
Kecamatan Rembang;

Kompleks Eks. Stasiun Rembang di Kecamatan Rembang;
Klenteng Tjoe An Kiong di Kecamatan Lasem;

Omah Londo di Kecamatan Lasem;

Lawang Ombo (Rumah Candu) di Kecamatan Lasem; dan
Kompleks Makam Kuno di Masjid Jami" Lasem Kecamatan Lasem.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 36

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b,
meliputi:

a.
b.
&,
d.
E.
I.
E.
h.
1L

Kawasan Hutan Produksi;

Kawasan Pertanian;

Kawasan Perikanan;

kawasan Pergaraman,

Kawasan Pertambangan dan eneérgi;
Kawasan Peruntukan Industrn;
Kawasan pariwisata;

Kawasan permukiman; dan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan,
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(3}

(1)

(2]

(3}

(4

Paragraf ]
Kawasan Hutan Produksi

Pasal 37

Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a,
meliputi:

a. Kawasan Hutan Produksi terbatas; dan

b. Kawasan Hutan Produksi tetap.

Kawasan Hutan Produksi terbatas se imana dimaksud pada avat (1) hu1:1..lf
a seluas kurang lebih 2.090 (dua nbu Sembilan puluh) hektare, terdapat di:
a. Kecamatan Gunem; dan

b. Kecamatan Sale.

Kawasan Hutan Produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
u:hlaa kurang 19.114 (sembilan ILHEEIH ribu seratus empat belas) hektare,
terdapat di:

a. Kecamatan Sumber;

b. Kecamatan Bulu;

¢. Kecamatan Gunem;

d. Kecamatan Sale;

e, Kecamatan Sedan;

f. Kecamatan Sarang;

g Kecamatan Pamotan;

h. Kecamatan Sulang;

1. Kecamatan Pancur;

{; Kecamatan Sluke; dan

. Kecamatan Lasem.

Paragraf 2
Kawasan Pertanian

Pasal 38

Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b seluas
kurang lebih 57.446 (lima puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh enam)
hektare, meliputi:

a. Kawasan Tanaman Pan r

b. Kawasan Hortikultura; dan

c. Kawasan Perkebunan.

Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a
seluas kurang lebih 19.825 (sembilan belas ribu delapan ratus dua puluh
lima) hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

Rawasan Hortikultura scbageimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas
kurang letnh 36.526 (tiga puluh enam nbu lima ratus dua pulubh cnam)
hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

KRawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ seluas
kurang lebih 1.094 (seribu sembilan puluh empat) hektare, terdapat di:

a. Kecamatan Bulu;

Kecamatan Gunem;

Kecamatan Kragan;

Kecamatan Lasem;

Kecamatan Pamotan;

Kecamatan Pancur;

Kecamatan Sedan;

b.
G
d.
T
f.

E-




(5)

i

(2]
(3]

h. Kecamatan Sluke;
i. Kecamatan Sulang; dan
1. Kecamatan Sumber.

Dalam rangka perlindungan lahan pertanian pangan, ditetapkan KP2B seluas
kurang lebih 32.736 (tiga puluh dua nbu tujuh ratus tiga puluh enam)
hektare, tersebar di seluruh kecamatan.

Paragraf 3
Kawasan Perikanan

Pasal 39

Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e,
meliputi:

a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan

b. Kawasan Perikanan Budi Daya.

Kawasan Perikanan Tangkap sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
seluas kurang lebih 10 [sepuluh) hekiare, terdapat di Kecamatan REembang.
Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
seluas kurang lebih 319 (tiga ratus sembilan belas) hektare, terdapat di:
Kecamatan Sarang:

Kecamatan Kalion;

Kecamatan Rembang,;

Kecamatan Sluke:

Kecamatan Kragan; dan

Kecamatan Lasem,

moan P

Paragraf 4
Kawasan Pergaraman

Pasal 40

Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d seluas
kurang lebih 1.633 {seribu enam ratus tiga puluh tiga) hekiare, terdapat di:

o

(1)

(2)

Kecamatan Kaliori;
Kecamatan Lasem;
Hecamatan Rembang; dan
Kecamatan Sarang

5
Kawasan Pertambangan dan Energ

Pasal 41

Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf e, meliputi:

a. Kawasan Pertambangan Mineral; dan

b. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
a berupa kawasan peruntukan Pertambangan batuan seluas kurang lebih
1.337 [seribu tiga ratus tiga puluh tujuh) hektare, terdapat di:

Kecamatan Gunem;

Kecamatan Kragan;

Kecamatan Sale;

Kecamatan Sarang;

Eecamatan Sedan; dan

o0 op



f. Kecamatan Sluke.

(3) Kawasan Pertambangan Minyvak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 62 (enam puluh dua) hektare terdapat di

Kecamatan Sumber.

Paragraf &6
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 42

Kawasan Peruntukan Industn sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f
seluas kurang lebih 3.313 (tiga ribu tiga ratus tiga belas) hektare, terdapat di:
Kecamatan Pamotan,

Kecamatan Rembang;

Kecamatan Pancur;

Kecamatan Sale;

Kecamatan Lasem;

Kecamatan Sluke,

Kecamatan Kaliori;

Kecamatan Sulang;

Kecamatan Sarang: dan

Kecamatan Kragan.
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Pamgraf 7

Kawasan Panwisata
Pasal 43

Kawasan Panwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g, meliputi:
Taman Konservasi Hutan Mangrove Pasar Banggi di Kecamatan Rembang;
Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale;

Makam RA. Kartini di Kecamatan Bulu:

Makam Sunan Bonang di Kecamatan Lasem;

Pantai Balongan di Kecamatan Kragan;

Pantai Pasir Putih Wates Tasikharjo di Kecamatan Kalion,

Pantai Caruban di Kecamatan Lasem;

Taman Rekreasi Pantai Kartini di Kecamatan Rembang;

Pantai Karang Jahe di Kecamatan Rembang;

Pasujudan Sunan Bonang di Kecamatan Lasem; dan

Pasar Mbrumbung di Kecamatan Kaliori.
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Paragraf 8
Kawasan Permukiman

Pasal 44

(1} Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hurufh seluas
kurang lebih 14.972 [empat belas nbu sembilan ratus tuyjuh puluh dua)
hektare, meliputi:

a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. Kawasan Permukiman Perdesaan.

(2] Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
a seluas kurang lebih 7.963 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh tiga)

hektare, terdapat di seluruh kecamatan.

(3] Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayvat {1) huruf




b seluas kurang lebih 7.708 {tujuh ribu tujuh ratus delapan) hektare, terdapat
di seluruh kecamatan.

Paragrat 9
Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 45

Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 hurul
i, meliputi:
a. KODIM 0720 Rembang di Kecamatan Rembang;
b. Kemando Rayon Militer, meliputi:
Koramil 01 Rembang di Kecamatan Rembang;
Koramil 02 Kaliori di Kecamatan Kahon;
Koramil 03 Sulang di Kecamatan Sulang;
Koramil 05 Bulu di Kecamatan Bulu;
Koramil 10 Gunem di Kecamatan Gunem!
Koramil 11 Sale di Kecamatan Sale;
Koramil 13 Sedan di Kecamatan Sedan;
Koramil 09 Pamotan di Kecamatan Pamotan;
Koramil 14 Sarang di Kecamatan Sarang;
. Koramil 08 Sluke di Kecamatan Sluke;
11. Koramil 06 Lasem di Kecamatan Lasem;
12. Koramil 07 Pancur di Kecamatan Pancur;
13. Koramil 04 Sumber di Kecamatan Sumber; dan
14. Koramil 12 Kragan di Kecamatan Kragan.
¢. Kantor Kepolisian Resert di Kecamatan Rembang;
d. Kantor Kepolisian Sektor, meliputi:
1. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sumber;
2. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Bulu;
Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Gunem;
Kantor Kepolisian Sekior di Kecamatan Sedan;
Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sarang;
Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pancur;
Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Pamotan;
Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sulang;
Kantor Kepolisian Sekior di Kecamatan Kaliori;
0. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Rembang;
11. Kantor Kepolisian Sekior di Kecamatan Kragan;
12, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sluke;
13. Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Sale; dan
14, Kantor Kepolisian Sektor di Kecamatan Lasem.
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e. Kantor Pos Angkatan Laut, meliputi
1. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Rembang; dan
2. Kantor Pos Angkatan Laut di Kecamatan Sluke.

f. Daerah Latihan GOR Mbesi di Kecamatan Salang.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS DI KABUPATEN

Bagian Kesatu
LU'mum

Pasal 46

(1} Kawasan strategis di Kabupaten, mehputi:
a. Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten; dan




(2]

b. Kawasan Strategis Kabupaten.

Kawasan strategis sebagai a dimaksud pada eggl (1) huruf b digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 se imana tercantum
dalam Lampiran Xll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah ini.

Bagian Kedua
Kawasan Strategs Provinsi di Kabupaten

Pasal 47

Kawasan Strategis Provinsi di Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
ayat (1) huruf a meliputi Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi yaitu Kawasan Industri Terpadu Rembang.

(1)

(2]

(2

(4

(5]

(6]

(7}

Bagian Ketiga
Kawasan Strategis Kabupaten

Pasal 45

Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)
huruf b, meliputi: .

a. Kawasan strategis dar sudut kepentngan pertumbuhan ekonomi; dan

b. Kawasan strategis dar sudut kepentingan sosial budaya.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
sebagaimana dimaksud pada ayat [jj].‘hm a meliputi:

a, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke;
b. Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Rembang dan Kaliori; dan

c. Kawasan Agropolitan Sulang dan Pamotan.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya scbagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Kawasan Kota Pusaka/Kota Kuno
Lasem.

Tujuan Eﬂgﬂmbﬁﬂgﬂ]’l Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kondor Jalan
Pantura Kragan — Sluke schagaimana dimaksud pada ayat (2] hurul a adalah
untuk mendorong pertumbuhan kawasan di koridor Jalan Pantura Kragan-
Sluke didu g Jaringan sarana prasarana dan fasilitas penunjang
kegiatan nomi.

Arah pen%embangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Koridor Jalan Pantura

Kragan - Sluke sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:

a. pengembangan fungsi Kawasan dan keterpaduan  pembangunan
prasarana untuk mendorong pertumbuhan perckonomian daerah yang
produktif, efisien, dan mampu Ing;

b. pengembangan kawasan sepanjang koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke
dengan peruntukan sebagai Kawasan Budi Daya; dan

c. pengembangan kawasan koridor Jalan Pantura Kragan - Sluke sebagai
pusat kegiatan ekonomi.

Tujuan pengembangan sentra kelautan dan perikanan u Rembang dan
Ka.Jliur'i sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurufl b adalah mengembangkan
sektor unggulan kelautan dan perikanan untuk menggerakkan pertumbuhan
ekonomi.

Arah pengem't.}angan sentra kelautan dan perikanan terpadu Rembang dan
Kalion sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:




mnﬁemhmgan kelautan dan perikanan berbasis Wilayah dengan
pende

katan sistem dan manajemen kawasan integrasi, dengan prinsi
efisien, kualitas dan akselerasi; dan B

mh&ngﬁ.n kawasan ekonomi yang terdiri dari sentra - sentra

perdagangan komoditas kelautan dan perikanan dan
Eeguamn I:f:rkmt lEJ.anya B

(8) Twuan pengembangan Kawasan Agropolitan BSulang dan Pamotan
scl':ingeum.an

a dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah untuk meningkatkan

tingkat produksi pangan daerah dalam rangka mewujudkan ketahanan
pangan daerah.

<) A.rah mbangan Kawasan P.g;rufmhtﬂ.n Sulang dan Pamotan scbagaimana
o

b.

d.

p&da avat (2) huruf ¢ meliputi:
g‘cmban.gﬁn scktor unggulan pertanian pangan dan hortikultura di
wasan Agropolitan;

pengelolaan Kawasan sentra produksi pertanian dalam satu Kawasan

pengem pertaman terpadu mulan dan pengelahan lahan, panen
dan pcnm panecn dan sampai dengan pemasaran hﬂEIJ

Darﬁ-&lm anasa.tl yang terdiri atas satu atau lebih pusat Iu&gmtan

p&da Wilay: rdesaan sebagai satu sistem produksi pertanian; dan
lolaan sumbcrdn}r& alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya
erkaitan fungsional dan hirarki keruangan dan sistem agrobisnis,

(10} Tujuan pengemban ﬂﬁl Kawasan Kota Pusaka Lasem sebagaimana dimaksud

pal:la ayat (3] ad
ﬁ]ﬁﬂtﬂ Pusaka yang dikembangkan be

untuk mendukung k?_ﬁtﬂ.ﬂ Kawasan Kota Lasem
sarkan kearifan lokal (local
dan warisan pusaka [heritage}.

(11) Arah pe Egemhangan Kawasan Kota Pusaka/Kota Kuno Lasem sebagaimana

dimaksu
a.

b.
c.

I

pada ayat (3) meliputi:

mewujudkan Kawasan pusaka/Kota Kuno dengan pengembangan wisata
yang didukung Kawasan Cagar Budaya,

pelestarian bangunan warisan budaya [henmge}

pemanfaatan potensi Kawasan sungai dan mangrove untuk pariwisata
dengan dukungan kegiatan penunjﬂniu innya seperti Sarana prasarana
wisata, pedestrian, penginapan, pusat kuliner jajanan dan makanan lokal;
penataan Kawasan sepanjang sungai dan pedestrian; dan

pelestarian dan pengembangan produk unggulan kerajinan lokal batik
tulis Lasem serta pembangunan etalase batik tulis Lasem dan produk
lokal lainnya.

BAB VII

ARAHAN FEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagman Kesatu
Umum

Pasal 49

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten terdiri atas:

b keémukamman <o gka gah 5 (lima) tah dan
. in program utama jan menen UnAn;

¢. pelaksanaan Smkmmsam program Pemanfaatan Ruang.




Bagian Kedua
Ketentuan Resesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 huruf a terdini atas:
a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
b. KKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
c. KKPR untuk kegiatan vang bersifat strategis nasional.

{2} Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
a. Konfirmasi KKPR;
b. Persetujuan KKFPR; dan
c. Rekomendasi KEPR.

(3} Pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Paragraf 1
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Fasal 51

Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf b meliputi:

a. mndikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama; dan

b. indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan
5 (lima) tahun keempat.

Paragraf 2
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (Lima) Tahun Pertama

Pasal 52

(1] Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama
sebagaimana dimaksud pada Pasal 51 huruf a terdini atas:
A. program utama;
b. lokasi;
¢. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

{2) Program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa usulan
program pengembangan Wilayah Kabupaten.

(3] Lokasi sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b berupa tempat dimana
usulan program utama akan dilaksanakan.

(4 Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf ¢ bersumber
dari:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;

Masvarakat. dan/ atau

sumber pendanaan lainnya.

pPapOR




[5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d terdini dari:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Provinsi;
¢. Pemerintah Kabupaten;
d. swasta; dan
o. Masyvarakat.

[6) Wakiu pelakzanaan sebagaimana dimaksud pada ayvat (1) huruf e terdiri atas
5 (lima) tahapan sebagai dasar bagi instansi pelaksana dalam menetapkan
prioritas pembangunan pada wilayah kabupaten, meliputi:

tahap kesatu vaitu tahun 2023 - 2024,

tahap kedua yaitu tahun 2025 - 2029;

tahap ketiga vaitu tahun 2030 - 2034;

tahap keempat vaitu tahun 2035 - 2039;

tahap kelima yaitu tahun 2040 - 2043,

L

(7} Indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahun pertama
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIII yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan
Daerah ini.

Paragraf 3
Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahun Kedua sampai dengan
5 (Lima} Tahun Keempat

Pasal 53

Indikasi program jangks menengah 5 (lima) tahun kedua sampai dengan 5 {lima)
tahun keempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b diuraikan dalam
bentuk naras: terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaien;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan

¢, perwujudan Kawasan Strategis di Kabupaten.

Pasal 54

{1} Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Rabupaten sebagaimana
dimalksud dalam Pasal 53 huruf a, terdin atas:
a. perwujudan sistem pusat permukiman; dan
b. perwujudan sistem janngan prasarana.

(2] Perwujudan sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf a, terdiri atas:

a. program perwujudan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berupa peningkatan
dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah skala
pelayanan hingga beberapa Kabupaten.

b. program perwujudan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), meliputi:

1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah
skala pelayanan satu Kabupaten dan/atau beberapa kecamatan: dan
2. penyusunan RDTE Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

c. program perwujudan Pusat Pelavanan Kawasan (PPK], meliputi:

1. penguatan, perungkatan, dan pengembangan prasarana, sarana, dan
utilitas Wilayah skala pelayanan satu hingga beberapa kecamatan; dan
2, penyusunan RDTR Pusat Pelayanan Kawasan (FPK).

d. program perwujudan Pusat Pelavanan Lokal (PPL), meliputi:

1. penguatan dan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Wilayah
skala pelayanan beberapa desa; dan
2. pengembangan akses bagi desa vang dilayvani,



(3

(4)

(=)

(6}

(7)

(8)

Perwujudan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri atas:

a. perwujudan sistem jaringan transportasi;

b. perwujudan sistem jaringan cnergi;

¢. perwujudan sistem jaringan telekomunikast,

d. perwujudan sistem jaringan sumber daya air; dan

e. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya.

Perwujudan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a terdiri atas:

a. perwujudan sistem jaringan jalan;

b. perwujudan sistem jaringan kereta api; dan

c. perwujudan sistem jaringan transportasi laut.

Perwujudan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf
a meliputi:
pengembangan Jalan Arteri;
pengembangan Jalan Kolektor;
pengembangan Jalan Lokal;
peningkatan Jalan Lokal menjadi Kolektor Primer, meliputi:
1. Jalan Ngotet-Tireman;
2. Jalan Sendangagung-Ngotet; dan
3. Jalan Pasar Penthungan-Sendangagung.
pengembangan Jalan Lingkungan;
pengembangan Jalan Khusus;
pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol;
pengembangan Ruang Terbuka Hijau jalur hijau jalan;
peningkatan Terminal Penumpang tipe B di Kecamatan Rembang menjadi
Terminal Penumpang tipe A;
pengembangan terminal Penumpang tipe B;
pembangunan dan pemeliharaan Terminal Penumpang tipe C;
pengembangan Terminal Penumpang tipe C;
. pengembangan Terminal Barang;
pembangunan dan pemeliharaan Jembatan Timbang; dan
pengembangan ruang terbuka hijau fungsi tertentu.
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Perwujudan sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b melipurti:

a. pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api antarkota;

b. pengembangan dan pemcliharaan stasiun penumpang;

c. pembangunan dan pemeliharaan stasiun operasi;

d. pembangunan dan pemeliharaan Stasiun Barang; dan

e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

Perwujudan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada
Ey:nt (4] huaruf ¢ meliputi:

peningkatan dan pemeliharaan Pelabuhan Pengumpul,;

penguatan Pelabuhan Pengumpan Regional,

pengembangan Terminal Khusus;

pengembangan pelabuhan perikanan nusantara;

pengembangan Pelabuhan perikanan pantai;

pengembangan pangkalan pendaratan ikan; dan

g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

mEanop

Perwujudan sistem janingan energl sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf b terdiri atas:

a. perwujudan jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan

b. perwujudan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.




(9)

(101

(11)

(12

(13|

(1]

(15]

Perwujudan jaringan infrastruktur minvak dan gas bumi sebagaimana

dimaksud pada ayvat (8) huruf a meliputi:

a. pengembangan infrastruktur minvak dan gas bumi;

b. pengembangan jaringan yvang menyalurkan minyak dan gas bumi dari
fasilitas produksi - tempat penyimpanan;

c. pengembangan jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari
fasilitas produksi - kilang pengolahan; dan

d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu,

Perwujudan janngan infrastrukiur ketenagalistnkan sebagaimana dimaksud

pada avat (8) huruf b meliputa:

a. pengembangan pembangkit listrik tenaga uap;

b. pembangunan dan pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga
listrik dan sarana pendukung;

¢. pengembanpan saluran udara tegangan tnggi;

d. pengembangan saluran udara tegangan menengah;

e. pengembangan saluran udara tegangan rendah;

f. pengembangan Gardu Listrik; dan

g. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

Perwujudan sistem janngan telekomunikas: sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} huruf ¢ meliputi:

a. pengembangan Jaringan Tetap,

b. pengembangan Jaringan Bergerak Seluler;

c. penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama,

d. pengembangan jaringan layvanan internet; dan

e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

Perwujudan sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d meliputi:

pengembangan Jaringan Irigasi Pnmer;

pengembangan Jarngan Ingasi Sekunder;

pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir;

pengembangan Bangunan Sumber Dava Air; dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

-

Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3] huruf e meliputi:
a. perwujudan sistem penyediaan air minum (SPAM];
b. perwujudan sistem pengelolaan air imbah [(SPAL):
¢. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahayva dan Beracun
(B3):
. perwujudan sistem jaringan persampahan;
perwujudan sistem janngan evakuasi bencana; dan
perwujudan sistem drainase.

R -

Perwujudan sistemn penyediaan air minum [(SPAM) sebagaimana dimaksud

pada ayat (13) huruf a meliputi:

a. pengembangan Unit Air Baku dan optimalisasi sumber air baku (mata
air, embung, waduk, air sunga, air laut);

. pengembangan Jaringan Produksi;

pengembangan Unit Distribusi;

pengembangan unit pelayanan;

pengembangan penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan; dan

pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu,

N -

Perwujudan sistemn pengelolaan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud
pada ayat (13) huruf b meliputi:
a. pengembangan sistem pengelolaan air limbah non domestik;



[1B]

(17)

(18)

(19)

(1]

(2)

(3)

(4

b. pengembangan sistemn E‘:cngtl-nlaan air limbah domestik; dan
c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

Perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

scbagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf ¢ meliputi:

a. ggngembanga.n tempat penyimpanan limbah bahan berbahaya dan
Tacun;

b. g:ngembangan tempat pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
TACUN;

c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu,

Perwujudan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat
{13] huruf d meliputi:

pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir [TPA);

pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS);

pengembangan Tempat Pen d%ulahan Sampah Terpadu (TPST);
pengembangan prasarana tilitas jaringan persampahan; dan
pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

L T

Perwujudan sistem ﬂnnga_n evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada
ayat (13) huruf e meliput::
pengembangan Jalur Evakuasi Bencana;
ban Tempat Evakuasi Bencana;
Engfinumn%algmhatan jalan;
pemnglmtan kapasitas jalan; dan
pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

P oo oE

Perwujudan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf
meliputi:

a. pengembangan Jaringan Drainase Primer;

b. pengembangan Jaringan Drainase 'ﬁ:lmnd:r

c. pengembangan Jaringan Drainase Tersier; dan

d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungs: tertentu.

Pasal 55

Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 huruf b terdini atas:

a. perwujudan Kawasan Lindung; dan

b. perwujudan Kawasan Budi Daya.

Perwujudan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a

terdiri atas:

a. perwujudan Badan Air;

b. perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya;

¢. perwujudan Kawasan perlindungan setempat;

d. perwujudan Kawasan konservasi; dan

e, perwujudan Kawasan Cagar Budaya.

Perwujudan Badan Air sebagaimana dimaksud pada ayal (2) hurul & meliputi:

8. pengelolaan dan pemeliharaan sungai, embung, waduk, bangunan
penangkap air,

b. rehabilitasi dan penguatan fungsi badan air;

c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu di sekitar badan air;

d. pengelolaan hidrologi dan kualitas air Wilayah Sungai; dan

e, pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung,

Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf b meliputi:



(5)

(&)

{7

(8)
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rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Lindung;

pengembangan dan pengelolaan Kawasan Hutan Lindung;
pengembangan vegetasi tegakan tnggi yang mampu memberikan
perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke
dalam tanah;

pengembangan blok penyangga pada Kawasan yang berbatasan dengan
Kawasan Hutan Lindung; dan

pengendalian kegiatan budi daya agar tidak mengganggu fungsi lindung
Kawasan Hutan Lindung.

Perwujudan Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf ¢ meliputi:

a.
b.

i
d.

rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawaszan perlindungan setempat;
pengembangan dan pengelolaan Kawasan perlindungan setempat;
rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan ckosistem mangrove; dan
pengembangan dan pengelolaan Kawasan ekosistem mangrove,

Perwujudan Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢ mehput:

a.
b.
C.

rehabilitasi dan penguatan fungsi Kawasan konservasi;

pengembangan dan pengelolaan Kawasan konservasi.

pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan
perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke
dalam tanah;

pengembangan blok penyanggs pada Kawasan yang berbatasan dengan
cagar alam dan taman wisata alam;

rehabilitasi, perlindungan, dan pengelolaan pulau-pulau kecil; dan
pengendalian kegiatan budi daya pada Kawasan konservasi agar tidak
mengganggy fungsi lindung Kawasan.

Perwujudan Kawasan Cagar Budaya, sebagmimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d meliputi:

B,

b.

L+

d.

penetapan perlindungan kawasan Cagar Budaya;

pengembangan dan pengelolaan kawasan Cagar Budaya;

pengendalian kegiatan untuk mendukung pelestarian kawasan Cagar
Budaya; dan

penetapan, pengembangan, dan pengendalian kegiatan yang berorientasi
pada pelestarian objek diduga Cagar Budaya.

Perwujudan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

b terdini atas:

a. perwujudan Kawasan Hutan Produksi;

b. perwujudan Kawasan Pertanian;

c. perwujudan Kawasan Perikanan;

d. perwujudan Kawasan Pergaraman;

e. perwujudan Kawasan Pertambangan dan energi;
. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri;

g. perwujudan Kawasan Pariwisata;

h. perwujudan Kawasan permukiman; dan

i. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan,

Perwujudan Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
huruf a meliputi:

H.

b.
c

rehabilitasi dan revitalisasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan
Kawasan Hutan Produksi Tetap;

pengembangan dan pengelolaan Kawasan hutan produksi; dan
pengendalian kegiatan di Kawasan Hutan Produksi.




(10) Pereujudan Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b
el puti:

(11]

(12)

(13)

b.

=

pengendalian dan pengembangan KP2B pada Kawasan Tanaman Pangan,
Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;

pengendalian dan pengembangan lahan non-KP2B pada Kawasan
Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
pengendalian secara ketat alih fungsi KP2B;

pengembangan sentra Pertanian berbasis agropolitan;

pengembangan dan pengelolaan produktivitas pada Kawasan Tanaman
Pangan, Kawasan Hortikultura, dan Kawasan Perkebunan;
pengembangan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan;

pengembangan sistem jaringan Irigasi yang memadai;

penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana produksi dan pasca
panen; dan

pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan
situ/ danau/embung/waduk, seria sempadan mata air,

Perwujudan Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf
¢ meliputi:

B

b
c.
d
e

L.

pengembangan dan pengelolaan sentra kelautan dan perikanan terpadu
berbasis agromannepolitan;

. pengembangan tempat pelelangan ikan;

pengendalian dan pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya;

. pengelolaan Kawasan Perikanan Budi Daya;

pengembangan prasarana dan sarana Kawasan Perikanan Budi Daya dan
Perikanan tangkap; dan

pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantair dan
sempadan sungai.

Perwujudan Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf
d meliputi:

a.

b
-
d
c

I

pengembangan dan pengelolaan Kawasan pergaraman;

. pengembangan sentra pergaraman berbasis agromarinepolitan;

perlindungan dan pengembangan industri garam rakyat,

. pengembangan prasarana dan sarana pergaraman;

pengintegrasian infrastruktur pengaman pantai dengan Kawasan tambalk
produksi garam;

pengembangan untuk meningkatkan teknologl tambak garam rakyat guna
meningkatkan produktivitas, kualitas, dan kontinuitas; dan
pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai dan
sempadan sungai.

Perwujudan Kawasan pertambangan dan energl sebagaimana dimaksud pada
avat (8] huruf ¢ meliputi:

8.

b.

o

mventarisasi potensi kawasan pertambangan dan energl,

pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan
peruntukan pertambangan batuan secara berkelanjutan;

pengelolaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian Kawasan
pertambangan minyak dan gas bumi secara berkelanjutan;

rehabilitasi dan reklamasi lingkungan pasca kegiatan pertambangan di
Kawasan peruntukan pertambangan;

pengawasan, pembinaan, dan pengendalian kegiatan pertambangan tidak
berizin;
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h. pengembangan Ruang Terbuka Hyau fungsi tertentu; dan
i pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan sungai, sempadan
situ/danau/embung /waduk, serta sempadan mata air,

Perwujudan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat

{8) huruf f meliputi:

a. pengembangan dan pengelolaan Kawasan Peruntukan Industn secara
berkelanjutan;

b. pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas
penunjang di Kawasan Peruntukan Industn; dan

c. pengembangan dan pengaturan sentra industri mendekati bahan baku
atau sesuai identitas lokal,

d. pengawasan, pembinaan. dan pengendalian kegiatan industni tidak

benzin;

pengembangan Ruang Terbuka Hyau; dan

pengendalian kegatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sempadan

sungai, sempadan situ/danau/embung/waduk, serta sempadan mata air.

b 1

Perwujudan Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (B)

huruf g meliputi:

a. pengembanpgan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan
Kawasan Permukiman Perdesaan;

b. pengembangan hunian bertingkat Kawasan Permukiman Perkotaan:

¢, pengembangan kota tanpa kumuh;

d. pengembangan Ruang Terbuka Hijau Taman dan Hutan Kota;

e. pengembangan Ruang Terbuka Hijau pekarangan paling sedikit 10
(sepuluh) persen dar luas lahan;

f. pengembangan Ruang Terbuka Hijau publik paling sedikit 20 (dua puluh)

persen dan luas Kawasan permukiman dan/ atau sesual standar

penyediaan Ruang Terbuka Hijau;

pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu;

perbaikan lingkungan permukiman;

pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utihitas

permukiman;

relokasi perumahan dan Kawasan permulioman yang berada pada

kawasan rawan bencana tinggi; dan

k. pengendalian kegiatan budi daya di kawasan sempadan pantai, sempadan
mrmgai. sempadan situ/ danau; embung/ waduk, serta sempadan mata
air,

=

Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud

pada avat (8) huruf h meliputi;

a. penataan dan pengelolaan Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

b. pengendalian perkembangan kegiatan di sekitar Kawasan Pertahanan dan
Keamanan; dan

c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.

Perwujudan Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada avat (8) huruf

1 meliputi:

a. pembangunan Kawasan panwisata vang terintegrasi dan berkelanjutan:

b. pengemh&ng&n sarana dan prasarana vang mendukung akses obyvek
wisata;

c. pengembangan Ruang Terbuka Hijau furlgal. tertentu; dan

d. pengendalian kegiatan di kawasan pariwisata.

Pasal 56

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 huruf ¢ meliputi:
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a. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dan sudut kepentingan
pertumbuhan ekonomi; dan

b. perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dar sudut kepentingan sosial
budaya.

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. pengembangan dan pengendalian Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
kRoridor Jalan Pantura Kragan - Sluke,

b. pengembangan Kawasan Agropclitan Sulang dan Pamotan;

¢. penguatan dan pengembangan Kawasan sentra Kelautan dan penkanan
terpadu Rembang dan Kaliori; dan

d. penataan dan pengendalian sekitar kawasan kondor penghubung
Kawasan strategis dan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan sosial

budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. penataan dan penguatan Kawasan kota Pusaka Lasem;

b. pengembangan dan pengendalian kegiatan Kawasan Kota Pusaka Lasem
secara berkelanjutan; dan

¢. penguatan dan pengembangan Ruang sosial dan budava.

Bagian Keempal
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 57

Pelaksanaan sinkronigasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 49 huruf ¢ dilakukan berdasarkan indikasi program

utama yang termuat dalam RTRW Kabupaten melalu penyelarasan terhadap:

a. RTR di ingkat nasional; dan

b. program sektoral dan kewilavahan dalam dokumen rencana
pembangunan daerah.

Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:

a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima)
tahunan; dan

b. sinkromisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek | (satu)
tahunan.

Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang akan menjadi masukan
untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan
kembali dalam rangka revisi RTRW Kabupaten.

Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

(1

Bagian Kesatu
Pedoman Pengaturan

Pasal 58

Ketentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilavah Kabupaten
meliputi:
a. ketentuan umum zonasi;
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b. penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang;
c. ketentuan insentifl dan disinsentif; dan
d. arahan sanksi.

hetentuan umum Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam
pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.

Bagian Kedua
Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf |

Umum
Pasal 549

Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 avat (1)

huruf a memiliki fungsi melipuri:

a. sebagai dasar perizinan Pemanfaatan Ruang;

b. sebagai dasar pertimbangan dalam Pengawasan Penataan Ruang; dan

o, scbagm landasan bagi penyvusunan peraturan zonasi pada tingkatan
operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap Kawasan,

Kawasan peruntukan vang diatur dalam ketentuan umum zonasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdin atas:

a. ketentuan umum zonasi Struktur Ruang;

b. ketentuan umum zonasi Pola Ruang: dan

e. ketentuan khusus Pola Ruang.

Ketentuan umum zonasi Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] huruf a, meliputi:

a., ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana.

Ketentuan umum zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada avat {2)
huruf b mehputi:

a, ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung; dan

b. ketentuan umum zonas: Kawasan Budi Daya.

Paragrafl 2
Eetentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 60

Ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL}; dan

b. ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain.

Retentuan umum zonasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sebagaimana dimaksud

pada avat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala
Kabupaten atau beberapa kecamatan yvang didukung dengan fasilitas dan
infrastruktur perkotaan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial,
dan budaya sesuai dengan kegiatan yang dilayaninya;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan:
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¢. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang vang menyebabken gangguan
terhadap berfungsinya sistem pusat permukiman dan sistem jaringan
prasarana;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan
intensitas kepadatan menengah;

e. prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajb
menvediskan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional
dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan

f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka
Hijau.

Ketentuan umum zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK); dan

b. ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Kawasan (PPK] sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} huruf a disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan perkotaan berskala
kecamatan yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan
yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya sesuai
dengan kegiatan vang dilayaninyva;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
intensitas tinggi dengan dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;

c. tidak diperbolehkan wuntuk kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
menyebabkan gangguan terhadap fungsi sistem kegiatan perkotaan;

d. intensitas Pemanfastan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan
imtensitas kepadatan menengah;

e, prasarana minimum setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib
menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yvang proporsional
dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan

f. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka
Hijau.

Ketentuan umum zonasi Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] huruf b disusun dengan ketentuan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan ekonomi berskala
antardesa vang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perdesaan
vang sesual dengan kegiatan perekonomian, sosial, dan budava sesuai
dengan kegiatan vang dilayaninya;

b. intensitas Pemanfaatan Ruang untuk pengembangan permukiman dengan
mntensitas kepadatan rendah hingga sedang; dan

€. setiap kaveling harus secara proporsional menyediakan Ruang Terbuka
Hijau.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 61

Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan prasarana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5% ayat (3) huruf b, meliputi:

b
=8
d.
e

ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi;

. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan energi,

ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem janngan sumber daya air; dan
ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jarnngan prasarana lainnya,
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Pasal 62

Ketentuan umum xonasi Kawasan sekitar sistem jaringan transportasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

a.
b.

;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api;
dan

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi
laut.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistern jaringan jalan
sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf a terdin atas:

mpm oA RN o

j-

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Arten Primer;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol;

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus;

ketentuan umum zonasi Kawasan di selkitar Terminal Penumpang Tipe B;
ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang Tipe C;
dan

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang,

Ketentuan umum sonasi Kawasan di sekatar Jalan Arteri Pnimer schagaimana
dimaksud pada ayvat (2) huruf a dengan ketentuan:

H.

b.
c.

diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar
garis sempadan Jalan Arteri Primer;

diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu;
diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan
prasarana pelengkap Jalan Arteri Primer sesuai kebutuhan;
diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi
jalan dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu
Provinsi sesuai kebutuhan;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas
maoda transportasi dengan memperhatikan kajian hngkungan hidup;
diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Arten
Primer wajib memperoleh izin dari penvelenggara jalan sesuai
kewenangannya;

diperbolehkan dengan syvarat Pemanfaatan Ruang yvang menvebablkan
hambatan samping lalu lntas tingm di Jalan Artenn Primer wajib
menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan
yang mengakibatkan terganggunva fungsi Jalan Arteri Primer tanpa izin
penyelenggara jalan;

tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi dengan skala
pelavanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten kecuali
pengembangan sarana transportasi terpadu; dan

tidak diperbolehkan akiivitas pemanfaatan budi dava di Ruang
pengawasan Jalan Arteri Primer.

Ketentuan umum gonasi Kawasan di sekitar Jalan Kolektor Primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b dengan ketentuan:

b.

8

diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar
garis sempadan Jalan Kolektor Primer;

diperbolehkan pengembangan Kawasan transportasi terpadu;
diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan
prasarana pelengkap Jalan kolektor Pnmer sesuai kebutuhan;
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diperbolehkan terbatas jumlah pengembangan sarana transportasi jalan
dengan skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi
sesual kebutuhan;

diperbolehkan dengan svarat pengembangan sarana transportasi skala
pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas
modla transportasi dengan memperhatikan kajian ingkungan hadup.
diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Kolektor
Primer wajib memperoleh izin dan penyelenggara jalan sesuai
kewenangannya;

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang vang menyebabkan
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Kolektor Primer wajib
menyediakan jalur lambat untuk kegiatan berskala lingkungan;

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan
yvang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Kolektor Primer tanpa izin
penyelenggara jalan; dan

tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi dava di ruang
pengawasan Jalan Kolektor Pnimer.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lokal Primer sebagaimana
dimaksud pada ayat (2] huruf ¢ dengan ketentuan:

a.
b.

C:

diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar
gans sempadan Jalan Lokal Pnmer;

diperbolehkan dengan syarat p&ngfmhangan Kawasan transporiasi
terpadu hanya pada Kawasan strategis;

d:sperh-ulehkﬂn dengan syaral jumlah pengembangan sarana dan
prasarana pelengkap Jatan Lokal Pnimer sesual kebutuhan;

. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi

skala pelavanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten
sesual kebutuhan;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan h1dup,
diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jaringan
prasarana, utlitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan Lokal
Primer wapb memperoleh izin dan  penyelenggara jalan  sesuai
kewenangannya,

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lokal Primer wajib
melakukan rekavasa teknis lalu lintas;

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan
yvang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Primer tanpa izin
penyelenggara jalan;

tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan
skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan
tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang
péngawasan Jalan Lokal Primer.

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Jalan Lokal Sekunder
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan ketentuan:

a.

b,

.

el

diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar
garis sempadan Jalan Lokal Sekunder;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan transportasi
terpadu hanya pada Kawasan strategis;

diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarmna dan
prasarana pelengkap Jalan Lokal Sekunder sesuai kebutuhan;
diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transportasi
skala pelayanan maksimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten
sesual kebutuhan;



(7)

(8]

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana lintas
moda transportasi dengan memperhatikan kajian lingkungan hidup;
diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan janngan
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hyau di Ruang mibk Jalan Lokal
Sekunder wajib memperoleh i1zn dan penyelenggara jalan sesuai
kewenangannya;

diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang yang menyebabkan
hambatan samping lalu lintas tinggl di Jalan Lokal Sekunder wajib
melakukan rekayasa teknis lalu lintas;

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang mihk jalan
vang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lokal Sekunder tanpa iz
penyelenggara jalan;

tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan
skala pelayanan minimum antarkabupaten dalam satu Provinsi; dan
tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi dava di ruang
pengawasan Jalan Lokal Sekunder.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Lingkungan Primer

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan ketentuan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan peruntukkannya di luar

b.

L i

garis sempadan Jalan Lingkungan Primer;

diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana dan
prasarana pelenghkap Jalan Lingkungan Primer sesuai kebutuhan; |
diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana transportasi skala
pelayanan maksimum satu kecamatsn dan/atau beberapa kecamatan
hanya pada Kawasan strategis;

. diperbolehkan dengan syarat jumlah pengembangan sarana transporiasi

skala pelayanan maksimum beberapa desa;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana
transportasi terpadu hanva pada Kawasan transportasi terpadu;
diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang vang menyebabkan
hambatan samping lalu lintas tinggi di Jalan Lingkungan Primer hanva
pada Kawasan yang sesuai dengan peruntukannya;

diperbolehkan dengan svarat pembangunan atau pengembangan jaringan
prasarana, utilitas dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik Jalan
Lingkungan Primer wajib memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai
kewenangannya;

tidak diperbolehkan pengembangan sarana dan prassarana lintas moda
transportasi;

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik jalan
vang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan Lingkungan Primer tanpa
izin penyelenggara jalan;

tidak diperbolehkan pengembangan sarana transportasi jalan dengan
skala pelayanan minimum antarkecamatan dalam satu Kabupaten; dan
tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya di ruang
pengawasan Jalan Lingkungan Primer.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Tol sebagaimana dimaksud
pada avat (2) huruf f dengan ketentuan:

a.

b.

C.

diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sis1 Jalan Tol sesuai
dengan peruntukannya;

diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jalan
Tol sesual kebutuhan;

diperbolehkan dengan svarat pembangunan atau pengembangan jaringan
prasarana, atilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di ruang milik Jalan Tol
wajib memperoleh izin dan penyelenggara jalan sesual kewenangannya;
diperboiehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang pengawasan jalan
berupa bangunan gedung dan bangun bangunan oleh instansi Pemerintah
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diperbolehkan den syaral penyediaan sarana dan prasarana minimum
yvang mendukung gsi kawasan scsual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait; ,
diperbolehkan dengan syarat penyediaan sarana dan prasarana minimum
yang mendukung fungsi kawasan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait; .

tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange
Jalan Tol, kecuali dengan izin rintah Kabupaten;

. tdak diperbolehkan menggunakan dan memaniaatkan Ruang milik jalan

dan % pengawasan Ja vang mengakibatkan terganggunya fungsi
jalan;

ngembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan
ﬁcetc ntuan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalan Khusus sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g dengan ketentuan:

a.
b.

=

diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi Jalan Khusus sesuai
dengan lgemnl:ukannya:

diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana
pelmga%Jalan Khusus sesuai kebutuhan;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan atau pengembangan jkarinjan
prasarana, utilitas, dan Ruang Terbuka Hijau di Ruang milik .Jalan
Khusus dan Ruang manfaat Jalan Khusus vang mendukung fungsi Jalan
Khusus,

. tidak diperbolehkan membuat jalan masuk atau keluar, serta interchange

Jalan Khusus, kecuali dengan izin Pemerintah;

tidak diperbolehkan menggunakan dan memanfaatkan Ruang milik Jalan
Khusus yang mengakiba terganggunya fungsi Jalan Khusus tanpa
izin penyelen a jalan; dan

tidak diperbolehkan aktivitas pemanfaatan budi daya sampai batas Ruang
pengawasan Jalan Khusus,

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Penumpang tipe B

BC

imana dimaksud pada ayat (2) huruf i dengan ketentuan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang

b.

Terminal Penumpang tipe B;
diperbolehkan dengan svarat kegiatan bongkar muat barang Terminal
Penumpang tipe B sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal,
keselamatan dan :
diperbolehkan dengan syarat pengembangan pusat Kawasan transportasi
terpadu hanya untuk penambahan [ungsi Terminal Penumpang tipe C
dan/atau Terminal Barang dengan memperhatikan kajian lingkungan
hidup;
diﬁfﬁ&lﬂhkﬂﬂ de:}%an syaral pen “ﬂmﬁﬁﬁ“& m.gﬁ‘n praa‘-arﬂ.nhld a lintas
moda transportasi dengan memperhal i} ingkun idup;
diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang mcnduﬂig ﬂﬁﬁﬁtﬂﬁ
ﬁl&}rm&n Termi Penumpang tpe B wajib memenuhi persyaratan
selamatan dan keamanan serta tidak mengganggu fungsi utama; dan
tidak diperbolehkan pengembangan Kegatan yang mengganggu
keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dari penyvelenggara Terminal
Penumpang tipe B sesuai Kewenangannya.

{11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar Terminal Penumpang tipe C
sebagai a dimaksud pada ayat (2) huruf j dengan ketentuan:

a.

iperbolehkan Pemanfaatan Ruang fasilitas utama dan fasilitas penunjang
Terminal Penumpang tipe C;




b. diperbolehkan dengan syarat kegiatan bongkar muat barang Terminal
Penumpang tipe C sepanjang tdak mengganggu fungsi terminal,
keselamatan dan keamanan,

c. diperbolehkan dengan syarat pengembangan sarana dan prasarana hnt&s
moda transportasi dengan memperhatikan kajian !ingkun hidu

d. diperbolehkan dnﬂ'njgan syarat kegiatan yang mendukung fivitas
ﬁg nan Terminal Penumpang tipe C wajib memenuhi persyaratan

tan dan keamanan serta mengganggu fungsi utama; dan
e. tidak diperbolehkan pengembangan kegiatan yang men goll
keselamatan dan keamanan serta tanpa izin dan penyelenggara Terminal

Penumpang tipe C sesuai kewenangannya.

(12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jembatan Timbang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} huruf k de ketentuan:

a. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang sckitar Jembatan
Timbang untuk penyediaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang
memenuhi persvaratan keselamatan dan keamanan; dan

b. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang di sekitar Jembatan
Timbang untuk pemasangan reklame dengan memlpmmmbangkan
keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin
penyelenggara Jembatan Timbang sesuai kewenangannya.

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan kereta api

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, meliputi: )

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api;
dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Staziun Kereta Api.

(14} Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api

(15)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (13) huruf a berupa ketentuan umum
zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, meliputi:
a. d.lperbnlchka.n pengembangan prasarana pelengkap trampnrtasn kereta

b. ijerhl:.tlchka.n dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di tepi

i bangan dan
rbole engan syarat pengem jAringan prasarana
d ﬂtﬁtﬁ-ﬁl i kemmsyaapirﬂ’ Pemanf Ru ka terhada
. diperbole en t Pemanlaatan A ter

dﬂpﬂk hngl-rtm.gnngznlﬂbat lalu lintas kereta api d:gﬁe}rﬁaﬂz jalhar ken:tg
api;

e. tidak diperbolehkan membuat perlintasan sebidang tanpa izin Pemerintah
Kabupaten;

f. tidak diperbolehkan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu
kepentin operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;

g orientasi bangunan pendukung keselamatan dan pemeliharaan kereta api
menghadap jalur kereta api;

h. bangunan di luar ruang manfaat jalur kereta api tetap menghadap jalan
secara linier maupun tegak lurus terhadap jalan;

i. pengaturan intensitas bangunan sesuai  ketentuan  peraturan
perundangan;

j.  ketentuan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan

k. jaringan jalur kereta api ]}Pa.ng berada pada Kawasan rawan bencana,
digunakan rekayasa tekno untuk meningkatkan nilai keamanan dan
kenyamanan pengguna.

Ketentuan umum zonasi kawasan di scklta.r Stasiun Kereta Api sebagnimana
dimaksud dalam ayat (13) huruf b, meli

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di Ec]ma: Stasiun Penumpang;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sehkitar Stasiun Barang; dan




c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Operasi.

(16) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun  Penumpang
s imana dimaksud pada ayat (15) huruf a disusun dengan ketentuan
sebagai berikut: i P

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi: _

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun
Penumpang; dan "

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau. o

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang vang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Penumpang
dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan
ketentuan keselamatan perkeretaapian; :

2. vediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi

wasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang terkait; dan ) )

3. gembangan sistemn jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan

etentuan peraturan perundang-undangan _r,ran.itcrkmt. )
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegatan
dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang,
dan pengembangan Stasiun Penumpang.

(17} Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sekitar Stasiun Barang se imana
dimaksud pada ayat (15) huruf b disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang diperbolehkan, meliputi:

1. Eegiatﬂ.n operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Barang;

an

2. pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaatkan Ruang di sekitar Stasiun Barang dengan
memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian
ketentuan keselamatan perkeretaapian;

2. penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi
kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang terkait; dan .

3. Eungcmbangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan

etentuan peraturan perundang-undangan yang terkait.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yvang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
dan pendinan bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang,
dan pengembangan Stasiun Barang.

(18) Ketentuan umum Zonasi Kawasan di sckitar Stasiun Operasi mtmgzj.mana
dimaksud pada ayat (15) huruf ¢ disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, meliputi:
1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Operasi;
dan

2. mbangan Ruang Terbuka Hijau.

b. kegtﬁle'r.:.ﬁﬂ Pemanfaatan Ruang yan :l.il';erbnlehkﬂn bersyarat, meliputi:

1. kegiatan yang memanfaa ang di sekitar Stasiun Operas: den
memperhatikan  rencana  pengembangan  perkerctaapian an
ketentuan keselamatan perkeretaapian;

2, penyediaan sarana dan prasarana minimum yang mendukung fungsi

wasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang terkait; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan

etentuan peraturan perundang-undangan ggni terkait.
¢, kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan
dan pendinian bangunan yang dapal mengganggu operasional, penunjang,
dan pengembangan Stasiun 5pcmsi.



(19) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan transportasi laut
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hurul ¢, meliputi:
a, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan
Regional;
C. kt&nman umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal Khusus; dan
d. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan.

(20) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpul

setijEma dimaksud dalam ayat (19) huruf a, meliputi: .

a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan
kapal, .

b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fun%m kepelabuhanan,

¢. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
pelabuhan laut; \

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganﬁ keamanan, kenyamanan,
dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;

e. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang m geu alur kapal,
f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan i daya yang dapat
mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;
g Eengal;uran intensitas an di dalam kawasan pelabuhan sesual
etentuan peraturan Angan;
h. ttim bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang
rlaku;

=
-

sarana dan prasarana minimum sesual ketentuan teknis dan
ﬁ;rundﬂngan ang berlaku; dan

wasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana,
digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan
kenyamanan pengguna.

A s

(21) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Pengumpan Regional
se ana dimaksud dalam ayat (19) huruf b, meliputi: i
a. kﬂ;;:éhnlchkan pemasangan alal penanda sebagai informasi pergerakan
b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;
c. diperbolechkan pengem Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
o Db e e
i iper Aam Atan yang m CHAMANAN, AIMANAN,
dan Ia‘.l:lE:j[:aran lalu lintas ma};-ukgdﬂnf alﬂu%‘lum kendaraan gada Zona
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal,
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budl daya wyang dapat
mengakibatkan pendangkalan jalur kajaai:
ngaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai
etentuan peraturan perundangan,
;aﬂta bangunan sesual ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang
rlaku;
sarana dan prasarana minmum  sesual  ketentuan teknis  dan
Erundmgan yvang berlaku; dan
wasan pelabuhan laut i}fﬂﬂg berada pada Kawasan rawan bencana,
digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan

kenyamanan pengguna.

(22) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Terminal khusus sebagaimana
dimaksud dalam ayat (19) huruf ¢, meliputi:
a. ﬂﬁhﬂlﬂhkﬂ.ﬂ pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan

Tl
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b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;

diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

pelabuhan laut; :

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengga.n%: keamanan, kenyamanan,
dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona

fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan,

tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;

tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat

mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;

g tats bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang
berlaku;

h. sarana dan prasarana minimum sesuai  ketentuan teknis  dan
perundangan yang berlaku; dan

i. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana,

dipunakan rekavasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan

kenyamanan pengguna.

(23) Ketentuan wumum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan
scbagaimana dimaksud dalam ayat (19) huruf d, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar Pelabuhan Perikanan
Nusantara;
b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai;
dan
¢. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Tkan.

L]
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(24) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Penkanan Nusantara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) hurufl a, meliput:

a. diperbolehkan pemasangan alat penanda scbagai informasi pergerakan

kapal;

b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan;

c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan

pelabuhan laut;

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyvamanan,
dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;
tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;
tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi dava wvang dapat
mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;

g pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai
ketentuan peraturan perundangan;

h. tata bangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan yang
berlaku;

i. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan  teknis dan
perundangan yang berlaku; dan

j. Kawasan pelabuban laut yang berada pada Kawasan rawan bencana,
digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan
kenyamanan pengguna.

b -

(25) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pelabuhan Perikanan Pantai
sebagaimana dimaksud dalam ayat (23] hurufl b, meliputi:

a. diperbolehkan pemasangan alat penanda sebagai informasi pergerakan
kapal;

b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan,

c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
pelabuhan perikanan;

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu keamanan, kenyamanan,
dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona
fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang kepelabuhanan;

¢. tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;



{. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat
mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;

g pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan pelabuhan sesuai
ketentuan peraturan perundangan;

h. tata bangunan sesuai ketenfuan teknis dan peraturan perundangan yang
berlaku;

i. sarana dan prasarana minimum sesuai  ketentuan teknis  dan
perundangan yang berlaku; dan

j. Kawasan pelabuhan laut yang berada pada Kawasan rawan bencana,

digunakan rekayasa teknologi untuk meningkatkan nilai keamanan dan
kenyamanan pengguna.

(26) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pangkalan Pendaratan Tkan

(1)

12)

(3)

sebagaimana dimaksud dalam ayat (23) huruf ¢, meliputi:

a. diperbolehkan pemasangan alat penanda scbagai informasi pergerakan
kapal;

b. diperbolehkan kegiatan vang mendukung fungsi kepelabuhanan;

c. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan
Pangkalan Pendaratan lkan;

d. tidak diperbolehkan kegialan yang mengganggu keamanan, Kenyamanan,

dan kelancaran lalu lintas masuk dan/atau keluar kendaraan pada zona

fasilitas utama dan zona fasilitas penunjang Pangkalan Pendaratan lkan;

tidak diperbolehkan membuat bangunan yang mengganggu alur kapal;

tidak diperbolehkan melakukan kegiatan budi daya yang dapat

mengakibatkan pendangkalan jalur kapal;

£ pengaturan intensitas bangunan di dalam kawasan Pangkalan Pendaratan
Ikan sesuai ketentuan peraturan perundangan;

h. tata banpgunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundangan vang
beriakuy;

1. sarana dan prasarana mimmum scsual  ketentuan fteknis  dan
perundangan yang berlaku; dan

=0

j- Kawasan Pangkalan Pendaratan Ikan yvang berada pada Kawasan rawan

bencana, digunakan rekavasa teknologi untuk meningkatkan nilai

keamanan dan kenyamanan pengguna.

Pasal 63

Ketentuan umum zonasi Kawasan sckitar sistem jaringan energi sebagaimana

dimaksud Pasal 61 huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruktur
minyak dan gas bumi; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di @ sekitar infrastrulotur
ketenagalistrikan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan infrastruoktur

minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas
bumi; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minyak
dan gas bumi.

Eetentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur minyak dan gas

bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl a, meliputi:

a, diperbolechkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi
energli minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan
keamanan;

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan
infrastruktur minyak dan gas bumi;




(4]

(3

(6}

¢. diperbolehkan dengan syvarat Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur
minyak dan gas bumi dengan memperhitungkan aspek keamanan dan
keselamatan Kawasan sekitarnya;

d. tdak diperbolehkan kegiatan di sekitar infrastruktur minyak dan gas
bumi yang mengganggu keamanan prasarana/ infrastruktur;

e, intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur energi dibatasi
untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan

f. Pemanfaatan Ruang di sekitar infrastruktur minyak dan gas bumi harus
memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan

dan papan penngatan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan infrastruktur minvak

dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan vang menyalurkan
minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan vang menyvalurkan
minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyvimpanan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan yang menyalurkan
minyak dan gas bumi dan fasilitas produksi ke kilang pengolahan
sehagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi
energi minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan
keamanan,

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan janngan
infrastruktur minyak dan gas bumi;

c. diperbolehkan dengan syaral Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa
minyak dan gas bum dengan memperhitungkan aspek keamanan dan
kesclamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu jaringan energi;

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak
dan gas bumi;

e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas janingan pipa minyak dan gas bumi
VANE Mengganggu keamanan janngan;

f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energ dibatasi untuk
kegatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang; dan

g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minvak dan gas bumi harus
memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jaringan

dan papan peringatan.

KRetentuan umum zonasi Kawasan i sekitar jaringan yvang menyalurkan
minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke tempat penyimpanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung kelancaran distribusi
energl minyak dan gas bumi dengan mempertimbangkan keselamatan dan
keamanan;

b. diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan
infrastruktur minyvak dan gas bumi;

c. diperbolehkan dengan syvarat Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan pipa
minvak dan gas bumi dEnga.n memperhitungkan aspek keamanan dan
kesclamatan Kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu J.ﬁ.rl.ngan energl;

d. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan di atas jaringan pipa minyak
dan gas bumi,

e. tidak diperbolehkan kegiatan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi
Vang mengganggu Keamanan Jaringan;

f. intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan energi dibatasi untuk
kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang: dan

g. Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan minyvak dan gas bumi harus
memenuhi prasarana dan utilitas minimum berupa pengaman jarngan
dan papan peringatan.



(7)

(8]

(9]

(10)

(11

(12)

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur ketenagalistrikan

sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf b, terdmri atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan
tenaga listrik dan sarana pendukung: dan

b, Lketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran
tenapga listrik dan sarana pendukung.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur pembangkitan

tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

huruf a, berupa Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Pembangkit

Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung pembangkitan tenaga
listrik;

b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau disekitar sempadan
jaringan infrastruktur pembangkitan tenaga hstnk:

c. diperbolehkan pengembangan pembangkitan tenaga listrik dengan
memperhatikan jarak aman darni kegiatan lamn;

d. tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang dapat menggangsu fungsi
dan distribusi pembangkitan tenaga listnk; dan

e. pengaturan intensitas bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar infrastruktur penyaluran tenaga

listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b

terdin atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga
histrik antarsistem;

b, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga
listrik; dan

. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Gardu Listrik.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listnk
antarsistemn sebagaimana dimaksud pada ayat {9) huruf a berupa ketentuan
umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tinggi [SUTT).

Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Tingg

(SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan tranamisi
tenaga lisink dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan
jarak aman dan kegiatan lain;

b. diperbolehkan kegiaten Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan
infrastruktur ketenagalistrikan;

c¢. diperbolehkan dengan syvarat pengembangan kegiatan di luar Gans
Sempadan Saluran Udara Tegangan Tmggm (SUTT);

d. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan intensitas
bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar
danfatau di bawah jarmgan transmigi tenaga lstnk dengan
memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang.
undangan yang berlaku.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan distribusi tenaga listrik

sebagaimana dimaksud pada avat (9] huruf b, terdin atas;

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM]; dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan
Rendah (SUTR).




(13) Ketentuan umum 2zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan
Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a dengan
ketentuan:

diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi
tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sckitar dan
jarak aman dari kegiatan lain;

diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijau pada sempadan jaringan
infrastruktur ketenagalistrikan;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis
Sempadan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM};

diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian
yvang tidak membahayakan jaringan listrik; dan

diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar
dan/atau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan
memperhatikan ketentuan ruang bebas sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(14} Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Saluran Udara Tegangan Rendah
(SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (12) hurufl b dengan ketentuan:

.

diperbolehkan pengembangan sarana pendukung jaringan transmisi
tenaga listrik dengan memperhatikan Pemanfaatan Ruang di sekitar dan
jarak aman dari kegiatan lam;

diperbolehkan kegiatan Ruang Terbuka Hijjau pada sempadan janngan
infrastruktur ketenagalistrikan;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan kegiatan di luar Garis
Sempadan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR);

. diperbolehkan dengan syarat mendirikan bangunan dengan ketinggian

yvang tidak membahayakan jaringan listrik; dan

diperbolehkan dengan syarat untuk Pemanfaatan Ruang di sekitar
danfatau di bawah jaringan transmisi tenaga listrik dengan
memperhatikan ketentuan Ruang bebas sesuai peraturan perundang-
undangan.

(15) Ketentuan umum zonas: Kawasan di sekitar Gardu Listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (9) huruf ¢ dengan ketentuan:

(1}

(2)

b.

G

diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Gardu Listrik;

diperbolechkan dengan syarat kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau di
sekitar Gardu Listrik dilaksanakan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang terkait;

tidak diperbolchkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat
mengganggu  operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan
Gardu Listrik; dan

pengaturan  intensitas bangunan sesual  ketentuan  peraturan
perundangan.

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar jaringan telekomunikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf ¢ tediri atas:

a.
b.

ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap; dan
Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Bergerak,

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan ketentuan:



(3]

(4]

(1)

(2]

(3]

(4)

a. diperbolehkan pengembangan Jaringan Tetap secara terpadu dengan
jaringan utilitas dan/atau prasarana lainnya;

b. diperbolehkan untuk kegiatan yang tidak mengganggu Jaringan Tetap
dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan serta
kesehatan,

c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat
mengganggu operasional, penunjang, pengembangan dan pelayanan

d, intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar jaringan telekomunikasi dibatasi
untuk kegiatan dengan intensitas rendah sampai dengan sedang serta
tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan; dan

e. Pemanfaatan Ruang di sckitar jaringan telckomunikasi harus didukung
dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum meliputi pengaman

jaringan dan papan peringatan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan bergerak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Kawasan di
sekitar Jaringan Bergerak Seluler

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jarnngan Bergerak Seluler

schbagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan:

a. diperbolehkan pembangunan menara telekomunikasi sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan diarahkan untuk penggunasn menara
telekomunikasi bersama;

b, diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa
kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Bergerak
Seluler;

¢, diperbolehkan dengan syarat pendirian bangunan dilaksanakan scsuai
dengan ketentuan peraturan perundangan;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pertanian dan perumahan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

e. Pemanfaatan Ruang untuk penempatan menara pemancar telekomunikasi
harus memperhitungkan aspek keamanan, keselamatan, dan kesehatan
Kawasan di sekitarnya serta tidak menimbulkan dampak penurunan
kualitas visual ruang pada lokasi menara dan Kawasan di sekitarnya.

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan sumber dava air
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huraf d berupa ketentuan umum
zonasi prasarana sumber daya air.

Ketentuan umum zonasi prasarana sumber dava air sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas:

a. ketentuan umum zonas: Kawasan di selatar sistem janngan Irigasi;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar Bangunan Sumber Daya Air;
dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banjir.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] huraf a, terdini atas:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi Primer;
dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan Irigasi
Sekunder.,

Koctentuan umum zonasi Kawasan di sckitar jaringan Idgasi Primer

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:

a, diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
jaringan Irigasi Primer;




(3

)

7)

(1

b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas
pendukung Irigasi Primer seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi,
dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;

c. diperbolehkan dengan svarat penempatan jarmgan infrastruktur publik
lainnya;

d. diperbolehkan dengan svarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan
penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;

e, tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemeliharaan
jaringan Irigasi Primer; dan

[ tidak diperbolehkan melakukan kegiatan yang dapat mengganggu
operasional, kapasitas, dan menurunkan kualitas jaringan Irigasi Primer.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan Irigasi Sekunder

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
jaringan Irigasi Sekunder;

b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan utilitas
pendukung Ingasi Sekunder seperti pos pantau, pintu air, bangunan bag,
dan bangunan air lainnya mengikuti ketentuan teknis vang berlaku;

c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik
lainnya;

d. diperbolehkan dengan svarat kegiatan pemasangan papan reklame, papan
penyuluhan, dan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;

e. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan selain bangunan pemehharaan
jaringan Ingasi Sekunder; dan

f. tidak diperbolehkan melakukan kegiatan vang dapat mengganggu
;ﬁmﬁéun& kapasitas, dan menurunkan kualitas janngan Ingasi

under.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Bangunan Sumber Daya Air

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufl b, meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan

nan Sumber Daya Air,

b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik
lainnya; dan

c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang vang berpotensi
mengpgangegu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Bangunan Sumber Daya Air.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem pengendalian banijir

sebagaimana dimaksud pada ayat (2] huruf ¢ berupa Bangunan Pengendalian

Banjir, meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Bangunan Pengendalian Banjir;

b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik
lainnya; dan

c. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotenasi
mengganggu kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Bangunan Pengendalian Banjir.

Pazal 66

Ketentuan umum zonas Kawasan sckitar sistem jarmgan prasarana lainnya

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 buruf e, meliputi

a. ketentuan umum zonasi Kawasan selatar Sistemm Penyediaan Air Minum
(SPAM);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Air Limbah
(SPALJ;




(2)

(3]

(4]

(5)

(6]

(7]

¢. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar jaringan Sistem Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);

d. ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem jaringan persampahan;

e. ketentuan umum gzonasi Kawasan sekilar sistem janngan evakuasi
bencana; dan

f ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem drainase.

Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Penyediaan Air Minum
[SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Umit Air Baku;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi; dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Air Baku sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit
Air Baku;

b. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

c. diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan air baku dengan wajib
memperhatikan kelestarnian hngkungan; dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang vang berpoiensi
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jaringan Produksi sebagaimana

dimaksud pada avat (2) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolebkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan
Jarmngan Produksi;

b. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan infrastruktur publik
lainnya;

c. dlprrhulchkan dengan syaral pemasangan papan penyuluhan, papan
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait; dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi
mﬂamu operasional, penunjang, dan pengembangan Jarnngan

ulksi.

Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Unit Distribusi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2} huruf ¢ dengan ketentuan:

a. diperbolehkan kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit
Distrbusi dan prasarananya;

b. diperbolehkan dengan svarat pemasangan papan penyvuluhan, papan
peringatan, dan rambu-rambu pengamanan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan yvang terkait; dan

¢. tdak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi
mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

Retentuan umum zonasi Kawasan sekitar sistem pengelolaan Air Limbah

(SPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Infrastruktur

Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, meliputi:

a. diperbolehkan operasional, penunjang, dan pengembangan sistem
pengelolaan Air Limbah;

. diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi; dan

. hdak diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang berpotensi
mengegangglu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem
pengelolaan Air Limbah.

Ketentuan umum zonasi Kawasan sekitar Sistem Pengelolaan Limbah Bahan

ao g



Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
dengan ketentuan: : _

a. diperbolehkan kegiatan berupa pengurangan dan pemilahan limbah B3,
penyimpanan limbah B3, dan pengangkutan limbah B3.

b. diperbolchkan dengan syarat meliputi kegiatan sclain sebagaimana
dimaksud pada huruf a vang peka terhadap dampak limbah B3 dan tidak
mengganggu fungsi utama pengelolaan limbah B3, )

c. tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama
pengurangan dan pemilahan limbah B3, penyimpanan limbah B3, dan
pengangkutan limbah B3;

d. sarana dan prasarana minimum sesuai ketentuan teknis dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku; dan

e. ketentuan jarak antara lokasi Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Pengolahan Limbah B3 dengan lokasi fasilitas umum diatur dalam Izin
Lingkungan.

(8 Ketentuan umum zonasi Kawasan sckitar sistem jaringan persampahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. ketentuan umum 2zonasi Kawasan di sekitar Tempat Penampungan
Sementara (TPS);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pemrosesan Akhir
(TPA); dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Pengolahan Sampah
Terpadu (TPST).

[9) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Penampungan
Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dengan
ketentuan:

a. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pengolahan sampah
berupa: kantor pengelola, gudang/garasi kendaraan pengangkut dan alat-
alat berat, pos keamanan, bangunan Tempat Penampungan Sementara
(TPS), serta tempat mesin pengolah sampah;

b. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan sampah
wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat
sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang menganggu fungsi jaringan dan
pengelolaan persampahan.

(10) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pemrosesan Akhir

(T FAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dengan ketentuan:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di Kawasan Tﬂmgﬂt Pemrosesan Akhir
meliputi kegiatan bongkar muat sampah, pemilahan dan pengolahan
sampah, kegiatan budi daya Pertanian, dan kegiatan lain yang
mendukung;

b. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat
Pemrosesan Akhir (TPA) sebagai Ruang Terbuka Hijau,

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pengolahan szgnmﬁn
wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masy t
sesual dengan ketentuan teknis yan%eﬂerlaku;

d. tidak diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Kawasan Tempat

Pemrosesan Akhir (TPA) berupa kegiatan permukiman, pendidikan, dan
kesehatan; & s lingk

tidak diperbolehkan kegiatan memmbu pencemaran lingkungan
di Kawasan Tempat Pemmsesg.?':nfkhir (TPA);

pengelolaan limbah secara terpadu pada lokasi yang berdekatan;
engembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan peningkatan
Ungsi vegelas;

pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan dilengkapi unit

pengolahan mbah;

= mh




i. pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) harus memenuhi syarat
dari aspel-:ﬁin ungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku; dan e o

j. tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jaringan dan
pengelolaan persampahan.

(11) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem Tempat Pengolahan
Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayal (8) hurufl c dengan
ketentuan:

a. diizinkan kegiatan pengolahan sampah dengan menyediakan pengaman
lingkungan untuk mengurangi dampak negatif dari kegiatan pengolahan
sampah tersebut; Pl

b. diperbolehkan dengan syarat pem an fasilitas pengolahan sampah
wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan Masyarakat
sesual dengan ketentuan teknis yang berlaku; dan o

c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan vang mengganggu [ungsi jaringan dan
pengelolaan persampahan,

{12) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan evakuasi bencana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul e terdin atas:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Jalur Evakuasi Bencana; dan
b, ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana.

[13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di seKitar Jalur Evakuasi Bencana
sebagaimana dimaksud ayat (12} huruf a de ketentuan:
a. diperbolehkan untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan Jalur
Evakuasi Bencana;
b, diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas

LM,
c. tidak diperbolehkan Pemanfastan Ruang manfaat jalan pada Jalur
Evakuasi Bencana yang dapat m kelancaran evakuasi;

d. intensitas Pemanfaatan Ruang di selatar Jalur Evakuasi Bencana dibatasi
untuk kegiatan dengan intensitas rendah; dan

e, Pemanfaatan Ruang di sekitar Jalur Evakuasi Bencana harus didukung
dengan tersedianya prasarana dan sarana minimum berupa papan
penunjuk arah evakuasi.

(14) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar Tempat Evakuasi Bencana

sebagaimana dimaksud pada ayat (12} huruf b, meliputi:

a. diperbolehkan Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana

untuk kegiatan yang mendukung kegiatan pengungsi;

b, diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Tempat Evakuasi Bencana
untuk kegiatan lain pada saat tidak dipergunakan untuk evakuasi dengan
menjaga keberlanjutan fungsi Tempat Evakuasi Bencana,
intensitas Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempal Evakuasi Bencana
dibatasi untuk kegiatan dengan intensitas rendah,

d. Pemanfaatan Ruang di sekitar Tempat Evakuasi Bencana harus didukung
dengan tersedianya jaringan transportasi, jaringan air bersih, jaringan
cnergl, jJanngan telekomunikasi, sarana barak pengungsian, sarana
kesehatlan, sarana pendicdikan, dan sarana peribadatan; dan

e. tidak diperbolehkan mengembangkan kegiatan yang dapat mengganggu
fungsi Tempal Evakuasi Bencana.

L2

(13) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar sistem drainase sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer; dan

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase sekunder.

(16) Ketentuan umum gzonasi Kawasan di sekitar jaringan drainase primer
sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a, meliputi:




a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sckitar jaringan drainase untuk
kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase primer;

b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan hay:lan
jaringan drainase primer untuk kegiatan budi daya dengan tidak
mengganggEu jaringan drainase; N

. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas;
dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi dan
pengelolaan jaringan drainase primer.

(17) Ketentuan umum zonasi Kawasan di sckitar jaringan drainase sekunder

sebagaimana dimaksud pada ayat (15) hurul b, meliputi:

a. diperbolehkan memanfaatkan ruang sckitar jaringan drainase untuk
kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase sekunder;

b. diperbolehkan dengan syarat memanfaatkan ruang sekitar dan badan
jaringan drainasc sckunder untuk kegiatan budi daya dengan tidak
menggangeu jaringan drainase;

c. diperbolehkan dengan syarat penempatan jaringan prasarana dan utilitas;
dan

d. tidak diperbolehkan kegiatan vang dapat mengganggu fungsi dan
pengelolaan jaringan drainase sekunder.

Paragraf 3
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 avat (4) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Badan Air;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan vang memberi perlindungan terhadap
Kawasan bawahannya;

c. ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat;

d. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi; dan

e. ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf

a, meliputi:

a. diperbolehkan melakukan pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestanan
Badan Air;

b. diperbolehkan untuk parnwisata alam, kegiatan pendidikan, dan penelitian
tanpa mengubah bentang alam;

c. diperbolehkan dengan syarat Pemanfaatan Ruang kegiatan perikanan dengan
tidak mengurangi fungsi lindung;

d. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang
alam, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan
hidup; dan

tidak diperbolehkan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas Badan
Alr.

Pasal 69

Ketentuan umum zonasi Kawasan yang memberi perlindungan terhadap Kawasan
bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, yaitu ketentuan




umum zonasi Kawasan Hutan Lindung, mehputi:

a.
b.
C.
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diperbolehkan kegiatan penghijauan dengan tanaman yang sesual;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan wisata alam;

diperbolehkan dengan svarat melakukan penebangan untuk kepentingan
penmgkatan kualitas vegetasi;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan latthan militer;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Huang Terbuka Hijau;
diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
diperbolehkan dengan syarat kegiatan Pertambangan dengan pola bawah
tanah,;

diperbolehkan dengan svarat alhh fungsi lahan pertanian sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

diperbolehkan dengan syarat kegiatan perkebunan:

diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan budi dava Pertanian;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya peternakan;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya perikanan;

. tidak diperbolehkan untuk kegiatan permukiman dan Industn;

tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat merusak fungs: indung; dan
ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:
1. kegiatan budi daya hanva diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan
icetap. :Iiciak mengurang fungsi lindung Kawasan dan di bawah pengawasan
tat; dan
4. pemungutan hasil hutan bukan kayu pada Hutan Lindung dnznkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 70

Ketentuan umum zonasi Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 huruf ¢ mehputi:

a.
b.

c.
d.

(1)

(2)

diperbolehkan kegiatan vyang mampu melindungi atau memperkuat
perlindungan kawasan;

diperbolehkan dengan syarat sarana prasarana yang membutuhkan lokasi di
tept pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
diperbolehkan dengan svarat kegiatan pariwisata;

diperbolchkan dengan syarat alih fungs: lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengancam kerusakan dan
menurunkan kualitas kawasan; dan

ketentuan lain yang dibutuhkan, vaitu batasan fisik kawasan periindungan
setempat ditetapkan sesuai peraturan perundangan berlaku.

Pasal 71

Ketentuan umum zonasi Kawasan konservas: sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 67 huruf d, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Suaka Alam [KSA);

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA); dan

c. ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil.

Ketentuan umum zonasi kawasan suaka alam (KSA) sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf a, berupa ketentuan umum zonasi Kawasan Cagar Alam,
melipuiti:

a. diperbolehkan kegiatan perlindungan keanckaragaman tumbuhan dan
satwa beserta ekosisternnyva di dalam Kawasan konservasi;

b. diperbolehkan dengan svarat mendirikan bangunan untuk menunjang
kegiatan pendidikan dan penelitian; serta fasilitas penunjang pada
Kawasan Konservasi;

¢. diperbolehkan dengan svarat pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk
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penunjang budi daya;

. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan panwisata;

diperbolehkan dengan syarat alh fungsi lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu
vang mempunyail manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
tidak diperbolehkan kegatan yang mengganggu kelestanan hingkungan
sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, monumen nasional,
serta Wilayah dengan bentukan geolog tertentu; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yang mengganggu upaya pelestanan budaya
Masvarakat setempat.

(3} Ketentuan umum zonasi Kawasan Pelestarian Alam (KPA] sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi Taman
Wisata Alam, meliputi:

b.

c.

diperbolehkan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan,
pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
d.tp-erbnleh]m.n penyimpanan dan/atau penyverapan karbon, pemanfaatan
air serta energl air, panas, dan angin;

diperbolehkan dengen syarat kegiatan Pemanfaatan Ruang yang
mendukung fungsi lindung dan berbasis mitigasi bencana dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan wisata alam dengan tdak
mengubah bentang alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
diperbolehkan dengan syarat pengembangan sistem jaringan prasarana
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
diperbolehkan dengan syarat pemanfaatan Taman Wisata Alam sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

tidak diperbolehkan kegiatan dan pendirian bangunan vang dapat
mengakibatkan perubahan dan perusakan terhadap keutuhan Taman
Wisata Alam dan ckosistemnya.

(4] Ketentuan umum zonasi Kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ berupa ketentuan
umum zenasi Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan perlindungan habitat dan populasi ikan serta alur

b.
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migrasi biota laut;

diperbolehkan perlindungan ekosistern pesisir dan laut yang unk
dan/atau rentan terhadap perubahan;

diperbolehkan dengan syvarat penelitian, pengembangan dan/atau
pendidikan;

. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;

diperbolehkan dengan svarat pembudidayaan dan penangkapan ikan;
diperbolehkan dengan svarat keglatan penyediaan energi dan fasilitas
umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak diperbolehkan kegiatan vang dapat mengakibatkan perubahan
keutuhan potensi kawasan dan perubahan fungsi kawasan;

tidak diperbolehkan kegiatan vang dapat mengganggu alur migrasi biota
laut dan pemulihan ekosistemnya;

ndak diperbolehkan kegiatan vang dapat mengakibatkan perubahan
fungsi kawasan;

tidak diperbolehkan pembuangan sampah dan limbah; dan

tidak diperbolehkan kegatan yvang dapat mengganggu aktivitas kawasan
konservasi.

Pasal 72

Ketentuan umum zonasi kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 67 huruf e, meliputi;
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diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang
pelestarian Cagar Budava;

diperbolehkan dengan svarat wuntuk kepentingan penelitian dan
pengembangan ilmu pengetahuan;

diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan pariwisata;

diperbolehkan dengan svarat untuk permukiman;

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi merusak fungsi Cagar Budaya;
tidak diperbolehkan kegiatan vang mengganggu upava pelestarian budaya
Masyarakat setempat;

tidak diperbolehkan pembongkaran kecuali struktur bangunan tidak dapat
diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan hingkungan;
dan

pelestanan, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar Budaya
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4
Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Dava

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal
59 ayat {4) huruf b, meliputi:
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(2)

ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produks:;

ketentuan umum ponasi Kawasan Pertanian;

ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan;

ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman;

ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energ,
ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industr;
ketentuan umum zonasi Kawasan Panwisata;

ketentuan umum zonasi Kawasan permukiman; dan
ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi Kawasan Huten Produks: sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 huruf a, meliputi:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap: dan

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliput:

a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;

c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;

d. diperbolehkan dengan syvarat untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan;

e, -iim'rperbnlehkan dengan syarat pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non

yu;

f. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;

g. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri;

h. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan’

i. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permukiman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dan

J- tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang
berwenang,
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(1)

(2]

(3]

Ketentuan umum zonasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] huruf b, meliputi:

a, diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;

c. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;

d. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan;

e. diperbolehkan dengan svarat pemanfaatan hasil hutan baik kayvu dan non

kayu,

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan industri;

. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

1. diperbolehkan dengan syarat kegiatan permuliman sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

j. tidak diperbolehkan penebangan hutan tanpa izin dar instansi vang
berwenang.
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Pasal 75

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 72 huruf b, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan;

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Hortikultura; dan

¢. ketentuan umum zonas) Kawasan Perkebunan.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi dava tanaman pangan,

b. diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan hulu budi dava hortikultura;

c. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan sarana prasarana
pendukung Pertanian tanaman pangan;

d. diperbolehkan denpan syarat kegiatan perikanan skala kecil dan

menengah;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan panwisata;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan

prasarana,

g. diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. diperbolehkan dengan syarat kegiatan budidava lainnya pada Kawasan
Tanaman Pangan vang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i tidak diperbolehkan kegiatan budidaya lainnva pada Kawasan Tanaman
Pangan yang produktif dan beririgasi teknis;

j. tdak diperbelehkan kegiatan budi daya yang mengurangl atau merusak
[ungsi lahan dan kualitas tanah; dan

k. tdak diperbolehkan pemanfaatan selain Pertanian tanaman pangan
kecuali pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan terjadi bencana.

e W

Ketentuan umum zonasgi Kawasan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, meliputi:

diperbolehkan kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;

diperbolehkan kegiatan hulu budi daya hortikultura;

diperbolehkan dengan syvarat untuk kegiatan peternakan;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;

diperbolehkan dengan svarat untuk permukiman;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan,
diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
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diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; dan
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan;
. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan
rana;
diperbolehlkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuail dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
m. pada lahan yang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budi
dava tanaman keras.

e bl
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Ketentuan umum zonasi Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf ¢, meliputi:

diprrhnlehl-:an kegiatan hulu budi daya tanaman pangan;

diperbolehkan kegiatan hulu budi dava hortikultura;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;

diperboiehkan dengan syarat untuk pengembangan permukiman;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan Kawasan Hutan;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan peternakan;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertambangan;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan

pPrasarana;

diperbolehkan dengan syarat alih fungs: lahan pertanian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

l. diperboichkan secara terbatas untuk kegiatan panwisata; dan

m. pada lahan vang memiliki kelerengan di atas 25% diarahkan untuk budi
dava tanaman keras.
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Pasal 76

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 huruf ¢, meliputs:

a. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap; dan

b. Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.

Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 76 hurul a, meliputi;

a. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan,

b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan
fasihitasnya;

diperbolehkan dengan syvarat untuk kegiatan pariwisata;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung
perikanan;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;

diperbelehkan dengan syaral untuk kegiatan peternakan;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana
umum,

diperbolehkan dengan svarat untuk permukiman; dan

tidak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat
mengganggu kualitas air sungai, pantai, dan Kawasan lainnya vang

berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan.
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Ketentuan umum zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, meliputi:

4. diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;

b. diperbolehkan pembangunan sarana dan prasarana produksi garam dan
fasilitasnva;




diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata; .

:Iirp}gbulehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

diperbolehkan dengan syarat untuk e%atan Pertanian;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung
ikanarn; 1

dp?;erbnichkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan peternakan;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana

umum; )

diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; . )

diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan )

l. tdak diperbolehkan untuk segala kegiatan budi daya yang dapat
mengganggu kualitas air sungal, waduk, pantai, dan Kawasan lainnya

}ngg’grpﬂttnsi untuk pengembangan kegiatan perikanan,
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Pasal 77

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pergaraman sebagaimana dimaksud Pasal 73
huruf d, meliputi:
a, diperbolehkan untuk kegiatan perikanan;

| b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
. diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan Ruang Terbuka Hyau;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian,
diperbolchkan dengan syarat pembangunan fasilitas pendukung perikanan;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri,
diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan peternakan;
diperbolehkan dengan svarat untuk pengembangan sarana dan prasarana
umum;
diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman; dan
diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian secsuar dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Mo an
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Pasal 78

(1) HKetentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan dan energi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 huruf e, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral; dan
b. ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan minyak dan gas bumi.

(2) Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertambangan Mineral sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kawasan peruntukan Pertambangan
batuan, meliputi;

a. diperbolehkan dengan syvarat untuk kegiatan, meliputi:

Pertanian;

peternakan;

kehutanan;

perikanan;

permukiman;

pariwisata; dan

. Industri,

b. diperbolehkan dengan syarat ahh fungsi lahan pertanian sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. ketentuan lain yang dibutuhkan, pelaksanaan kegatan budi daya di

Kawasan Pertambangan mineral dilakukan dengan mempertimbangkan:

1. Kawasan permukiman sekitar yang telah terbangun;

2. bukan merupakan KP28;

3. kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
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4, Eelesmriﬂn Kawasan bentang alam karst yang penelapannya sesual
etentuan peraturan perundang-undangan;

peningkatan fungsi kawasan,

dampeak lingkut:‘ﬁ:;

tidak meningka risiko atau terjadinya bencana alam;

sebelum me%u.lmkan kegiatan Pertambangan, wajib memperoleh izin

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,

pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan

pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup; B .

10, pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi

scatam dr;% sesual dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola

uan :

11. kcten%&g lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

oS o

(3] Ketentuan umum zonasi Kawasan EE["LEIJILI]EHEEI! minyak dan gas bumi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:

1. Pertanian;

2. Eeternﬂkﬂﬂ:

3. kehutanan;

4, perikanan,

2. permukiman;

Q. 1wisala, dan

7. Industri.

b. ketentuan lain, meliputi:

1. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan penanggulangan dan
pemulihan lingkungan hidup apabila terjadi pencemaran dan/atau
perusakan lingkungan hidup; dan )

2. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi
pascatambang.

Pasal 79

Ketentuan umum zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 huruf [, meliputs
a. l{:l.lgﬂl‘hﬂlﬂhkﬂ.ﬂ pembangunan prasarana, saranga dan utlitas pendukung
ndustri;
diperbolehkan untuk kegiatan pertanian;
diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan permukimean;
diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertambangan;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;
diperbolehkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesual dengan
ketentuan p;ratumn perundang-undangan;
J. tHdak diperbeolehkan untuk kegiatan yang dapat mencemari air, udara dan
tanah melebihi ambang batas yang dipersvaratkan;
k. ketentuan lain, meliputi:
l. pengaturan intensitas bangunan untuk kegiatan indusiri sesuai ketentuan
E:raturﬂn perundangan; dan
2, giatan budi daya tidak terbangun harus mempertimbangan potensi
konflik dengan kegiatan Indusitri.
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FPasal 80

KRelentuan umum zonas: Kawasan pariwisala sebagaimana dimaksud dalam Pasal
73 huruf g, meliputi:
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[2)

(3

diperbolehkan kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan operasional,
penunjang, dan pengembangan Kawasan pariwisata sesual peraturan

run ~undangan; ;
E'i:perhnlcl-%kan gembangan sistem jaringan prasarana Wilayah;
diperbolehkan E?émtan adat budaya Masyarakat; "
diperbolehkan pengembangan/pembangunan Ruang Terbuka Hijau;
diperbolehkan penyediaan jalur dan Tempat Evakuasi Bencana,
diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri kecil ramah lingkungan yang
mendukung fungsi Kawasan sebagai penunjang Kawasan Panwisata
diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan permukiman yang
mendukung fungsi Kawasan ’ o
diperbolehkan dengan syarat kegiatan-kegiatan pendukung pariwisata
dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan; i _
diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan potensi alam sesuai
dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
diperbolehkan dengan syarat kegiatan penyediaan sarana dan prasarana
minimum vang mendukung fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait; .
diperbolehkan dengan syarat kegiatan pengembangan budi daya pertanian
mendukung kegiatan parwisata, _
diperbolehkan dengan svarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan Egralumn perundang-undangan,; dan
tidak diperbolehkan kegiatan vang berpotensi menimbulkan kerusakan
Kawasan parwisdla.

Pasal 81

Ketentuan umum zonasi Kawasan pormukiman scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 huruf h, meliputi:

a. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan, dan

b. ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan,

Ketentuan umum zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utlitas vang dapat
diakses oleh penvandang disabilitas;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industn;

diperbolehkan dengan syarat tan Pertanian;

diperbolehkan dengan syarat fungsi lahan pertanian sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;

diarahkan intensitas bangunan ber atan sedang-tinggi dan
ba an vertikal; :

g wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesual dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan,

wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung
fungsi Kawasan Permmukiman Perkotaan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan umum =zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:

a. diperbolehkan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas vang dapat
diakses oleh penyandang disabilitas;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;

¢, diperbolehkan dengan syarat melakukan kegiatan budi daya pertanian,
perikanan dan peternakan,

d. diperbolehkan dengan svarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e, tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;




f diarahkan intensitas bangunan berkepadatan rendah-sedang dan
bangunan vertikal, B .

g wajib menyediakan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan keteniuan
peraturan pemndanF—u_:;dangan: dan 1 _

h. wajib menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang mendukung
fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Ketentuan umum zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 73 hurul i, meliputi:

a.
b.
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diperbolehkan pembangunan prasarana pendulung pengelolaan lingkungan
Kawasan,

diperbolehkan dengan syarat mengembangkan permukiman di Kawasan
pertahanan dan keamanan;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana terkait
dengan pertahanan dan keamanan;

tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan; dan

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi tidak mendukung dan tidak
menjaga fungsi pangkalan militer atau kesatrian, antara lain pembangunan
Indusin bahan kimia atau pembangunan [ndusiri bahan peledak.

Paragraf 4
Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 83

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang schagaimana dimaksud dalam Pasal 59
ayat (2) huruf ¢, meliputi:

il
h.
a,

¥
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(1)

ketentuan khusus KP2B,;

ketentuan khusus Kawasan rawan bencana;

ketentuan khusus Kawasan Cagar Budava;

ketentuan khusus Kawasan Resapan Air;

ketentuan khusus Kawasan sempadan; dan

ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 84

Ketentuan khusus KP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a

meliputi;

diperbolehkan untuk kegiatan hulu budi daya tanaman pangan,

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya hortikulturs;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan hulu budi daya perkebunan;
diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan pariwisata;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan sarana dan prasarana

umum;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana pertanian;

tidak diperbolehkan kegiatan budi daya yang mengurangl atau merusak

fungsi lahan dan kualitas tanah; dan

h. Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hanya dapat dilakukan
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau dalam rangka:

1. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau Proyek
Strategis Nasional; atau
2. Terjadi bencana.

i, Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h
alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga dapat dilakukan
untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum  lainnya yang
ditentukan cleh undang-undang.
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(3]
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Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan
Berkelanjutan digambarkan dalam peta tingkat ketelitian skala
1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dar Peraturan Daerah ini.

Pasal 85

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 83 hurufl b meliputi:

&, ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi;

b. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir;

c. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah; dan

d. ketentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana abrasi scbagaimana dimaksud

am pada ayat (1) hurufl a meliputi: ——

. diperbolehkan kegiatan yang dapal mencegah dan meminimalisir dampak

bencana abrasi yang mungkin terjadi; .

diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau,

diperbolehkan penataan Daerah Alran Sungai (DAS], pantai, serta

Wilayah bencana alam.

diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman yvang sudah ada;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan panwisata;

diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum,

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri; dan

ketentuan tambahan yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib dilakukan

dengan upaya mitigasi bencana, yaim,

1. pengem struktur buatan untuk sistem pengamansan pantai;

2, penyediaan lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;

3. perlindungan Kawasan pantai berhutan bakau; dan

4, pengem jenis dan kerapatan vegetasi pantai atau struktur
alami di Wilayah pesisir.

Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud

dalam pada ayat (1) huraf b meliputi:

a. diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak

bencana banjir yang mungkin terjadi;

diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

%Pcrhnlr:hkan penataan Daerah Aliran Sungai (DAS), pantai, serta

ilavah bencana alam;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun

yvang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;

diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;

diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;

liperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industri;
diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan

ketentuan lain yang dibutuhkan, setiap kegiatan wajib melakukan upaya

mitigasi bencana, yaitu:

1. pen":llguatan sumur resapan di Kawasan Budi Dayva perkotaan dan
perdesaan;

2. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada
jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan
fungsi Irigasi untuk drainase; dan

3. peningkatan kualitas sarana, prasarana, dan utilitas umum untuk
mitigasi banjir,
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Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana gerakan tanah sebagaimana
dimaksud dalam pada ayat (1) hurufl ¢ meliputi:
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diperbolehkan kegiatan yang dapat mencegah dan meminimalisir dampak
gerakan tanah vang mungkin terjadi;

diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau,

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun
vang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan;
diperbelehkan dengan svarat untuk permukiman;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan parwisata;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;
diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum,

tidak diperbolehkan kegatan budi daya Pertambangan;

tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan bencana
gerakan tanah; dan

ketentuan lain vang dibutuhkan, setiap kegatan wajib melakukan upava
mitigasi bencana, vaitu:

1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di
daerah yang rawan terjadi bencana;

membangun tanggul atau bangunan penahan;

membuat terasering uniuk mengurangi tingkat kelerengan
permukaan;

pengembangan sistem drainase vang tidak menjadi jalan meresapkan
air ke dalam tanah; dan

penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara
cepat ke dalam tanah;

pemilihan vegetasi tanaman keras dengan perakaran yang dalam dan
memperkuat struktur tanah.
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Retentuan khusus Kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud
dalam pada ayat (1) huruf d meliputi:

b.

mER e e

—-
r

diperbolehkan kegiatan vang dapal mencegah dan meminimalisir dampak

gerakan tanah vang mungkin terjadi;

diperbolehkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dengan pemilihan

vegetasi tanaman keras dengan perakaran vang dalam dan memperkuat

struktur tanah;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegatan budi daya tidak terbangun

yvang memiliki kemampuan tingg dalam menahan hmpasan air hujan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata;

diperbolehkan dengan svarat untuk permukiman;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;

diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana umum;

tidak diperbolehkan kegiatan budi dava Pertambangan;

tidak diperbolehkan kegiatan vang berpotensi mengakibatkan bencana

longsor; dan

ketentuan lain yang dibutuhkan, setap kegiatan wajib melakukan upava

mitigasi bencana, yaitu:

1. menghindari membangun rumah, fasilitas umum atau pemukiman di
daerah vang rawan terjadi bencana;

2. membangun tanggul atau bangunan penahan;

3. membuat terasering untuk mengurangi tngkat kelerengan
permukaan;

4. pengembangan sistem drainase vang tidak menjadi jalan meresapkan
air ke dalam tanah; dan

5. penutupan rekahan di atas lereng untuk mencegah air masuk secara
cepat ke dalam tanah.

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan rawan bencana digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Daerah u,
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Pasal 80

Ketentuan khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal B2 huruf ¢ berupa ketentuan umum zonasi Kawasan kota Pusaka
Lasem, meliputi: :

a. diperbolehkan dengan syarat untuk pembangunan fasilitas penunjang;

b. diperbolehkan dengan syarat untuk kepentingan penelitian  dan
pengembangan ilmu pengetahuan,

¢. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;

d. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;

e. tidak diperbolehkan kegiatan vang berpotensi merusak fungsi Cagar
Budaya;

f. tidak diperbolehkan kegiatan vang mengganggu upaya pelestarian budaya
Masvarakat setempat;

g tidak diperbolehkan pembongkaran kecuali struktur bangunan tidak
dapat diperbaiki lagi serta membahayakan pengguna, Masyarakat, dan
lingkungan; dan

h. pelestarian, perawatan, pemugaran, dan revitalisasi Kawasan Cagar
Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Cagar Budaya digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini

Pasal 87

Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal
83 huruf d berupa ketentuan khusus kawasan imbuhan air tanah,

Ketentuan khusus kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada

avat (1) ditetapkan dengan memperhatikan:

a. pemanfaatan ruang secara terbatas dan bersyarat untuk kegiatan budi
dava agar tidak mengurang kemampuan tanah dalam meresapkan air;

b, diperbolehkan penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan
terbangun vang sudah ada;

c. diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan pariwisata,

diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau,

diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun

yang memiliki kemampuan tinggl dalam menahan limpasan air hujan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan pendidikan dan penelitian;

diperbolehkan dengan syvarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya pertanian;

diperbolehkan dengan syarat kegiatan budi daya peternakan;

diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana; dan

. diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya lainnya.

mTrom e

Peta ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) digambarkan dalam peta dengan keteliian geometri dan ketelitian
detall informasi skala 1:30.000, tercantum pada Lampiran XVII yang
merupakan bagan yang tidak terpisahkan dan Peraturan Daerah.

Perubahan lokasi dan/ atau deliniasi kawasan resapan air] imbuhan air
tanah sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat dilakukan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.



Pasal 88

(1] Ketentuan khusus Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
#3 hurut e, meliputi:

(2]

(3]

a.
b.
c.

d.

ketentuan khusus Kawasan Sempadan Pantas,

ketentuan khusus Kawasan sempadan sungai;

ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk;
dan

ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air.

Ketentuan khusus Kewasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:

¥ RSOADC

diperbolehkan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat
perlindungan Kawasan Sempadan Pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut
ke dalam tanah;

diperbolehkan melakukan penghijauan {rebeisasi) terhadap hutan bakau;
diperbolehkan dengan syarat untuk permukiman;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Industr;

diperbolchkan dengan syarat untuk kegiatan pariwisata;

diperbolehkan dengan svarat untuk kegiatan perikanan;

diperbolehkan dengan syarat bangunan yang telah ada dan/atau
bangunan yang memiliki izin scbelum Peraturan Dacrah ini ditctapkan;
diperbolehkan dengan syarat penempatan bangunan pertahanan dan
keamanan;

diperbolehkan dengan syarat pengembangan prasarana dan sarana
pendukung transportasi laut;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas energi;
diperbolehkan dengan syarat penvediaan fower penjaga keselamatan
pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di
tepi pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
tidak diperbolehkan kegiatan Pertambangan;

. tidak diperbolehkan kegiatan yang mengancam kerusakan dan

menurunkan kualitas Kawasan Sempadan Pantai;

ketentuan lain yang dibutubkan, yaitu :

1. jarak Sempadan Pantai mengikuti pedoman dan/atau peraturan
perundangan vang berlaku;

2. bangunan permanen harus disertai kajian struktur keamanan tanah
dan mitigasi bencana;

3. tidak melebihi Batasan Koehisien Wilayah Terbangun ([KWT): dan

4. tidak menutup akses publik ke Kawasan pantai,

Ketentuan khusus Kawasan sempadan sungal sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) huraf b meliputi:

b.
¢
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diperbolehkan melakukan kepgiatan vang mampu melindungi atau
memperkuat perlindungan Kawasan sempadan sungai;

diperbolehkan dengan syarat pembangunan sarana dan prasarana umum;
diperbolehlean dengan syarat pemasangan papan reklame, papan
penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pengamanan;

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan / pembangunan Ruang
Terbuka Hijau;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan parnwisata dan olahraga;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan Pertanian;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;

tidak diperbolehkan untuk kegiatan permubdman;

tidak diperbelehkan untuk kegiatan Industri;

tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan;

tidak diperbolehkan untuk peternakan;

tidak diperbolehkan untuk menanam tanaman selain rumput, mendirikan
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bangunan, dan mengurangi dimensi tanggul pada sempadan sungai yang

terdapat tang?ul untuk kepentingan pengendali banjir dan perlindungan

badan tan ! )

tidak diperbolehkan untuk kegiatan yang mengancam kerusakan dan

menurunkan kualitas sungai; dan

ketentuan lain yang dibutuhkan, meliputi:

1. Garis Sempadan Sungai bertanggul di dalam Kawasan Ferkotaan
adalah 3 (tiga) meter di luar sc&mjmm kaki tanggul;

2. QGaris Sempa Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan
yvang berkedalaman kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) meter
a minimal 10 (sepuluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung
gUnNgal;

3. Ga.t'limﬂﬂmmdan Sungai tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan
yang berkedalaman lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 20 (dua puluh)
meter adalah minimal 15 (lima belas) meter dari tepi kiri dan kanan
palung sungai;

4, Gans padan Eungg:j tidak bertanggul di dalam Kawasan Perkotaan
ang berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter adalah minimal 30
tiga puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai,

5. Gars Sempadan Sungai b:nangﬁuii luar Kawasan Perkotaan adalah

5 (lima) meter di luar atpanﬁang i tanggul,

6, Garis Sempadan Sungai kecil tidak bertanggul di luar Kawasan
Perkotaan adalah 50 (lima E:;ﬂuhl meter; dan

7. Gans Sempadan Sunga sar tdak bertanggul di luar Kawasan
Perkotaan adalah 100 (seratus) meter.

Ketentuan khusus Kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk

geh

b.
C.

e

ot e e

?a.lmanﬂ dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ mehputi:

perbolehkan kegiatan yang mampu melindung atau memperkuat

periindun Kawasan sempadan waduk;

diperboleh dengan syarat untuk sarana dan prasarana umum,

diperbolehkan dengan syarat untuk pengembangan / pembangunan Ruang

Terbuka Hijau;

diperbolehkan dengan syaral untuk Kegiatan penelitan dan
bangan ilmu pengetahuan serta aktivitas budayva dan keagamaan;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan ﬁ.riwisata dan olahraga;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegatan Pertanmian;

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan perikanan;

di lehkan dengan syarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan;

ti diperbolehkan untuk kegiatan ukiman;

tidak diperbolehkan untuk kegiatan Industri;

tidak diperbolehkan untuk kegiatan Pertambangan;

tidak diperbolehkan untuk kegiatan peternakan;

. bdak diperbolehkan untuk kegiatan yang dapat mengubah letak tepi

waduk, membuang limbah, menggembala ternak, dan mengubah aliran
air masuk atau keluar; dan

ketentuan lain yang dibutuhkan melputi Garis Sempadan waduk
ditentukan mengelilingi waduk paling sedikit berjarak 50 (lima puhuh)
meter dan tepi badan waduk.

Ketentuan khusus Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurul d, meliputi:

a.
b.
e

diperbolehkan kegiatan penghijauan Kawasan;

diperbolehkan dengan syaral pengembangan sarana dan prasarana;
diperbolchkan dengan syarat permukiman yang sudah ada saat Peraturan
Daerah ini ditetap dan memiliki bukt kepemilikan tanah yvang sah
menurut ketentuan peraturan perundang-undangan,

diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan budi daya tidak terbangun
yang memiliki kemampuan Unggl dalam menahan limpasan air hujan;




1)

(1)

(2}

diperbolehkan dengan syarat pengembangan Ruang Terbuka Hijau;
diperbolehkan dengan syarat untuk kegiatan panwisata;

tidak diperbolehkan kegiatan budi dava Industri;

tidak diperbolehkan kegiatan budi daya Pertambangan; dan

ketentuan lain yang dibutuhkan adalah sempadan mata air paling sedikit
berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air.

= rE e

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan sempadan digambarkan
dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XVIll yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Ketentuan khusus Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

scbagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf f, meliputi:

a. diperbolechkan pengembangan Ruang Terbuka Hijau;

b. d:pr_-rhnluh]:an dengan syarat untuk kegiatan, meliputi:

Pertambangan,
2_ Pertanian;
3. peternakan;
4, kehutanan;
5. perikanan;
6. permukiman;
7. pariwisata; dan
8. Industri sesuai ketentuan berlaku.

c. diperbolehkan dengan syarat untuk sarana prasarana;

d. diperbolchkan dengan syarat alih fungsi lahan pertanian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e, ketentuan lam yang dibutuhkan, pelaksanaan kegiatan budi daya di
Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara dilakukan dengan
mrmpemmtﬂ.ngkan

Kawasan permuliman seldtar yang telah terbangun;

bukan merupakan KP2B,

kegiatan pertambangan yang berlokasi di Cekungan Air Tanah agar

dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

pelestarian Kawasan bentang alam karst vang penetapannya sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

peningkatan fungsi Kawasan;

dampak ingkungan,

tidak meningkatkan risiko atau terjadinya bencana alam;

sebelum melakukan kegiatan Pertambangan, wajib memperoleh izin

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

pelalku kegiatan Pertambanpan wajib melakukan penangpulangan

dan pemulihan lingkungan hidup apabila termadi pencemaran

dan/atau perusakan lingkungan hidup;

10. pelaku kegiatan Pertambangan wajib melakukan kegiatan reklamasi
pascatambang sesua: dengan ketentuan umum zonasi Kawasan Pola
Ruangnya; dan

11. ketentuan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-
undangan.

g

Y

w Noo

Ketentuan khusus rencana Pola Ruang Kawasan Pertambangan Mineral dan
Batubara digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX vang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daergh ini.




Bagian Ketiga
Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 90

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
28 ayat (1) huruf b dilakukan melalua:

a
b.

(1)

(2}

[

(4

[5)

(&)

(1)

penilaian pelaksanaan KKPR; dan
penilaian perwujudan RTR.

Paragrafl 2
Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 91

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 hurufl a
dilaksanakan untuk memastikan:

g. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan

b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayvat (2)
huruf a dilakukan pada perode:

a. seclama pembangunan; dan

b. pasca pembangunan.

Hasil penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan dalam KKPR sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tekstual dan spasial.

Apabila dalam periode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKFR selama
pembangunan sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a, ditemukan
ketidaksesuaian dalam pemenuhan ketentuan KKPR dan/atau tidak
dilaksanakan, maka dilakukan penvesuaan.

Apabila dalam perniode penilaian kepatuhan pelaksanaan KKPR pasca
pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayvat (2] huruf b, ditemukan
ketidaksesualian hasil pembangunan dengan ketentuan HKFH maka
dilakukan pengenaan sanksi.

Pemenuhan prosedur perolehan KKPR sebagaimana dimaksud pada avat (1)

hurul b dilakukan  untuk  memastikan  kepatuhan  pelaku

pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR,

dengan ketentuan:

a. apalla KKPR dierbitkan tidak melalui prosedur vang benar, maka KKPR
batal demi hukum; dan

b. apabila KKPR tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka KKPR dibatalkan
dan dapat dimintakan ganti kerugian vang lavak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragral 3
Penilaian Perwujudan RTR Kabupaten

Pasal 92
Penilaian perwujudan RTR Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 90

huruf b terdiri atas:
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
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b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi
dan kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan

penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan
Sistem Jaringan Prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

Penilaian perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilakukan terhadap kesesuaian program, kesesuaian lokasi dan
kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan
penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan
berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola
Ruang.

Penilaian Perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada avat (1) dilakukan
secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu] kal dalam 5 (ima) tahun
dan dilaksanakan 1 (satu] tahun sebelum Peninjauan Kembali RTR.

Hasil penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4],
berupa:

a. muatan terwujud;

b. belum terwujud; dan

c. pclaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian perwujudan RTR
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bapgian Keempat
Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Paragraf 1
Ketentuan Insenuf

Pasal 93

Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf ¢
merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, membenkan daya
tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan
Ruang yang memiliki nilai tambah pada =zona yang perlu didorong
pengembangannya.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dapal berbentuk:
a. insentif fiskal; dan/atau
b. insentif nonfiskal.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak;

b, retribusi; dan/atau

¢, penecrimaan negara bukan pajak.

Insentif non fiskal scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa:
pemberian kompensasi;

subsidi;

imbalan;

sewa Ruang:

urun sanam;

fasilitasi Persetujuan KKPR;

Sean g
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g. penyvediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh:

a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daecrah;

b. Pemenntah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya: dan

¢. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sebagaimana
dimaksud pada ayat {5) huruf a dapat berupa:

s bsids;

penyediaan prasarana dan sarana di daerah;

pemberian kompensasi;

penghargaan; dan/atau

publikasi atau promosi daerah.

pan o

Insentf dari Pemerintah Daersh kepada Pemerintah Daerah lainnya,
scbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dapat berupa:

a. pemberian kompensasi,

b, pemberian penyediaan prasarana dan sarana;

c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.

Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Masyarakat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;

b, subsidi;

¢, pemberian kompensasi,

d. imbalan;

€. sewa Ruang,

. wurun saham;

g. fasilitasi Persetujuan KKPR;

h. penyediaan prasarana dan sarana;

i. penghargaan; dan/atau

i. publikasi atau promos.

Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi
kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
vang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menten.

Pemberian insentil sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7), ayat (8],
dan ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Paragraf 2

Ketentuan Disinsentif
Pasal ¥4

Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf ¢
merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan
terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang vang sejalan dengan RTR dalam hal
berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Disinsentif dapat berbentuk:
a. disinsentif fiskal; dan
b. disinsentif nonhskal.
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Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2] hurufl a dapat berupa
pengenaan pajak yang tinggi dan /atau retribusi yang tinggi.

isinsentl non liskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruil b dapat
berupa:

a. kewnjiban memberi kompensasi atau imbalan;

b. pembatasan penyvediaan prasarana dan sarana; dan/atau

¢. pemberian status tertentu.

Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan cleh:
a, Pemerintah Pusat kepada Pemerintaly Daerah;

b. Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daecrah lainnya; dan

€. Pemernntah Pusatl dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.

Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

a. pembatazan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau

b. pemberian status tertent.

Disinsentiil dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya
sebagaimana dimaksud pada avat (5) hurul b dapat berupa pembatasan
penvediaan prasarana dan sarana.

Disinsentil dar Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada
Masyvarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ dapat berupa:

a, pengenaan pajak dan/atau retribusi vang tinggi;

b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau

c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana,

Dalam hal terdapat perkembangan teknologi atau untuk mengakomodasi
kearifan lokal, jenis insentif dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Menteri.

Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud avat (6], ayat (7). ayat (8), dan
ayat (9) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 95

Mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut mengenal tala cara pemberian insentif dan disinsenuf
ditctapkan dengan Peraturan Bupati.

Baman Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 96

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huraf d
dilakukan melalui sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimans dimaksud pada ayat (1} dikenaloan kepada:

8. setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang
mengakibatkan perubahan fungsi ruang;

b. orang vang tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR;
dan

¢. setiap orang vang menghalanpgl akses terhadap Kawasan vang oleh
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ketentuan peraturan perundang-undangan dinvatakan sebagai milik
umum.

Arahan sanksi admimstratf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
berdasarkan:

a. hasil penilaian pelaksanaan ketentuan KKPR;

b. hasil Pengawasan Penataan Ruang;

c. hasil audit Tata Ruang, dan/atau

d. pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
peringatan tertulis;

denda admimstranf;

penghentian sementara kegiatan;

penghentian sementara pelayanan umum;

penutupan lokasi;

pencabutan KKPR; dan

pembatalan KKPR,

® oo an g

Arahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan tanda pembentahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat disertai
dengan upaya paksa oleh Pemerintah Kabupaten.

Arahan sanksi administratif dapat dilakukan Perangkat Daerah sesuai
dengan kewenangannya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif
dilaksanakan sesuai ketentuan vang berlaku dan/atau ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.

BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Pasal 97

Dalam Penataan Ruang, setiap Orang berhak untuk:

a
b.
A

d.

mengetahui RTR;

menikmat pertambahan nilal Ruang sebaga: akibat Penataan Ruang;
memperoleh pengpantian yang lavak atas kerugian vang timbul akibat
pelaksanaan kegiatan pembangunan vang sesual dengan RTR;

mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan vang
tidak sesuail dengan RTR di Wilayahnya;

mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang
dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada
pejabat berwenang; dan

mengajukan gugatan gant kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan/atau kepada pelaksana kegiatan
Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan vang tidak sesuai dengan
ETR menimbulkan kerugian.

Pasal 98

Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap Orang wajib:

a,

b.
c.

menaati RTR vang telah ditetapkan;
memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR;
mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persvaratan KKPR; dan
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memberikan akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinvatakan sebaga: milik umum.

Pasal 99

Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemenntah Kabupaten
dengan melibatkan Peran Masvarakat.

Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan, melalu::

a. partisipasi dalam penyvusunan RTR;

b. partisipasi dalam Pemanfaatan Ruang;

¢. partisipasi dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan

d. partisipasi dalam Pengawasan Penataan Ruang,

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Peran Masyarakat
dalam Penataan Ruang sebagammana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
Peraturan Bupati.

BAB X
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG
Pasal 100

Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif, dapat
dibentuk Forum Penataan Ruang.

Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk
memberikan masukan dan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan
Ruang.

Struktur organisasi, tugas, dan kewenangan Forum Penataan Ruang di
Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Bupati sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PENGAWASAN PENATAAN RUANG
Pasal 101

Pengawasan Penataan Ruang diselenggarakan untuk:
4. menjamin tercapainya tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang,
b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang Penataan Ruang; dan

¢. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang,

Pengawasan Penataan Ruang dilakukan terhadap kinerja:

a. pengaturan Penataan Ruang, pembinaan Penataan Ruang, dan
Pelaksanaan Penataan Ruang,

b. fungst dan manfaat Penvelenggaraan Penataan Ruang; dan

¢. pemenuhan standar pelavanan bidang Penataan Ruang dan standar
teknis Penataan Ruang Kawasan.
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Pasal 102

Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 avat
(1), terdin atas kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Pemantauan sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan kegiatan
pengamatan terhadap Penvelenggaraan Penataan Ruang secara langsung,
tidak langsung, dan/atau berdasarkan informasi dari Masyarakat.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan penilaian
terhadap ungkat pencapaian Penyelenggaraan Penataan Ruang secara
terukur dan objektif,

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada avat (1) merupakan kegiatan
penyampalan hasil evaluasi.

Pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara berkala setiap 2 (dua) tahun sejak RTR ditetapkan.

Pasal 103

Dalam melaksanakan Pengawasan Penataan Ruang, Bupati dapat
membentuk inspektur pembangunan.

Inspekiur pembangunan sebagaimana dimaksud pada avat (1), terdiri atas
aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara.

Dalam melaksanakan tugasnva, inspektur pembangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri
sipil.

BAE XI1

PENYELESAIAN SENGKETA
Pasal 104

Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku
kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.

Penvelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada avat (1)
diupavakan berdasarkan prinsip musyvawarah untuk mufakat.

Dalam hal penyelesalan sengketa sebagaamana dimaksud pada avat (2) tidak
diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian
sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,
Dalam hal sengketa Penataan Ruang terjadi akibat adanya perbedaan
kebijakan pengaturan antartingkatan pemerintah, para Pemangku
Eepentingan dapat mengajukan fasilitasi penvelesaian kepada Forum
Penataan Ruang,

BARB X1

KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 105

Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negern
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sipil tertentu di lingkungan instansi pemenntah vang hngkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus
sebagal penyidik untuk membantu pejabat penvidik kepolisian negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Pelaksanaan penyvidikan oleh penyviudik pegawa: negen sipil Penataan Ruang
untuk indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memenuhi unsur
pidana Penataan Ruang.

Penvidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada avat (1)

berwenang:

a. melakukan pemerikszan atas kebenaran laporan atau keterangan yang
berkenaan dengan tindak pidana dalam hidang Penataan Ruang;

b. melakukan pemenksaan terhadap Orang vang diduga melakukan undalk
pidana dalam bidang Penataan Ruang;

c. meminia keterangan dan bahan bukti dari OUrang sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang;

d. melakukan pemenksaan atas dokumen vang berkenaan dengan tindak
pidana dalam bidang Penataan Ruang;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu vang diduga terdapat bahan
bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti
dalam perkara tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang; dan

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dalam bidang Penataan Ruang.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penvidikan kepada pejabat penyidik Polisi
Negara Republik [ndonesia.

Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
memeriukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penvidik Pegawai Negeri
Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada avat (1)

menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat
Penvidik Polisi Negara Republik Indonesia,

Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses
penyidikan dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 106

Setiap Orang yvang tidak mematuhi ketentuan vang ditetapkan dalam persyaratan
KKFR sebagaimana dimaksud pada Pasal 98 hurul ¢ yvang mengakibatkan
perubahan fungsi Ruang, dipidana sesua dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait dengan Penataan Ruang.
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BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 107

Untuk operasionalisasi RTRW Kabupaten, disusun RDTR vang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan KKPR dan atau
menertibkan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persetujuan Menteri yang
menyvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.

Dalam hal penataan lahan, normalisasi saluran /sungai, dan kegiatan lainnya
dalam suatu Kawasan yang berimplikasi pada penjualan dan pengangkutan
material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pada kawasan yang teridentifikasi keterdapatan minyak dan gas bumi, maka
wilayah kerja eksplorasi dan eksploitasi dapat berada di Kawasan lindung
maupun Kawasan budidaya disertai dengan kajian lingkungan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,

Dalam hal terdapat permasalahan penataan ruang yang belum diatur dalam
Peraturan Daerah ini, Forum Penatsan Ruang dapat melakukan pembahasan
untuk mengambil keputusan,

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemanfaatan Ruang dan
Pengendalian Pemanfaatan Ruang, disusun ketentuan teknis pelaksanaan
RTRW Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dan menyediakan RTRW Kabupaten
vang telah ditetapkan dalam bentuk digital dan sesuasi standar yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat,

Penyediaan RTRW Kabupaten vang telah ditetapkan dalam bentuk digital
sebagaimana dimaksud pada ayat (5] dimaksudkan agar dapat diakses
dengan mudah oleh Masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai

kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanva dengan RTRW
Kabupaten.

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayatl (2)
dapat dilakukan lebih dari 1 {satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila
I.t.l]adl perubahan lingkungan strategis berupa:
bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
I::~. perubahan batas teritorial negara yvang ditetapkan dengan Undang-
Undang;
c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-
Undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 108

Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dilakukan 1 (satu] kali dalam setiap
periode 5 (lima) tahunan.




(2] Peninjauan kembali RTRW Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan apabila
terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

b. perubahan batas tleritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-
Undang;

¢. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-
Undang; dan

d. perubahan kebijakan nasional yvang bersifat strategis.

BAR XVI]
RETENTUAN PERALIHAN
Pasal 109

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan
yvang itclah ditctapkan berkaitan dengan Penataan Ruang, tetap berlaku
sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan
Daerah ini.

(2] Pada saat Peraturan Dacrah ini ditetapkan, semua Pemanfazatan Ruang vang
tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melahu kegiatan
penyesuaian Pemanfaatan Ruang,

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR vang telah dikeluarkan tetap berlaku
sesuai dengan masa berlakunya;

b. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang
atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Dacrah ini,
akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan

c. 1zn Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan
diperpanjang, ditindaklanjuti melalul mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Paszal 110

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang
Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 112)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2] Dokumen Rencana dan Album Peta dengan tingkat ketelitian skala minimal
1:50.000 Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten Rembang Tahun 2023
- 2043, tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini.

Pasal 111

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.



Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang |
pada tanggal 10 Oktober 2023
BUPATI REMBANG,
d
ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd
FAHRUDIN
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023 NOMOR 2

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH : (2 - 224/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

s MR
NIP. 19791206 200604 1 006




PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR < TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-204.3

[. UMUM

Kegiatan penataan ruang merupakan proses dinamis dalam rangka
mewujudkan tujuan rencana tata ruang Proses dinamis ini mengandung
pengertian bahwa dalam proses mewujudkan tujuan rencana tata ruang terdapat
faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja rencana tata ruang, schingga tujuan
yang ditetapkan belum tentu sesuai atau dopat tercapai melalui kebijakon dan
stratcgl yang ditctapkan, akibat adanya pcerkembangan lingkungan stratcgis dan
dinamika internal.

Kondisi lingkungan strategis merupakan penstlwa atau kondisi vang terjadi
yang dapat mempengaruhi proses pencapaian tujuan penataan ruang. Dimnamikca
internal/dinamika pembangunan adalah segala hal yang berkaitan dengan
perkembangan paradigma pemikiran, kebijakan, perkembangan teknologi,
penemuan sumberdava alam, perubahan perilakn sosial dan ekonomi vang
mempengarihi kinerja rencana tata rusng, sehingga rencana tata raang periu
direvisi,

Dalam penyusunan Rencana Tata Ruang dilakukan pengkajian aspek-
aspek sumberdaya alam, sumber daya manusia dan sumber days busian,
perumusan konsepsi dan strategi yvang didasarkan pada asumsi tertentu dan
faktor dinamika sosial ekonomi vang bersifat internal maupun eksternal terhadap
wilayah. Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dilatarbelakangi oleh
berbagai aspek kehidupan, seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/
perluasan jaringan komunikasi dan transportasi serta sebab-sebab lainnya.

Faktor-faktor terscbut di atas akan membawa perubahan terhadap bentuk
keruangan di wilayah yang bersangkutan, baik secara fistk maupun non-fisik
dikarenakan adanya kegiatan manusia di dalamnya. Perubahan tersebut apabila
tidak ditata dengan baik akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah
dan penurunan Kualitas ruang.

Revisi RTRW Kabupaten telah mendesak untuk dilakukan, oleh karena
secara eksternal, telah terjadi perubshan kebijakan nasional, provinsi, dan
kabupaten yang tertuang di dalam bentuk peratiran perundangan-undangan
danfatan program pembangunan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah, dan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Secara internal, revisi diperlukan agar RTRW Kabupaten dapat berfungsi
sebhapai:

a. matra keruangan dan pembangunan daerah;
b. dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayvah;
c. alat untuk mewujudkan keseimbangan perkembangan antar kawasan serta
keserasian antar sektor;
d. alat untuk mengalokasikan investasi yvang dilakukan pemerintah, masyarakat
dan swasta;
pedoman untuk penyusunan kawasan strategizs Kabupaten:
dasar pengendalian pemanfaatan ruang.
Schubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang
Tahun 2019-2039

=




1. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Luas wilayvah Kabupaten Rembang menyesuaikan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran

Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021,

Ayat (2

Cukup jolas

Avyat (3)

Batas administrasi Daerah berdasarkan:

s Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2007 tentang Batas
Daerah Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten
Tuban Provinsi Jawa Timur;

* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2012 tentang Batas
Dacrah Kabupaten Pati dengan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa
Tengah;

= Peraturan Menteri Dalam Negernn Nomor 10 Tahun 2013 tentang Batas
Derah Kabupaten Rembang dengan Kabupaten Blora Provins: Jawa
Tengah.

Avat (4)

Lingkup wilayah Kabupaten Rembang menvesuaikan Keputusan Menter

Dalam Negeri Nomor 050-145 Tshun 2022 tentang Pemberian dan

Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau

Tahun 2021.

Ayal (2]

Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai pusat perckonomian
regional Jawa Tengah bagian timur yang produbtif lestari dan berdaya saing
dengan sektor yvang menjadi unggulan wilayah Rembang adalah sektor
pertanian, perikanan, industri, pariwisata, dan perdagangan jasa.
Yang dimaksud dengan ®produktif” yaitu efisiensi produksi dan distribusi pada
sckior unggulan di Kabupaten Hembang untuk membenkan nilai tambah
ekonomi guna meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja tingg bagi
masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat, serta dapat menarnk
investor.
Yang dimaksud dengan “lestari®™ yaitu kegiatan pembangunan dengan
mempertahankan fungsi lindung, berbasis pada pelestarian alam dan ramah
lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
Yang dimaksud dengan "berdaya saing yaitu kemampuan wilayah untuk
berkompetisi dengan wilayah lain (khususnya pada sektor unggulan).

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal &
Ayat (1)




Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (6)
Cukup jelas
Avat (7)
Cukup jelas
Avat (8)
Cukup jelas
Avat 1Y)
Cukup jelas
Avat (10)
Cukup jelas
Avat [11)
Cukup jelas
Avat (12)
Cukup jelas

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayal (2]
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (5]
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas




Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Rencana sistem jaringan transportasi yang tergambar dalam peta masih
bersifat indikatif. Penentuan presiai rencana prasarana dan sarana
ditentukan dalam rencana tata ruang yang lebih rinci atau melalui
pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jclas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayar (o)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Avat (8)
Cukup jelas
Avat (9)
Hurufa
Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe D merupakan Terminal
vang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan
antarkota dalam provinsi.
Hurul b
Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe C merupakan Terminal
vang fungsi utamanya melayani kendaraan umum untuk angkutan
perkotaan atan perdesaan
Avat (10)
Kewenangan pengelolaan terminal mengikuti peraturan perundangan yvang
berlaku.
Ayat (11)
Kewenangan pengelolaan terminal mengikut peraturan perundangan vang
berlaku.
Avat (12
Kewenangan pengelolaan Jembatan Timbang mengikuti peraturan
perundangan yvang berlaku.
Ayat (13)
Culkup jeclas
Avat [14)
Cukup jclas

HPagal 14
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)




Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Avat (3)
Tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.

Ayat (6)
Tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang:

Ayat (T}
Tempat perhentian kereta api vang memiliki fasilitas untuk bersilang,
menyusul kereta api dan/ atau langsir, dan dapat berfungsi untuk naik/ turun
penumpang dan/ atau bongkar muat barang.

Pasal 15
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Culup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Terminal khusus dapat diajukan untuk masuk DLkr/DLkp.
Ayat [5)
Cukup jelas
Avat (5]
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Avat (8)

Cukup jelas

Pasal 16

Avat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Rencana sistem jaringan energi yang tergambar dalam peta rencana struktur
ruang masih bersifat indikatif. Penentuan presisi rencena prasarana dan
sarana ditentukan dalam rencana tata ruang yvang lebih rinci atau melalui
pertimbangan dan/atau kajian teknis.

Pasal 17/

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Avat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas




Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Ayat (3)
Hurufa
Cukup jelas
Huruf b
Culkup jelas
Hurul ¢
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukip jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Hurui b
Cukup jelas
Ayat (6]
Cukup jelas
Avat (V)
Cukup jelas
Avat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 19
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Perizinan Menara baru melihat pertimbangan jarak dengan Menara eksisting
vang ada di sekitarnya, dan sesuai perundang-perundangan
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 20
Ayal (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas

Fasal 21
Ayat (1)

« Janngan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi vang terdiri dari
bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya,
bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan
pelengkapnya.

» Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari
saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-
sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.




Ayat (2)

Jaringan irigasi primer baru dapat dibangun pada bangunan induk irigasi
lain ([embung/ waduk) di seluruh kecamatan

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (1)

DI kewenangan kabupaten sesuai dengan SK Bupati Rembang Nomaor 050/
1383/ 2019 tanggal 23 Mei 2019 tentang Penetapan Daerah Irigasi
Kewenangan Kabupaten Rembang.

Pengembangan jaringan irigasi dapat berlokasi di dalam Kawasan Pertanian
Pangan Berkelanjutan vang ditetapkan, namun belum terakomeodir oleh
Daerah Irigasi.

Ayal (3)

Bangunan pengendali banjir vaitu bangunan yvang dapat memperlambat
wakiu tiba banjir dan menurunkan besarnya dehit banjir.

Avat (B)

Cukup jelas

Pasal 22
Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayal (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Sumber air baku lainnya vang dapat berupa air sungai dan air laut.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24
Ayat (1)

Selain sistem pengelolaan air limbah non domestik, penyvelenggaraan
pengelolaan air limbah domestik di Daerah dapat dilakukan sesuai
ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Ayat (2

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud dengan Bahan Berbahava dan Beracun yvang selanjutnya
disingkat B3 adalah zat. energi, dan/atau komponen lain vang karena sifat,
konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak
langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,
dan/atau membahayakan lingkungan hidup, keschatan, scrta kelangsungan
hidup manusia dan makhluk hidup lain.

Sistem pengelolaan limbah B3 vang dimaksud adalah unit pengumpulan
limbah B3.

Penvimpanan limbah B3 dapat berlokasi di kawasan industri, perdagangan
dan jasa, kesehatan, dan sebagainya yang merupakan kewajiban masing-
masing pelaku usaha.




* Ketentuan perizinan penyimpanan, pengumpulan, dan pengolahan limbah
B3 sesuai ketentuan perundang-undangan yvang berlaku.

Pasal 26

Ayat (1)
Culmup jelns

Ayat (2)
Pengelolaan sampah di lokasi TPA dilakukan sekurang-kurangnyva melalui
pendekatan controlled landfill.
Yang dimaksud dengan Controlled Landfill atau metode lahan urug terkendal
adalah metode di areal pengurugan sampah dengan cara dipadatkan dan
ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap tujuh hari.
Metnde mi merupakan metnde vang bersifat antara, seheliim mamnon
menerapkan metode lahan urug saniter {sanitary landfill).

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan
pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang,
pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Ayat (4)
Cultup jelos

Pasal 27

Ayat (1)

LCukup jelas
Ayat (2]

Cukup jelas
Avar (3)

Cukup jelas
Ayat (4)

Cukup jelas
Ayal (3]

Cukup jelas
Ayat (6]

Cukup jelas
Avat (V)

Cukup jelas

Pasgal D8
Avat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jeias

Ayat (3)
Cukup jclas

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas

-
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Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas




Pasal 32
Penetapan Iuas hutan lindung berdasarkan pada Keputusan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kchutanan MNomor SK 6605/ MENLHEK-PKTL/
KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tenmtang Peta Perkembangan
Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020,

Pasal 33
Kawasan perlindungan setempat dalam hal ini adalah sempadan pantai yang
berfungsi untuk perlindungan dan tidak direncanakan untuk mewadahi
kegiatan budidaya tertentul.

Pasal 34
Avat (1)

Kawasan Suaka Alam (KSA) berupa Cagar Alam Gunung Butak dan Kawasan

Pelestarian Alam (KPA) berupa Taman Wisata Alam Sumber Semen.

e Penetapan Gunung Butak sebagai cagar alam berdasarkan Keputusan
menen Lik Nomor Sk oo, MENLHR-FRIL, KUH/PLA.Z; 10,2021
tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan
Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan Tahun 2020,
diketahui Kawasan Konservasi CA Gunung Butak seluas +48 Ha.

* Penetapan Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kecamatan Sale
berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK 6605/ MENLHE-PKTL/
KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 tentang Peta
Perkembangan Pengulcthan Kewnsan IHuton Provinsi Jawa Tengah
sanipal dengan Tahun 2020, diketalui Rawasan Konscivasi TWA Sumber
Semen seluas 19 Ha.

Avat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Avat (4)

Cukup jelas

Baenl 35

Penetapan Kawasan Cagar Budaya lainnya sesual peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Fasal 40O
Cukup jelas

Pasal 37

Avat (1)
Penetapan luas hutan produksi berdasarkan pada Keputusan Menteri LHK
Nomor SK 6605/ MENLHK-PKTL/ KUH/PLA.2/10/2021 tanggal 27 Oktober
L0421 leniang Fela Perkembangan Pengukuban Rawasan Hutan Provinsi Jawa
Tengah sampa dengan Tahun 2020,

Ayat (2)
Hutan produksi terbatas yaitu kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas
lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan
dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua
puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan
Hutan Lindurng, hotan susles alom, hoten pelestarian glarme, dan Tamen Buru,

Ayat [3)

Hutan produksi tetap yaitu kawasan hutan dengan fakior-faktor kelas lereng,
jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan




angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh
lima) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian
alam, dan Taman Buru.

Pasal 38
Avat (1)
Huruf a
Komoditas kawasan tanaman pangan vaitu padi, jagung, ubi kayu,
kedelai, kacang tanah, serta kacang hijau dan ubi jalar, Kawasan ini dapat
berupa kawasan yang telsh eksie atan calon lokzasi barmy, dan lokasinya
dapat berupa hamparan atau sport partial {luasan terp-aahi namun
terhubung dengan aksesibilitas memadai
Huruf b
homoditas kawasan hortikultura yatu segala hal yang berkaitan dengan
buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya
jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan
ohat nahati_dan /fatan hahan estetika (ranaman hias) Kawasan ini dapat
herupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi bara, dan lokasinya
dapat berupa hamparan atau sport parfial (luasan terpisah) namun
terhubung dengan akscsibilitas memadai.
Hural ¢
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Ciulapjelas
Ayat (3)
Cukup jelas

FPaszal 44
Ayat (1)
« HKawasan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a merupakan kawasan vang mendulame kemiatan penangkapan ikan di
laut, Dilengkapi dengan sarana penunjang, seperti pelabuhan pendaratan
perikanan; kawasan pengangkutan; Tempat Pelelangan lkan (TPI), dan
sebagainya.
*  RAWASAN PEMKanan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nurut
b  merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama
untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya
manusia, dan kondisi linekungan serta kondisi sarana prasarana umum
yang ada.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayad (3]

Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Avat (1)
Cukup isias
Ayat (2]
Kawasan pertambangan mineral berupa kawasan peruntukan pertambangan
batuan, yang tergambar dalam peta Rencana Pola Ruang merupakan delineasi




kawasan yvang telah memiliki lzin Usaha Pertambangan berdasarkan data
penmnnn Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah
sampai dengan Desember 2020,

Ayat (3)
Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi dapat meliputi seluruh wilayah
kabupaten, berdasarkon kajian dan penelition terhadap potens: minyak dan
gas bumi.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
s Selain kawasan pariwisata yvang tersebut, termasuk kawasan pariwisata
lainnya yang sesuai peruntulan ruang.
+ Pengelolaan Kawasan parnwisata dapat dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten, Desa, maupun Yayasan, swasta,

Pasal 44
Ayal (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
CuKkup jelas

Pasal 45
Culouap jelas

Pasal 46
Avart (1)
Culranielns
Ayat (2]
Cukup jelas

Pasal g/
Cukup jelas

Paaal 4R

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jcias
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayal (4)

Cukup jelas
Ayat (5)

Cukup jelas
Ayt [6)

Cukup jelas
Ayal (7)

Cukup jelas
Ayat (&)

Culkup jelas
Ayat (9]

Cukup wlas




Ayvat (10)
Cukup jelas

Avat (11)
Cukup jelas

Posal 19

Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
| Cukup jelas
Ayat (3}
| Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52

Avat (1)

Cukup jclas
Avat (2)

Cukup jelas
Avat (3)

Cukup jelas
Avat (4)

Cukup jelas
Avar (5)

Cukup jelas
Avat (6)

Cukup jelas
AyaL |7}

Cukup jelas

Pasal 53
Culup jelas

Pasal 54
Ayat (1)

Cukup jelas
Hurui b
Cukup jelas
Huruf ¢
Nesa dan fatan kelurahan dapat melaksanakan pervujudan PPEK pada
urusan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah kabupaten maupun
kecamatan
Hurul d
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas




Ayat (5)

Huruf i
Yang dimaksud dengan terminal penumpang Tipe A merupakan Terminal
yang fungsi utamanya melavani kendaraan umum untuk angkutan lintas
batas negara dan/atau angkutan antarkoia antarprovinsi.

Ayat (5]
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (H)
Cukup jelas
Ayat (9)
Culap ielas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Cukup jelas
Avat (12)
Cukup jelas
Avat (13)
Cukup jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (16)
Cukup jelas
Ayat (L)
Cukup jelas
Avat (18)
Culoan elas
Ayat (19)
Cukup jelas

Fasal oo

Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayat (1)

Cukup jelas
Ayat (3)

Cukup jelas
Ayatl (0]

Cukup jelas
Ayat (7]

Culonn ielas
Ayat (8)

Cukup jclas
Ayat (9)

Cukup jeias

Ayat (10)
Cukup jelas




Ayat (11)
Cukup jelas
Avat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Culasp jelas
Ayat (14)
Cukup jelas
Ayat (15)
Cukup jelas
Avat (16)
Cukup jelas
Avat (17)
Cukup jelas

Pasal 56
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3]
Cukup jclas

Pasal 57

Avat (1)

Cukup jelas
Avat (2)

Cukup jclas
Ayat (2

Cukup jelas
Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 58
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Culaup jelas

Paanl 50

Avat (1)

Cukup jelas
Ayat (2)

Cukup jelas
Avat (3)

Cukup jelas
Avar (3)

Cukup jelas

Pasal 60
Avat (1)
Cukup jelas
Avyat (2)
Sarana dan prasarana yvang dikembangkan di PKL diarahkan mampu
melavani kegiatan skala Kabupaten dan/atau regional.



Ayat (3)
Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPK diarahkan mampu
melayani satu wilavah kecamatan atau beberapa kecamatan.

Ayat [4)
Sarana dan prasarana yang dikembangkan di PPL diarahkan mampu
melayani beberapa desa.

Ayat (3]
Cukup jelas

Hasal &l
Cukup jelas

Pasal /A2
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Hurufl ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas,
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam
ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis vang
sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf g

Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Arteri, meliputi:

1) Maksimum 21 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan arteri pada
kawasan PKL, dengan tinggi bangunan maksimum disesuaikan 35
lantar

2) Maksimum 15 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan arteri
lainnya pada kawasan PKL dan PPK, dengan tinggi bangunan
maksimum 25 lantai.

Pengaturan GSB, meliputi:

1} Kawasan sekitar jaringan Jalan arteri primer dan sekunder paling
sedikit 20 meter dari as jalan.

Z) Khusus bangunan indusin dean pergudangan terhadap jalan aren
primer dan sekunder paling sedikit 40 meter dari as jalan,

Huruf h

Cukup jelas

Huruf1
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas




Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf {
Cukup jelas
Hurul g

Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas,

ikklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam

ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang
sesual peraturan yang berlaku.
Huraf h

Fengaturan LD di kawasan sekilar jaringan jaian kolekior, meliputi;

1) Maksimum 15 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan kolektor
pada kawasan PKL dan PPK, dengan tinggi bangunan maksimum 25
lantai.

2) Maksimum 9 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan kolektor
lainnya pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan
maksimum 15 lantai;

Penpaturan G3B di kawasan sekitar jaringan jalan, meliputi:

1} Jalan kolektor primer paling sedikit 15 meter dari as jalan dan dan jalan
kolektor sekunder paling sedikit 10,5 meter dari as jalan;

2) Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan kolektor
primer dan sekunder paling sedikit 30 meter dari as jalan; dan

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Avat (5)
Huruf a
Culkup jelas

Hurufl b
Cukup jelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
nperbolehkan dengan svarat meliput bangunan dan janngan utilitas,
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam
ruang milik jalan; mﬁngtkuu ketentuan umum dan ketentuan tcknis yang
sestial peraturan yang berlaku,
Huruf g
Pengaturan KLB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal Primer, meliputi
1) Maksimum 3 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer
lainnya, dengan tnggi bangunan maksimum 5 lantai; dan
4] Maksimum Y untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer
pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan maksimum 15
lantai.




Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan Lokal primer, meliputi:
1} Jalan lokal primer paling sedikit 10 meter dari as jalan;
2] Khusus bangunan industri dan pergudangan terhadap jalan lokal
primer dan sekunder paling sedikit 20 meter dari as jalan.
Huruf h
Culkup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Culkup jelas

Avat (6)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Humif ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf {
Miperholehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas,
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam
ruang mihk jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang
sesual peraturan yang berlaku.
Hurui g
Pengaturan KLB di kawasan sckitar jaringan jalan Lokal Sekunder, meliputi
1) Maksimum 3 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer
lainnya, dengan tinggi bangunan maksimum 5 lantai; dan
2] Maksimum 9 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan lokal primer
pada kawasan PPK dan PPL, dengan tinggi bangunan maksimum 15
lantai.
Pengaturan GSB di kawasan sckitar jaringan jalan Lokal primer, meliputi:
1} Jalan lokal sekunder paling sedikit 7 meter dari as jalan;
2] Khusus bangunan industri dan perpudangan sekunder paling sedikit 20
meter dari as jalan.
Hurut h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayal (7)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huraf ¢
Cukup jelas

Hurf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas




Huruf [
Pengaturan KLB di kawasan selditar ]anngan jalan Lingkungan, vaitu
maksimum 1,2 untuk bangunan di sepanjang sisi ruang jalan, dengan tinggi
bangunan maksimum 2 lantai.
Pengaturan GSB di kawasan sekitar jaringan jalan Lingkungan, yaitu paling
sedikit 7 meter dari as jalan

Hurul g
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan ufilitas,
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam
ruang milik jalan, mengikut ketentuan umum dan ketentuan tekms yang
sesuai peraturan yang berlaku.

Huruf h
Culkup jelas

Huruf 1
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jeias

Huruf k
Cukup jelas

Avat (8)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Diperbolehkan dengan syarat meliputh bangunan dan jaringan utilitas,
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam
ruang milik jalan; mengikut Ketentuan umum dan ketentuan teknis yang
sesual peraturan yang berlaku.

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Hurufl i
Culkup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jeias

Avat (9)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis vang sesual peraturan
yang beriaku.

Huruf c
Diperbolehkan dengan syarat meliputi bangunan dan jaringan utilitas,
iklan, media informasi, bangun bangunan, dan bangunan gedung di dalam




ruang milik jalan; mengikuti ketentuan umum dan ketentuan teknis yang
sesual peraturan yvang berlaloa,
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruaf
Culup jelas

Ayat (1U)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruaf ¢
Cukup jelas

Huraf d
Culup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Hurat
Cukup jelas

Avat {11)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Ayat (12)
Hurufl a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Ayat (13)
Cukup jelas

Ayat (14)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Syarat pengembangan ruang terbuka hijau di tepi rel kereta api, sebagai
berikut:
* Pengembangan RTH di tepi rel kereta api harus mempertimbangkan
faktor keamanan, kenyamanan, dan estetika;
e Jenis tanaman yvang dipilih tidak menyebabkan kerusakan rel kereta

api dan fasilitasnya.




Huruf ¢
Syarat pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api,
sebagai berilout:

» Pengembangan jaringan prasarana dan utilitas di tepi rel kereta api
harus mempertimbangkan faktor keamanan, kenyamanan, dan
estetika;

Tidak menggangegu untuk konstruksi jalan rel;
Tidak mengganggu pandangan bebas masinis;
Tidak menempatkan barang yvang mudah terbakar atau meledak;
Tidak menvebabkan rerganggunva fungsi persinvalan:
Dalam proses pembangunan dan peningkatan jaringan rel kereta api
sudah harus mempertimbangkan ruang untuk penempatan jaringan
prasarana dan utilitas,
Huruf d
Batasan pemanfaatan ruang vang peka dampak lalu lintas kereta api,
sebagar benkut:

* Pemanfaatan terbatas vang dimaksud adalah pemanfaatan vang
bertujuan untuk mendukung lalu lintas/pergerakan kereta api;

e Pemanfaatan ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga vang menangani
kercta api.

Huruf e
Cukup jelas
Hurul
Cukup jelas
Hurufl g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf 1

a. KDB maksimum 10% untuk bangunan pendukung keselamatan dan
pemehharaan serta Stasiun Kereta Apil di sepanjang sisi ruang jahur
kereta api;

KLB maksimum 1,5 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai;
c. Pengaturan GS8B di kawasan sekitar jaringan jalur kereta api, meliputi:

* Pada jalur lurus minimal 11 meter dari as rel kereta api terluar:

* Pada jalur belokan minimal 23 meter diukur dari lengkung dalam
sampai as jalur. Dalam peralihan jalur lurus ke jalur lengung
diluar as jJalur harus ada jalur tanah yang bebas, yang secara
berangsur-angsur melebar dari jarak lebih dari 11 meter sampai
lebih dari 23 meter. Pelebaran tersebut dimulai dalam jarak 20
meter di muka lengkungan untuk selanjutnya menyempit lagi
sampal jarak lebih dari 11 meter;

* Pada jalur perlintasan sebidang antara rel kereta api dengan jalan
raya adalah 30 meter dari as jalur rel kereta api pada titik
perpotongan as jalur rel kercta apt dengan as jalan raya dan secara
berangsur-angsur menuju pada jarak lebih dan 11 meter dari as
jalur kereta api pada titik 600 meter dari titik perpotongan as jalur
kereta api dengan as jalan raya;

* Untuk sempadan yang lebih kecil harus mendapat persetujuan
dari otontas perkeretaapian,

&

Huruf j
Ketentunn teknis lainnya di kawasan sekitar jaringan jalur kereta api,
schagai beriloat:
= Ruang milik jalur kereta api terdiri atas jalan rel yang terletak pada
permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan di atas permukaan
tanah diukur dan batas paling luar sisi kin dan kanan serta baglan
bawah dan atas ruang manfaat jalur kereta api yang lebamya paling




sedikit © ([enam) meter dan digunakan untuk pengamanan konstruksi
jalan rel;

Ruang pengawasan jalur kereta api terdiri atas bidang tanah atau
bidang lain yang terletak pada permukaan tanah diukur dari batas
paling luar sisi kiri dan kanan ruang milik jalur kereta api, masing-
masing selebar 9 (sembilan) meter;

Dalam hal jalan rel yang terletak pada permukaan tanah berada di
jembatan yvang melintas sungai dengan bentang lebih besar dari 10
(sepuluh) meter, batas ruang pengawasan jalur kereta api masing-
masing sepanjang 50 (lima puluh) meter ke arah hilir dan hulu sungai.
Perpotongan dan/atau persinggungan sebidang maupun tidak
sebidang di atas atau di bawah jalur kereta api harus memenuhi
persyaratan.

Huruf k
Cukup jelas

Ayat (19)
Cukup jelas

Ayat (16)
Huruf a
Cukup jelas
Hurul b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (17)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Avat (18)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (19)
Cukup jelas

Ayat (20)
Huruf a
Cukup jelas

Hurul b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas




Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
s KDH minimum 10% dari luas Wilayah pelabuhan;
= KDB maksimum 60% dari luas Wilavah pelabuhan;
» KLB maksimum 1,2 dengan tingei bangunan maksimum 2 lantai;
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (21)
Huruf a
Cukup jelas
Hurufl b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf §
Cukup jelas
Huruf g
# KDH minimum 10% darn lhuas Wilayah pelabuhan;
» KDB maksimum 60% dari luas Wilayah pelabuhan;
e ELB maksimum 1,2 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai;
Huruf h
Cukup jelas
Huruf 1
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (22)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurufl d
Cukup jelas
Huruf &
Cukup jelas
Huruf f
Culkup jelas

Huruf g
Cukup jelas




Huruf h
Culup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Avat (23)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Avat (24)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Hurf {
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Ayat (25)

Huruf a

Cukup jelas
Huruf b

Cukup jelas
Huruf ¢

Cukup jelas
Huruf d

Cukup jelas
Huruf e

Cukup jelas
Huruf {

Cukup jelas
Huruf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas
Huruf j

Cukup jelas




Avat (26)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Hurufl f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Hurufl h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jclas

Pasal 63
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jclas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Avat (5)
Cukup jelas
Ayat (6]
Cukup jelas
Ayat (7]
Cukup jelas
Ayat (8)
=  Pengaturan GSB di sekitar kawasan pembangkit istrik minimum 20 meter
dari pagar pengaman pembangkit listrik.
» Pengaturan KLB di kawasan pembangkit tenaga lisirik maksimum 20
dengan tinggi bangunan maksimum 40 lantai.
Ayat (9]
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas
Ayat (11)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
= Pengaturan GSB di kawasan sekitar infrastruktur ketenagalistrikan,
yaitu bangunan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik (SUTT)
minimum 4 meter dari Hang/ menara.




o Pengaturan KLB di kawasan sekitar sempadan jaringan transmisi
maksimum 1 dengan tinggi bangunan maksimum 2 lantai dan/atan
tidak termasuk ke dalam jarak bebas minimum vertikal 5 meter dari
konduktor pada SUTT.

Huruf e

Cukup jelas

Avat (12)
Cukup jelas
Ayat (13)
Cukup jelas
Avat (14)
Cukup jelas
Avat (15)
Hurufl a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e

= Pengaturan GSB di sekitar kawasan gardu induk minimum 20 meter
dan pagar pengaman gardu induk.

» Pengaturan KLB di kawasan pembangkit tenaga listrik dan gardu induk
maksimum 20 dengan tinggi bangunan maksimum 40 lantai.

Pasal 64
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Syarat pengembangan sarana prasarana sistem jaringan telekomunikasi
sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Culkup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Pembangunan Menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk
menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor
vang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Menara, antara
lain:
» Tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk
penggunaan bersama,




Ketinggian Menara;
Struktur Menara:
Rangka struktur Menara;
Pondasi Menara; dan

« Hekuatan angin
Hurufl d

Culup jelas
Huruf e

Cukup jelas

Pasal 65
Avart (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Avat [5)
Cukup jelas
Avat [B)
Cukup jelas
Aval (7)
Cukup jelas

Pasal 66
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat 3
Cukup jelas
Avat (4)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Avat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Huruf a

Yang dimaksud limbah B3 meliputi:

o Limbah dengan karakteristik infeksius berupa darah atau produk darah
dan cairan tubuh [bdak termasuk urin, feses, dan muntah kecuali
terdapat darah);

Benda tajam;
Patologis;
Bahan kimia kedaluwarsa, tumpahan, atau sisa kemasan;
Radioaktif:
Farmasi;
Sitotoksik;
Peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat tinggi; dan
Tabung gas atau kontainer bertekanan.
Huruf b
Cukup jelas




Huruf ¢

Cukup jelas

Huruf d

Sarana prasarana minimum yang harus tersedia di kawasan pengelolaan
limbah B3, antara lain:
1] Wadah limbah B3 berwema serta sesuai simbol dan lshel ceenai
kelompok limbah B3;
2) Fasilitas penyimpanan limbah B3 meliputi:

Lantai kedap (impermeable), berlantai beton atau semen dengan
sistem drainase vang baik, serta mudah dibersihkan dan dilakukan
desinfeksi;

* Tersedia sumber air atau kran air untuk pembersihan;
* Mudah diaksecs untuk penyimpanan limbah;
¢« Dapat dikunci untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak

berkepentingan;

Mudah diakses oleh kendaraan yvang akan mengumpulkan atau
menganglkut limbah;

Terlindungi dari sinar matahari, hujan, angin kencang, banjir, dan
faktor lain yang berpolensi menimbulkan kecelakaan atau bencana
kerja;

+ Tidak dapat diakses oleh hewan, serangga, dan burung;
« Dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan

memadai;

« Berjarak jauh dari tempat penvimpanan atau penviapan makanan;
* Peralatan pembersihan, pakaian pelindung, dan wadah atau kantong

Huruf e

limbah harus diletakkan sedekat mungkin dengan lokasi fasilitas
peayimpanan, dan

Dinding, lantai, dan langit-langit fasilitas penyimpanan senantiasa
dalam keadaan bersih, termasuk pembersihan lantai setiap hari.

Cukup jelas

Ayat (8)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huraf ¢

Cukup jelas

Ayat (9)
Hurufl a

Cukup jelas

Hurufl b

Cukup jelas

Huruf ¢

Culeup jelas

Ayat (10)
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Syarat pengembangan ruang terbuka hijau (RTH] di kawasan sekitar TPA,
scbapgal berikut:

RTH sebagai sabuk hijau pada 0 - 100 meter dari batas terluar tapak,
berupa tanaman keras sesual ikhm dan kondisi setempat, dapat
dipadukan dengan tanaman perdu terutama tanaman yvang dapat




menyerap racun bukan sekadar deretan pohon, dan |bila
dimungkinkan mempunyai nilai ekonomi; dan
« Kerapatan pohon adalah minimum 5 m.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas

Avat (11)
Huruf a
Cukup jelas
Huraf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup |elas

Ayat (12)
Hurufl a

Cukup jelas
Huruf b

Culoup jelas

Ayat (13)
Huruf a
Cukup jelas
Hurut b
Pada saat terjadi bencana, jalur ini dapat ditutup dari lalu lintas umum.
Huruf c
Pembangunan fasilitas pendukung kegiatan pengunegsi bersifatl sementars
sampai dengan waktu pengungsian selesai.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Avat (14)
Huruf a
Cukup jclas
Huruf b
Cukup jelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas




Huruf e
Cukup jelas

Avyat (14)
Cukup jelas

Avat (15)

Huruf a
Cukup jelas

Hurul b
Cukup jelas

Huruf ¢
Culken ielas

Huruf d
Cukup jelas

Aval (16

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Hurufd
Cukup jelas

Avat (17)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas

Pasal 67
Cukup jelas

Pasal 68
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

C

Cukup jelas

Hurul d

» Lahan tidak masuk KP2B.

o Lahan yang masuk Lahan Sawah yvang Dilindung (LSD) dapat dikeluarkan
dari peta L8D dengan rekomendasi dan Menteri ATR/BPN atau pejabat lain
sesUal Kewenangannya.

Huruf e

Cukup jelas
Huruf

Cukup jelas




Pasal 64
Huruf &
Cukup jelas
Huruf b
Batasan untuk kegiatan wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling
lama 35 (tiga puluh lima) tahun denpan o paling banyal: 100 fsamphh
perseratus) dari luas blok pzmmﬂaatan
Hurul ¢
Penebangan untuk kepentingan peningkatan kualitas vegetasi, jumlah dan
jarak penebangan menyesuaikan kondisi serta ketentuan yvang berlaku
dengan tetap mengikuti ketentuan jarak penebangan minimal, sebagai
berikut:
— 500 [lima ratus) meter dari tepi wadulk atau danan:
— 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di
dacrah rawa;
— 100 [seratus) meter dari Kiri kanan tepi sungai;
— 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
- 2 |dua) kali kedalaman jurang dan tepi jurang;
— 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang
terendah dari tepi pantai.

Huruf d
Kegiatan latihan militer dilakukan tanpa mengurangi fungsi kawasan
hutan dan tutupan vegetast,

Hurul e

Syarat untuk pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan hutan

lindung, yaitu tidak mengurang), mengubah atau menghilangkan fungsi

utamanva
Huruf f

Syarat kegiatan pendidikan dan penelitian di kawasan hutan lindung, yaitu

» ldak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat;

« hdak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.

Huruf g
Syarat pola penambangan bawah tanah di kawasan hutan lindung, yaitu
dilaksanakan sesual peraturan perundang-undangan, serta denean
ketentuan dilarang mengakibatkan:
- turunnya permukaan tanah;
- berubahnya [ungsi pokok kawasan hutan secara permanen; dan
- tenjadinya kerusakan akuiver air tanah.
Huruf h

« Lahan tidak masuk KP2B.

» Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi [LSD] dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuail kewenangannya.

Huruf i

Svarat kegiatan perkebunan di kawasan hutan hndung, yaitu

+« pengoelahan tanah terbatas;

¢ tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial
ekonomi; dan

* Hutan Lindung vang sudah tidak sepenuhnya berfungsi indung sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j
Untuk Hutan Lindung yang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf k

Untuk Hutan Lindung vang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung

segual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan




Hurufl
Untuk Hutan Lindung vang sudah tidak sepenuhnya berfungsi lindung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Huruf m
Cukup jelas

Hurul n
Cukup jclas

Huruf o
Culoup jelas

Pasal 70
Huruf a
Cukup jclas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d

s Lahan tidak masuk KP2B.

« Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat dikeluarkan
dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat
lain sesuai Kewenangannya.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf {
Cukup jclas

Pasal 71
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (Z)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Diperbolehkan terbatas mendirikan bangunan penelitian dan penunjang
kawasan konservasi, sebagai berikut:

» KDB maksimum 20%;

s Tinggi bangunan maksimum 2 lantai;

» KDH minimum BU%.

Huruf ¢
Yang dimaksud diperbolehkan terbatas pemaniaalan sSumocl piasiia
nutfah untuk penunjang budidaya, vaitu Kegiatan penunjang budidaya
dilakukan dengan menggunakan tumbuhan dan satwa liar atau bagian
dari tumbuhan dan satwa liar sebagai bibit atau bahan induk untuk
dikembangbiakan.
Kegiatan tersebut dilakukan melalui eksplorasi, identifikasi, karakterisasi,
koleksi, evaluasi, serta dokumentasi data dan informasi status.

Huruf d
Yang dimaksud diperbolehkan secara terbatas untuk kegiatan panwisata,
sebagai berikut:
= wisata alam yang udak merusak fungsi lindung;
* kegiatan wisata alam merupakan kegiatan perjalanan atau sebagian

dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat




sementara untuk menikmati gejala keunikan, keindahan dan sifat
keliaran alam di KSA dan KPA;

» pengembangan wisata yang menunjang pengelolaan konservasi
kawasan.

Huruf &

* Lahan tidak masuk KP2B.

s Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf §

Cukup jelas
Hurf g

Cukup jelas
Huruf h

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas
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Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Hurui e
™ 111'11:1 jn! e
Huruf f
Cukup jelas
Hurul g
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a
Culmp jelas
Hurul b
Cukup jelas
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Kegiatan pariwisata dengan objek daya tarik wisata berupa wisata alam
bentang laut; wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil; wisata
alam bawah laut.
Huruf e
- Dilarang menggunakan baghan peledak/ bahan beracun/ atau
peralatan lain yang bersifat merusak ckosistem di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil,
- Tidak mengganggu habitat biota laut lainnya yang ada di lokasi
tersebut.
Huruf 1
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Hurufl h
Cukup jelas
Huruf i
UKL jelas




Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Pasal 72
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Tidak mengganggu ekosistem yang sudah ada.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
* Lahan tidak masuk KP2B.
¢+ lLahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindung (LSD) dapat dikciuarkan
dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN atau pejabat
lain sesuail kewenangannya.
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas
Fasal ¢

Cukup jelas

Pagal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Hurut a

Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, sebagai berikut:

» Jenis pariwisata budaya karena adanya cagar budaya yvang ada di
dalam kawasan huran;

» Pariwisata alam dan buatan wyang membutuhkan dukungan
lingkungan hutan dan fasilitas pendukungnya yang tidak mengganggu
fungsi kawasan hutan;

» Sarana dan prasarana pendukung yvang tidak mengganggu fungsi
kawasan hutan produlksi.

Huruf b

Ratasan untuk kegiatan pertanian dalam hal ini, sebagai berikut:

« Budidaya pertanian yvang melibatkan masyarakat melalui pendekatan
pengelolaan kawasan hutan bersama masyvarakat,

+ Untuk kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman pertanian
Keras dan teknik penanaman yang tdak mengganggu kKomoditas

utama vang dikembangkan di hutan produksi kawasan tersebut.
Huruf ¢

Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, sebagai berikut:

* Pejabat yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus
untuk kegiatan penggembalaan termak dalam kawasan hutan, Yang
dimaksud dengan pejabal yang berwenang adalah pejabat pusat atau
daerah yang diberi wewenang olen ungang-unGang Wiluk Imemoerikan
[ AL




Huruf d

Batasan untuk kegiatan kepentingan pembangunan di luar kegiatan

kehutanan dalam hal ini, sebagai berikut:

o Penvediaan instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik,
serta energ baru dan terbarukan;

o Pembangunan jarngan clekomunikas, slesidn podisnces dadiog dea
stasiun relay televisi;

» Penyediaan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

» Pembangunan sarana transportasi vang tidak dikategorikan sebagai
sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil
produksi;

. F:mbangumm sarana dan prasarana sumber :Ia}ra air, pembangmmn
_JLI,I'II Eall instalasi d..LI. dan saluraii @i boiaia d l..l.u:..:i,l Alau aus u...n-.u.n.u-,

s Kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

* Pengegunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan
produksi dan kawasan butan lindung;

¢+ Pembangunan di dalam kawasan hutan melalui mekanisme yang
S-'.'_:.EJ.,J.EJ._E i._h;_.!i'u._:.i..'.[...q:'. jH_'l'L.ILH.].n.Lii.E LJ.I.J.QL.I.I.HE'L]J.'...

Hurufe
Syarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu
yvaitu dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan.
Huruf f

Syarat untuk keg;uatan ptrtambangan dalam hal ini, sebagai berikut:

s Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan
memperhatikan batasan luas dan Jur,!-.ﬂ waktu tertemtu scrta
kelestarian  hutan/lingkungan  sesuai  ketentuan  peraturan
perundangan yvang berlaku;

+ Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di
kawasan hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara
selektif, sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan perindustrian dalam hal inf, sebagai berileut:

+ Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan
memperhatikan batasan luas dan jangka waktu terteniu seria
kelestarian hutan/lingkungan,

Huruf h

# Lahan tidak masuk KP2B.

¢ Lahan vang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD] dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf i
Kegiatan permukiman di dalam Kawasan hutan melalui mekanisme yang
sesuai peraturan perundang-undangan.

Huruf j
Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Batasan untuk kegiatan pariwizata dalam hal ini, scbagai berikut:

e Jenis pariwisata budava karena adanya cagar budaya vang ada di dalam
kawasan hutan;




» Pariwisata alam dan buatan vang membutuhkan dukungan lingkungan
hutan dan fasilitas pendukungnya vang tidak mengeganggu fungsi
kawasan hutan;

» Sarana dan prasarana pendukung yang tidak mengganggu fungsi
kawasan hutan produksi.

Taruf b

Batasan untuk kegiatan pertanian dalam hal ini, sebagai berikut:

e Budidaya pertanian yang melibatkan masyarakat melalui pendekatan
pengelolaan kawasan hutan bersama masyarakat;

o Untuk kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman pertanian
keras dan teknik penanaman yvang tidak mengganggu komoditas utama
yang dikembangkan di hutan produksi kawasan tersebut,

Huruf ¢

Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, sebagai berilout:

» Pejabal yang berwenang menetapkan tempat-tempat yang khusus untuk
kegiatan penggembalaan ternak dalam kawasan hutan. Yang dimaksud
dengan pejabat yvang berwenang adalah pejabat pusat atau dacrah yang
diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin.

Huruf d

Batasan untuk kegiatan kepentingan pembangunan dif haer boerioten

kehutanan dalam hal ini, sebagai berikut:

# Penyediaan instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik, serta
energi baru dan terbarukan:

s Pembangunan janngan telekomunmikas:, stasiun pemancar radio, dan
stasiun relay televisi;

* Penyediaan jalan umum, jalan tol, dan jalur kereta api;

» Pembangunon samna transportast yanpg bdpk dikateonestlean cobeoed
sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil
produksi;

¢« Pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan
Jjanngan instalas: air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;

¢ Kepentingan pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku;

s Penppunann kawasan hutan untuk kepentingan pembangunens di hiae
kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan
produksi dan kawasan hutan lindung;

¢ Pembangunan di dalam kawasan hutan melalui mekanisme yang sesuai
peraturan perundang-undangan.

Huruf e
Syarat untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan baik kayu dan non kayu
vaitu dengan tetap menjaga kestabilan neraca sumber dayva kehutanan,
Huruf f

Syarat untuk kegiatan pertambangan dalam hal ini, sebagai berikut:

s Pemberian izin pinjam pakai oleh Menten terkait dengan memperhatikan
batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestanan
hutan /lingkungan.

* Pola pertambangan terbuka dimungkinkan dapat dilakukan di kawasan
hutan produksi dengan ketentuan khusus dan secara selektif, sesuai
ketentuan yang berlaku.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan perindustrian dalam hal ini, sebagai berikut:

» Pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri terkait denpan memperhatilcan
batasan Iluas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian
hutan/ lingkungan.

Huruf h
+ Lahan tidak masuk KP2B.




¢ Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya.
Huruf i
Kegiatan permukiman di dalam Kawasan hutan melalui mekanisme yang
sesuai peraturan perundang-undangan.
Huruf j
Cukup jelas

Pasal 75
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat 171
Hurufl a
Cukup jelas
Huruf b
Budidaya horUkuiiura hanya seDagal lanailan  peinyela/sementara,
budidaya utama tetap tanaman pangan.
Huruf c

Batasan untuk pembangunan sarana prasarana pendukung pertanian

tanaman pangan, yvaitu:

e Penyediaan irigasi pada kawasan tanaman pangan

= Fasilitas yang dapst meningkatkan produksi pertanian;

s Akscs jalan dan jombatan yang dapat digunaken scbegal sarana
transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian,

Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alih fungsi KP2B untuk

kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari

lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerianf

Lembaga yang berwenang,

Huruf d

Batasan untuk kegiatan perikanan skala kecil dan menengzh sdalsh

budidaya perikanan yang memanfaatkan genangan air sawah yang

ditanami tanaman pangan, scrta tidak mengurangi luasan lahan tanaman
pangan.
Hurut e

Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, vaitu:

e Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utama pemandangan
peraawnhan;

» Tidak ada alih fungsi lahan KP2B;

Mendukung pengelolaan kawasan tanaman pangan;

e Aktivitas vang ada dalam kegatan panwisata tidak mengganggu fungsi

kawasan.
Huruf {

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana dalam hal ini, yaitu:

= Sarana dan prasarana sumber dava air, jalan dan jembatan jalur pipa
gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan, sarana
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

e Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alib [ungs: K720 wiii
kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari
lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/
Lembaga vang berwenang.

Huruf g

¢ Lahan yvang dimaksud tidak termasuk dalam KPZB.

« Lshan wyang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD} dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi doari Mentens ATRV/EDN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya,




Huruf h
Cukup jelas

Huruf 1
Cukup jelas
i [RESPRSIE
Cuimp jelas
Huraf k
Cukup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Culon elas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
SalaSall Uik Kegiaiall Ppeiel nakan dalain at i, yail.
¢ Kegiatan peternakan tidak mengganggu kegiatan pertanian  di
sekitarnya;
= Lokasi tidak masuk KP2B;
* Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
* Meminimalkan dampak lingkungan.
Huruf d
Salasun uniuk heglatan porikanan dadam hal il yaila
# Kepgiatan perikanan tidak mengganggu kegiatan pertanian di
sekitarmya;
« Lokasi tidak masuk KP2B;
s Termasuk industn pengolahan produk penkanan budidaya;
s Meminimalkan dampak lingkungan.
Huruf e
Syaiatl untuk kegiatan industa dalam hal fai, yaita;
* Tidak termasuk KP2B.
s Industri pengolahan yang terkait langsung dengan produk tanaman
pangan dan hortikultura.
e Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan
Hortikultura.

Hurnf f
Svarat untuk kegatan permukiman, sebagal benkut:
= Tidak termasuk KP2B;
= Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan
Hortikultura.
Huruf g
Luas pengembangan kawasan hutan dibatasi sesual dengan rencana
pengembangan hutsn yang telah disusun oleh instansi berwenang.
Huruf h
Syaral untuk pengembangan /pembangunan ruang terbuka hijau:
s Lahan tidak masuk dalam KP2ZB;
« Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan
Hortikultura,
Huruf i
Svarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, vaitu:
» Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utamsa kawasan
hortikultura;
* Mendukung pengelolaan kawasan hortikultura;




e Aktivitas vang ada dalam kegiatan pariwisata tidak menggangeu fungsi
kawasan.

» Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan
Hortikultura.

Huruf j

s Kegiatan pertambangan harus dilakukan pada lvhasi yeig weasas
kawasan potensi pertambangan;

» Tidak masuk dalam KP2B;

» Termasuk kegiatan vane terkait langsung pengolahan marterial alam.

Huruf k

Svarat untuk penyvediaan sarana dan prasarana dalam hal ini, yaitu

s Sarana dan prasarana umum maupun pendulumg perta_man seperu
sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas daa au s Crseay
listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku;

« Apabila didalam lokasi terdapat KP2B, maka alih fungsi KP2B untuk
kepentingan sarana prasarana umum dapat dilakukan dengan mencari
lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari Kementerian/
Lembaga yang berwenang,.

Huruf 1

* Lahan yvang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B,

s Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD] dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuail kewenangannya.

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n
Cukup jelas

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢
Batasan untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu;
# Tidak termasuk KF2B.
« [ndustri pengolahan yang terkait langsung dengan produk perkebunan.
¢ Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan
Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan
Hortikultura.,
Huruf d
Syarat untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut:
+ Tidak termasuk KP2B.
o Mengikuti ketentuan intensitas pemanfaatan ruang di Kawasan
Perkebunan.
Huruf ¢
Luas pengembangan kawasan hutan dibatasi sesual dengan rencana
pengembangan hutan vang telah disusun oleh instansi berwenang.
Huruf [
Syarat untuk pengembangan /pembangunan ruang terbuka hijau:
e Lahan tidak masuk dalam KP2B;
. LtL:I'.I.Eil‘LL.I.'-.'J.I ketertuan mitensitas i'Jq.':uu.:..'afuuL._m uang di Kowasan
Perkebunan
Huruf g
Batasan untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaibu:




e Kegiatan peternakan tidak mengganggu kegiatan pertanian di
sekitarnya;

¢ Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;

s Meminimalkan dampak lingkungan.

Huruf h

Syaral untuk kegiatan perikanan dalam hal ind, yaitu

s Kegiatan perikanan tidak mengganggu kegiatan pertanian di
sekitarnya;

¢ Termasuk indusiri pengolahan produk perikanan budidava:

+ Meminimalkan dampak lingkungan.

Huruf 1

* Kegiatan pertambangan harus dilakukan pada lokasi vang masuk
kawasan polensi periambangan;

o Termasuk kegiatan yang terkait langsung pengolahan material alam,

Huruf j

Byarat untuk peayediaan sarana dan prasarana dalam hal ai, yaiha:

¢ Sarana dan prasarana umum maupun pendukung perkebunan, seperti
sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas dan air minum,
listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana sanitasi, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

s Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan
perkebunan.

Huraf k

# Lshan tidak masuk KP2B.

s Lahan vang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesual kewenangannya.

Huruf 1

Syarat untuk kegiatan pariwisata dalam hal ini, yaitu:

» Kegiatan wisata alam dengan dengan objek utams kawasan
hortikultura;

Mendukung pengelolaan kawasan hortikultura;

= Aktivitas yang ada dalam kegiatan pariwisata tidak menggangeu lungsi

kawasan.
Huruf m

Cukup jelas
Huruf n

Cukup jelas

Pasal 76
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Kegiatan perikanan tangkap dilaltukan dengan memperhatikan hal-hal
berikut:
 tidak menggunakan alat penangkapan danj/atau alat bantu
penangkapan ikan vang mengganggu dan merusak keberlanjutan
sumber daya ikan,;
= Pemerintah melalui instansi/ Lembaga vang berwenang dapat regulasi
vang mengatur teknik penangkapan ikan, pembatasan area
penangkanpan, dan pembatasan jenis alat tangkap yang diperbolehkan
beroperasi di wilayah perairan tertentu apabila terdapat gejala
penangkapan ikan yang berlebih [overfishing),




» dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan,
bahan penclong, dan/atau alat yvang membahavakan kesehatan
manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan
pengolahan ikan.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf ¢

s Kegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ckowisata,
penelitian, dan pendidikan;

s Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan.

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Kegiatan pertanian vang tidak mengganggu produktivitas perikanan.
Huruf f

Batasan pembangunan jasilitas pendukung perikanan, melput:

e Bangunan pengolahan hasil ikan;

* balai pelatihan teknis;

s pengembangan sarmana don prasarane penduloing fungei perfloonen

Huruf g

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal im, yatu:

e Termasuk industri pengolahan; pengembangan produk perikanan/
kelautan

s Wajib menyusun dokumen lingkungan hidup, dan kegiatan
operasional harus mengikuti kajian lingkungannya.

Huruf h

Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu:

» Kegiatan peternakan tidak mengganggu produktivitas perikanan di
sekitarnya;

o Termasuk industn pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
Kegiatan operasional berdasarkan dokumen lingkungan yang disetujui
instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan
sosial,

Huruf i

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini,

yaitu:

* Sarand dan prasarana sumber daya aor, jalan dan jembatan jalur pipa
gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku:

» Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan
perikanan.

Hurul §
= Permukiman eksisting yang sudah ada sebelum peraturan ditetapkan
s Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan  intensitas
pemanfaatan ruang.
Huruf k
Cukup jelas
Huruf 1
Culoup jelas

Ayat (3)
Huruf a
Kegatan perikanan budidaya dilakukan dengan memperhatikan hal-hal
berikut:




o tidak mengpunakan alat pembudidayaan ikan yang mengganggu dan
merusak keberlanjutan sumber daya ikan;

» dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan,
bahan penolong, dan/atau slat yang membahayakan keschatan
manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan
pengolahan tkan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf ¢

= HKegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ekowisata,
penelitian, dan pendidikan;

s Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan.

Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Kegiatan pertanian yang tidak mengganggu produkuvitas perikanan.
Huruf f
Batasan pembangunan fasilitas pendukung perikanan, meliputi:
= Bangunan pengolahan hasil ikan;
= balai pelatihan teknis;
* pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi perikanan.
Huruf g
Syarat untuk keggatan ndustn dalam had um, yaitu:
= Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk perikanan/
kelautan
e Wajib menyusun dokumen lingkungan hidup, dan kegiatan
operasional harus mengkut kajian lingkungannya.
Huruf h
Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, vaitu:
o Reglalan pelernahan Gdak moeaggangegu produkiivitas perikanan di
sckitarmyva,
o Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;
s Kegiatan operasional berdasarkan dokumen lingkungan vang disetujui
instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan

sosial,
Huruf i
Syarat untuk penyedizan sarana dan prasarana umum dalam hal i,
yaitu:

= Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa
gas dan air minum, histrnik dan telekomunikasi, prasarana dan sarana
sanitasi, sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

# Tidak merusak/ mengganggu fungsi kawasan/ kegiatan di kawasan
perikanan.

Huruf j

= Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan intensitas

pemanfaatan ruang,
Huruf k

= Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.

# Lahan vang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD)} dapat
dikeluarkan dan peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai Kewenangannya.

Huruf 1
Culup jelas




Huraf m
Cukup jelas

Pasal 77
Huruf a

Kegiatan perikanan dilakukan dengan memperhatikzan hal-hal berilout:

e tidak menggunakan alat pembudidayaan ikan yang mengganggu dan
merusak keberlanjutan sumber daya lingkungan;

= dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan,
bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan keschatan
manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan
pengolahan ikan.

Huruf b
» HKegiatan wisata dibatasi dengan fungsi wisata berbasis ckowisata,
penelitian, dan pendidikan;
¢ Mendukung pengelolaan pengembangan kawasan perikanan,
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Kegiatan pertanian yvang tidak mengganggu produktivitas pergaraman.
Hurul e

Batasan pembangunan fasilitas pendukung perikanan, meliputi:

« DBanpunan pengolahan hasl] ikan;

» balai pelatihan teknis;

* pengembangan sarana dan prasarana pendukung fungsi perikanan.

Huruf

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:

= Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk pergaraman/
perikanan/ kelautan

o Wajilb  meayuswn  dohumen  Hogkungaa  hidup, dan  kegiatao
operasional harus mengikuti kajian lingkungannya.

Huruf g

Syarat untuk kegiatan peternakan dalam hal ini, yaitu:

= Kegiatan peternakan tidak mengganggu produktivitas pergaraman di
sekitarnya;

+ Termasuk industri pengolahan/ pengembangan produk peternakan;

o Regiatan operasional berdasarkan dokuwmen lingkungan yang disctujui
instansi berwenang, dengan meminimalkan dampak lingkungan dan
sosial.

Huruaf h

Syarat untuk penyediaan sarana dan prasarana umum dalam hal im,

yaitu:

s Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa
gus dan air minum, listrilc dan telehomunileasi, prosarana dan sarana
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang berlaku.

Huruf1
a Berupa rumah tunggal dengan mengikuti ketentuan intensitos
pemanfaatan ruang.
Huraf §
s Lahan yvang dimaksud tidak termasuk dalam KP28.
# Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dapat
dikeluarkan dar peta LSD dengan rekomendasi dan Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya,




Huruf g
Culop elas

Pasal 78
Ayat (1)
Cukup jeias
Ayat (2)

Huruf a
Yane dimaksud bersyarat, schagai berikut:

s masa berlaku izin usaha pertambangan (IUP) telah berakhir dan/ atau
proses pengembalian wilayah izin usaha pertambangan telah dilakukan;

e kegiatan yang dimohonkan merupakan upaya reklamasi lahan tambang;

= menyesuaikan kondisi eksisting Kegiatan yang telah ada terletnh dahuiu
dan masth berlangsung;

« mempertimbangkan dava dukung dan daya tampung lingkungan;

= mempertimbangkon dampak linglungan yang munglin fimbul.

Huruf b

+ Lahan yvang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.

e Lahan yang masuk Lahan Sawah vang Dilindungi (LSD] dapat
dikeluarkan dar peta LSD dengan rekomendasi dan Mentenn ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya,

Hurufc
Anglea 1

Cukup jelas

Angka 2
Cukup jelas

Angka 3

s Zonasi Cekungan Air Tanah mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku.

o Terdapat kajian terhadap kegiatan pertambangan vang dimaksnd,
agar tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air pada Cekungan
Air Tanah

Angka 4
Zonasi kawasan bentang alam karst dan pengaturan kegiatan
pertambangan pada kawasan bentang alam karst mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.

Angka 5
Cukup jelas

Angka B
Cukup jelas

Angka 7
Cukup jelas

Angka 8
Cukup jelas

Angka 9
Cukup jelas

Angka 10
Reklamasi dilakukan sesusi dengan ketenfuan umum peratoran
zonasi kawasan peruntukan dasar yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pola Ruang, serta sesuai dengan peraturan perundangan
yang berlaku.

Angka 11
Cukup jelas

Angka 12
Cukup jelas




Ayat (3]
Hurufa
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Pasal 79
Hurufl a
Cukup jelas
Hurut b
= Kegiatan pertanian yang dimaksud mencakup pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Huruf ¢
* Pengembangan ruang terbuka hijau privat paling sedikit 10% dari luas
lahan.
* Pengembangan ruang terbuka hiyjau pubhk paling sedikit 20% dan luas
hamparan lahan.
Huruf d
Batasan untuk permukiman di kawasan peruntukan industni, =ehagai
| berikut:
* Permukiman yang telah terbangun sebelum peraturan ini ditetapkan;
s Telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;
o« Pengembangan perumahan wajib mengikuti ketentuan intensitas
pemanfaatan ruang.
Hurnf ¢
Syarat untuk pembangunan sarana dan prasarana di kawasan peruntukan
industri, sebagal berikut:
= Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa gas
dun air munum, LSirK dan elekomunikas), prasarana dan sarang
sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
+ Fasihitas untuk kepentingan umum sesual skala pelavanan;
s Jarak kawasan industn terhadap permukiman minimal 2 (dua) km;
» Mempertimbangkan dampak dengan kegiatan industn yang sudah ada.
Huruf {
Regialan paniwisala dibalasi pads kegialan wisaia yang bersinergi dengan
fungsi utama kawasan peruntukan industri.
Huruf g

Kegiatan penambangan (dalam hal ini penggalian bahan tambang)

diperbolehkan dengan syaral lokasi tersebul masuk dalam kawasan

peruntukan pertambangan mineral (ketentuan khusus).
Huruf h

Keglatan pertahanan dan keamanan
Huruf i

» Lahan yvang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.

e Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungt (L3D) dapat
dikeluarkan dan peta LSD dengan rekomendas: dan Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf j
Culmip j=las

Huruf k

Angka 1
Cukup jelas




Angka 2
Cukup jelas

Angka 3
Cukup jelas

Pasal 80
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jclas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

& e ek

Huruf g

Cukup jelas

Hurui h
Cukup jelas
Huruf 1
Cukup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas
Huruf |

» Lahan vang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.

# Lahan vang masuk Lahan Sawah wvang Dilindungi (LSD} dapat
dikeluarkan dar peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 81
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Huruf a
Culup jelas
Huruf b

Syarat untuk kegiatan industri, yaitu

= Industri eksisting yang sudah berizin sebelum ditetapkannya peraturan
daerah ini dan tidak dapat dilakukan perluasan lahan;

& Indusiri yang diperbolehkan dibatasi pada kegiatan industri ramah
tangga dan industri kecil, Klasifikasi industri berdasarkan peraturan
perundangan yang berlaku;

e kegmiatan usaha vang tdak membahayakan fungsi hunian vaitu
kegiatan usaha vang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan
bencana vang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian;

= kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian yaitu kegiatan yvang
tdak menimbulkan penurunan kenyameanan hunian dar penciuman,
suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial;

» Tidak menggangeu kenyamanan, kesehatan, keselamatan, kualitas
hidup masyarakat;




+ Tidak mencemari lingkungan.
Huruf c

» Kegiatan hulu pertanian
Huruf d

¢ Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B,

« Lahan yang masuk Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD] dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pejabat lain sesuai kewenangannya.

Huruf e
Cukup jelas
Huruaf [
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruat 1
Cukup jelas

Ayat (3]
Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Syarat untuk kegiatan industri, yaitu:

# Industri eksisting yang sudah berizin sebelum ditetapkannya peraturan
daerah ini dan tidak dapat dilakukan perluasan lahan;

» Tidak menggangpu kenyamanan, kcschatan, kesclamatan, kualitas
hidup masyarakat;

Tidak mencemari lingkungan.

Industri yang diperbolchkan vaitu industri rumah tangga dan industri
kecil. Klasifikasi industri berdasarkan peraturan perundangan vang
berlaku;

s kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian yaity
kegiatan usaha yang tidak menimbulkan peneemaran lingkungan dan
bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian.

¢ kegiatan vang tidak mengganggu fungsi hunian vaitu kegiatan yang
tidak menimbulkan penurunan kenvamanan hunian dar penciuman,
suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial.

Hurufc
* Kegiatan hulu pertanian
Huruf d

* Lahan yang dimaksud tidak termasuk dalam KP2B.

¢ Lahan yang masuk Lahan Sawah wvang Dilindungi (LSD) dapat
dikeluarkan dari peta LSD dengan rekomendasi dari Menteri ATR/BPN
atau pojabal lain scsuai kowcnanganiya,

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jclas
Huruf g

Cukup jelas
Hurul b

Cukup jelas
Huruf i

Cukup jelas




Pasal 82
Hurufa
Cukup jelas
Huruf b
Untuk rumah dinas atau permukiman anggota TNI/ POLRL
Hurufe
Syarat pembangunan sarana dan prasarana pertahanan keamanan, yaitu:
* Tidak mencemari lingkungan.
* Tidak mengganggu sistem/ kegiatan pertahanan dan keamanan.
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Avat (1)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Budidaya hortikultura hanya sebagal tanaman penvela/sementara,
budidava utams tetap tanaman pancan.

Huruf c

Batasan untuk kegiatan pariwisata dalam hal imi, yaitu:

s Tidak terdapat alih fungsi lahan menjadi non pertanian;

= Kematan wisata alam dengan dengan objek utama pemandangan
persawahan;

» Mendukung pengelolaan kawasan tanaman pangan,

» Altivitas yang ada dalom kegiotan pariwisata tidok mengganggu fungsi
kawasan.

Hurufl d

ovarat untuk penvediaan sarana dan prasarana umum dalam hal ini,

yaitu:

e Sarana dan prasarana sumber daya air, jalan dan jembatan jalur pipa
gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi, prasarana dan, sarana
sanitasi, sesuail dengon hkefentuan peraturan perundang undongan
vang berlaku.

s Mencari lahan pengganti KP2B dan mendapat persetujuan dari
Kementerian/ Lembaga yang berwenang.

Huruf £
Cukup jelas
Huruf g
Culan jelas
Huruf h
Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan vang dilakukan dalam
rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum meliputi:
Jalan umum,;
Wadulk;
Bendungan;
Irigasi;
saluran air minum atau air bersih;
drainase dan sanitasi;
bangunan pengairan,
pelabuhan,

& 8 & ® 4 & 8 @




bandar udara;
stasiun dan jalan kereta api;
terminal;
[asilitas keselamatan wumam;
cagar alam; dan/atau
pembangkit dan jaringan lisirk.

Huruf i

Cukup jelas

Avat (2)

Cukup jelas

LI I B D

Pasal 85
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
yaloge il

Huruf b

i

Cukup jelas
Hurufc
Cukup jelas
Huruf {
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukupn jelas

Avat (3)

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf ¢
Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas
Hurui e

Batasan untuk permukiman dalam hal ini, yaitu:
* Pada kawasan rawan banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan
reloyasa,
= Pembangunan permukiman secara optimal dapat dilakukan setelah
permasalahan banjir dapat diatasi.
Huruf {
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas

Huraf b

Syarat untuk kegiatan industri dalam hal ini, yaitu:
s Pada kawasan rawan banjir yang dapat diatasi dengan teknologi dan
rekayvasa.




¢ Pembangunan industri secara optimal dapat dilakukan setelah
permasalahan banjir dapat diatasi.
Huruf i
Cukup jelas
Huruf j
Peningkatan sarana, prasarana, dan utilitas mitigasi banjir, dapat berupsa:

s Lokasi evakuasi dan penampungan sementara;
# Jaringan jalan untuk akses menuju lokasi evakuasi;
* Dramase;
= Sumur resapan/biopori;
s Tanggul bagi sungai vang melewati perumahan dan kawasan
permulkiman;
= Sarana perngatan dini dan rambu-rambu terkait peringatan du dan
evakuasi; dan
* Tempal pembuangan sampah sementara.
Avat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,
Hurat d

Batasan untuk kegiatan permukiman, sebagai berikul;
* Berupa bangunan rumah tunggal
« HDB malsimum 6074 KDH minimum 20%: dan
» Ditanami vegetasi tanaman keras yvang memperkuat struktur tanah.
Huruf e
KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,
Hurat 1
Cukup jelas
Huruf g
Culoup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jeias
Huruf j
Cukup jelas
Avat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Culun jelas
Huruf ¢
KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,
Huruf d
KDB maksimum 20%, KDH minimum 80%,
Huruf e
Syarat untuk kegiatan permukiman, sebagai berikut:
* Berupa bangunan rumah tunggal
¢« KDB maksimum 60%; KDH minimum 20%:;
« Ditanami vegetasi tanaman keras vang memperkuat struktur tanah;
dan




s Untuk kawasan dengan resiko bencana tanah longsor tinggi diarahkan
bulkan untuk permulaman.
Huruf f
Cukup jelas
Hurul g
Culkup jeclas

Hurul h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Huruf j
Cukup jelas

Avat (6)
Cukup jelas

Pasal 856
Ayat (1)
Pengaturan untuk ketentuan khusus pada kawasan cagar budaya ini
mengacl pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pusaka Lasem Kecamatan Lasem
Kabupaten Rembang dan/ atau perubahannya.
Huruf a
Tang dimansud [asiliias penunjang pada kawasan caguar budaya yailu
penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa sarana perlindungan
benda, bangunan, dan struktur peninggalan sejarah, diperbolehkan
terbatas dalam hal ini sebagai berilout:
« KDB maksimum 50%:;
* Untuk bangunan cagar budaya, garis sempadan bangunan sesuai
dengan cksistingnya,
¢ Intensitas pemanfastan ruang lainnya diatur sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan.
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Untuk tetap mempertahankan fungsi utamanya dan tidak menimbulkan
potensi gangguan terhadap fungsi kawasan cagar budaya.
Huruf d
Syarat untuk kegiatan permukiman di kawasan cagar budaya sesuai
pengaturan dan ketentuan di kawasan kota pusaka.
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Hurui g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas

Avyat (2)
Cukup jelas

Pasal 87
Ayat (1)




Kawasan resapan air dapat berupa kawasan imbuhan air tanah yang diatur
dengan ketentuan khusus, sesual dengan RTRW Provinsi Jawa Tengah
berdasarkan asas hierarkis komplementer.

Ayat (2)

Huruf &
Cukup jelas

Huruf b
Diperbolehkan upaya-upaya untuk penambahan sistem resapan air hujan
maupun imbuhan buatan.

Huruf ¢
Batasan untuk kegiatan permukiman di kawasan resapan air, sebagai
berikut:

* Rumah vang telah ada sebelum perda ini ditetapkan, memiliki bukt
kepemilikan tanah yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Rumah tungeal,
Meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air
kedalam tanah.
Huruf d
Batasan untuk kegiatan parnwisata di kawasan resapan air, sebagai
berikut:
= Wisata yvang tidak merusak fungsi lindung berupa wisata alam;
» KDH minimal 80%.
Huruf e
Ruang terbuka hijau yang didominasi dengan ruang terbuka/ tidak
terbangun, dengan jenis vegetasi dan sarana pelengkap yang dapat
meninghkatlzan bemampuan menahan Umpasan dan merssapkan air hujan.
Huruf f
Jenis kegiatan budidaya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi
dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan dapat berupa
budidaya hutan, perkebunan, atau jenis tanaman hortikultura tertentu
Huruf g
Syarat untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di kawasan resapan air,
sehagai berikut:

» dikembangkan dengan prinsip zero delta Q policy vaitu suatu
kebijakan untuk mempertahankan besaran debit run off/debit
limpasan supava tidak bertambah darnn waktu ke waktu, dan
memperbesar kesempatan air untuk berinhiltras ke dalam tanah.

# dilengkapi dengan sarana peresapan air.

» vegetasi vang melindungi tanah dan pukulan air hujan langsung
dan memiliki kemampuan tingmi dalam menyeran air kedalam
tanah, semakin pendek, kuat batang, nmbun, keecil daun, kuat-
panjang-banyak akar dan padal tanaman umumnya semakin
baik.

Hurul h
Kegiatan pertahanan dan keamanan yang tidak menimbulkan erosi dan
tidak menghalangi masuknya air kedalam tanah secara signifikan.

Huruf i
Kegiatan budidaya pertanian yvang tidak menimbulkan erosi dan tidak
menghalangl masuknya air kedalam tanah secara signifikan.

Huruf j
Kemiatan budidaya peternakan yang tidak menimbulkan erosi: dan tidak
menghalang masulknya air kedalam tanah secara signifikan.

Huruf k
* Sarana dan prasarana umum terkait sumber daya air, jalan dan

jembatan jalur pipa gas dan air minum, listrik dan telekomunikasi,




prasarana dan, sarana sanitasi, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,

*» Sarana prasarana vang digunakan untuk penunjang kegiatan
permukiman, industri, pariwisata,

* Dilengkapi dengan kajian yang menvatakan bahwa kegiatan yang akan
dilakukan tidak akan mengganggu fungsl peresapari.

+ Tidak menimbulkan erosi dan tidak menghalangi masuknya air
kedalam tanah secara signifikan.

e Agar dilakukan pemenuhan ruang terbuka hijau.

» KDH minimal 80% untuk kegiatan yang bersifat privat.

¢ KDH minimal 40% untuk sarana prasarana umum.

Hurut |
¢« Tidak menimbulkan ereosi dan tidak menghalangi masuknya air
kedalam tanah secara signifikan.,
s Dikembangkan dengan prinsip zero deffn O poley
Dilengkapi dengan sarana peresapan air.
¢« Melampirkan kajian dari Pemerintah maupun pihak swasta yang
memiliki kualifikasi tertentu serta sesuai ketentuan yvang berlaloa.
Ayat (3)
Delineasi kawasan resapan air dalam hal in1 menyesuaikan dengan revisi
RTRW Provinsi Jawa Tengah, yaitu menggunakan data pada Peta Zona
Konservasi Air Tanah Akuifer Tertekan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa
Tengah tahun 20232,
Ayat (%)
Delincasi kawasan resapan air/ imbuhan air tanah ini bersifat hierarkis-
kKomplementer.
Pada saat penyvusunan, Rencana Tata Ruang harus mengacu ketentuan yang
sudah di atur oleh Rencana Tata Ruang vang berhierarki di atasnya. Pada saat
implementasi (pemanfaatan ruang), ketentuan vang spesilik pada masing-
masing Rencana Tata Ruang dan peraturan perundangan saling mengisi pada
Rencana Tata Ruang yang berhierarki di bawahnya atau di atasnya.
Karena delineasi Kawasan resapan air berdasarkan kajian, schingga apabila
ada kajian atau peroturan terbary maka pengaturan pemanfastan ruang
dapat menyesuaikan pedoman/ kajian terbaru.

Pasal 88
Avat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Kemiatan yang mompu melindungi atou memperbunt  perlindungan
kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah
dapat berupa penghijauan, tanggul pantai, pemecah gelombang, penahan
gelombang dan sebagainya.
Huril b
Cukup jelas
Huruf c
Ratasan permukiman warga, yaihn
+« Rumah dan bidang tanah vang telah ada sebelum perda ini ditetapkan,
berizin dan/ atau memiliki bukti kepemilikan tanah wang sah
(bersertifikat atau terdaftar dalam Buku C Desa) sesuail ketentuan
pPeraturan perundang-undangan,
¢ Meminimalisir tutupan lahan agar tidak menghalangi masuknya air
kedalam tanah;
s KDR maksimum 707 KTDH minimal 20%, dan KI.R maksimum 1. 0:




o Untuk fasilitas perdagangan jasa, KDB maksimum 60 %, KDH
minimum 20%, KLB maksimum 2,0;

» Drainase harus memperhatikan pasang surut air laut, tidak bercampur
dengan limbah industri, serta koefisien pengaliran air permukaan tidak
lebih dari 25%;

¢ Tinggi lantai dasar bangunan diperkenankan mencapal 1,20 m di atas
tinggi rata-rata tanah pekarangan atau tingg rata-rata jalan, dengan
memperhatikan keserasian lingkungan;

« Pembanpgunan/ pengembangan perumahan tidak berada di kawasan
sempadan pantal (paling sedikit berjarak 100 m dari titik pasang
tertinggi); dan

* Permukiman warga yang sudah ada dan bertempat tinggal secara turun
temurun scsuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hurufl d

s Batasan kegiatan industri, vang sesual dengan peruntukan Rencana
Pola Ruang dasarnya.

KDB maksimal 60%, KDH minimal 20%.

+ Pembatasan penggunaan air tanah untuk kegiatan industri yang akan
mengakibatkan intrusi air laut bawah tanah bordasarkan peraturan
perundangan yang berlaku.

 Air limbah dilarang dibuang ke laut secara langsung dan Instalasi
pengolahan limbah mutlak ada.

# Drainase harus memperhatikan pasang surut air laut, tidak bercampur
dengan limbah industri, serta koefisien pengaliran air permukaan tidak
lebih dari 25%.

Hurufc

Batasan kegiatan pariwisata yang diperbolehkan, yaitu:

* Pariwisata dengan atraksi utama alam laut dan pantai;

« Bangunan penunjang pariwisata merupakan bangunan non permanen;

*» Termasuk pengembangan fasilitas ruang terbuka hijau; dan

= Aktivitas panwisata tidak merusak fungsi kawasan sempadan pantai.

Huruf f

Batasan kegatan perikanan yang diperoolehkan, yaita,

» Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau Pemerintah vang
sah;

o Termasuk fasilitas tempat pelelangan ikan;

» Tidak merusak fungsi kawasan.

Huruf g

« Sesual Pola Ruang dasarnya;

o Apabila ada peongembaogan baras meangikul pengaluran inlensilas
bangunannya (KDB, KIDH]J.

Huruf h

Syvarat penempatan bangunan pertahanan dan keamanan vang

diperbolehkan, wvaitu jenis bangunannya berupa fasilitas pengawasan

dan/atau latihan.
Huruf i

Svarat pengembanpgan prasarang dan sarang pendukung transportasi lnut

yvang diperbolehkan, yaitu :

= Prasarana dan sarana pendulkung transportasi laut, sarana bantu
navigasi pelayaran;

* Sarana dan prasarana vang tidak menimbulkan pencemaran dan yang
tidak menyebabkan abrasi/akresi.

= Didahuhii dengan kajian kelayakan dan lingkungan.

Huruf j
Syarat pembangunan fasilitas energi yang diperbolehkan, yaitu:




» Untuk kepentingan umum;

s Pembangunan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Hurul k

Cukup jelas

Huraf'l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jclas

Huruf n

1. Cukup jelas

2. Untuk bangunan permanen yang berjarak kurang dari 100 meter.
3. Batas KWT malksimum dan neraca banpunan di sempadan pantai pada

masing-masing Kawasan, sebagai berikut:

i Hoow nsan Laas Lunm % Arshan
bangunan | sempadin | basgussn KWT
A mantal [Ha) k-
sem padan
- pantsi [la)
1 Kawasan  pergaraman  Tunggulsar 53,6530 0
Tasikharjo Kaliori -
2 Eawasan perikanan budedaya Tasikharo- 443 | 33,6602 13,306 | 13,36
Bogoharjo Kaliori
a3 KEawasan pergaraman Purworeio Kalior ] 1, 6950 L]
. Kawasan peruntukan mndustri  Bogoharjo 2,61 89,9165 26,32 g,ﬂ |
halon .
] Kawasan permukiman Rembang 23,40 61,7335 37,91
-_E_ E._lﬂﬂn perikanan budidaya Rembang rJ' 4,375 0
7 | Kawasan pergaraman Tireman - Pasarbanggi 0| 99840 0
8 | Kawasan pergaraman Tritunggal - Dasun 0,34 | 26,0985 1,3
G Kawasan perikansn budidaya Tritunggal - 0,28 | 74,6605 0,37
Taaiksono
10 | Knwnsan permulkiman Bonong Binangun 187 2037 q.18
[lasc) I
11 | Kawasan peruntukan industi Leran- 495 | 43,3035 11,43 | 11,43
Pangkalan (Sluke)
12 | Kawasan permukiman Pangkalan - Sluke 1,59 34,3636 4.63
13 | Kawasan peruntukan industri Jatisan (Sluke| 0,26 | 20,6002 1,26
14 | Kawasan permukiman Manggar-Blimbing 3,16 13,8231 2286 | 22 RS
{Sluke)
153 | Eawasan peruniukan industri Sendangmuiyvo 0| 26,3193 D
(Sluke]
16 | Kawasan permukiman Sendangmulyo (sluke) 1,49 48137 29,91 3
17 | Kawasan perikanan budidaya Labuhan Kidul 0,006 B,0574 0,074
(Sluke)
12 | Kawasan permukiman perdesaan Sumbersar 1,37 | 13,9807 9.7
Kragan
13 | Kawasan peruntikan industri Sumurtawang- L3R |  Th, 1960 B.52
Kragan
14 | Kawasan permukiman Sumuriawang- 8,66 25,05 34,57 | 34.57
Plawangan {Kragan) =2
15 | Kowasan peruntuken industrd Plawangan BAT 7,11 EEL ﬁ
16 | Kawasan permukiman perkotaan 15,594 al,15 26,07 [
Balongmulye-Tegalmulyo-Kmgan-Kebloran-
__.i..h.‘.'-‘.].,..'r"’I JUngAn
17 | Kawasan peruntuken industn Kelipeng 2.40 7.8 13,00 | 13,09
| Saran
14 I Kawasan  permukiman  Kalipang s/d 14,34 38,83 36,93 | 36,93
| Temperak (Sarang] ) '
12 J‘_Kn-..'.-a.r.m*. peruntuban ndusiol Tomporak 1,23 | 13,50 9,05

Sumber; Data dan Analisis (per Juli 2022)
Ket:




EWT eksiating dan telah melampod maksimal
KWT maksimal knrgsarn

4. Cukup jelas

Ayat (3)

Hurufl a
Kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan
kawasan sempadan sungai dapat berupa penghijauan, tanggul sungai,
bendung, dan konstruksi lainnyva,
Huruf b
Terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, schagail
berikut:
Sarana dan prasarana sumber dava air;
Fasilitas jermbatan dan dermaga;
Jalur pipa gas dan air minum;
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
bangunan ketenagalistrikan;
penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa jalan inspeksi dan
bangunan pengawasan ketinggian air sungai;
 sarana prasarana lainnya yang menunjang fungsi pengelolaan sungai
yang membutuhkan lokasi di tepl sungail sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
Hurf ¢
Pemasangan papan rcklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-
rambu pengamanan dibatasi jumlah dan lokasinya yang tidak mengganggu
fungsi sempadan saluran sungai, serta sesuai ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.
Huruf d
Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut:
* KDB maksimum 10%;
*« KDH minimum 80%:;
« Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai.
Huruf e
Kegiatan pariwisata dan olahraga dibatasi untuk kegiatan udak
mengEanggu kualitas air sungai dan tidak merusak fungsi sempadan
sungai.
Huruf {
Bataaan untuk kegiatan pertanian di sempadan sungai, sehagai herilnat:
+ Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai;
« Regiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yvang tdak
mengurang kekuatan struktur tanah; dan
« Tidak menggunakan bahan kimia yvang mampu merusak unsur air.
Huraf g
Batasan untuk kegiatan perikanan di sempadan sungai, scbagai berikut:
* Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau Pemerintah yang
sah;
« Bukan merupakan kategori bangunan; dan
* Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai.
Hurul h
Cukup jelas
Huruf i
Culp jelas
Huruf j
Cukup jelas




Huruf k
Cukup jelas

Huruf |
Culkup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Huruf n
Garis sempadan sungai bertanggul dengan pertimbangan untuk
peningkatan fungsi tanggul dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan
yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai. Recuali
lahan wyang berstatus Tanah Negara, bagi lahan masyarakal vang
diperlukan untuk tapak tanggul baru secbagai akibat dilaksanakannya
ketentnan terashut harms dibehaskan.
Garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan bahu
jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan
jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta
bangunan air. Apabila ketentuan yang dimaksud tidak terpenuhi, maka
segala  perbaikan atas  kerusakan vyang timbul pada sungai dan
bangunan air menjadi tangpung jawab pengelola jalan.

Ayat (4)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Terbatas untuk pembangunan sarana dan prasarana umum, sebagai
berikut:
Sarana dan prasarana sumber daya air,
fasilitas jalan akses,
jembatan dan dermaga,
jalur pipa gas dan air minum,
rentangan kabel listrik dan telekomunikasi,
prasarana dan sarana sanitasi,
bangunan ketenagalistrikan,
sarana prasarana lainnya yang menunjang fungsi pengelolaan waduk
yvang membutuhkan lokasi di tepi waduk sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Huruf ¢
Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai berikut:
* KDB maksimum 10%;
* KDH minimum 80%;
* Tidak merusak fungsi kawasan sempadan sungai.
Huruf d
Syaratnya yaitu kegiatan peneliian dan  pengembangan  ilmu
pengetahuan; serta aktivitas budaya dan keagamaan tidak mengganggu
fungsi kawasan scmpadan waduk,
Huruf e
Kegiatan pariwisata dan olahraga di kawasan sempadan waduk, dibatasi
scbagai berikut:
s Tidak berupa bangunan permanen;
+ Tidak mengganggu kualitas air waduk; dan
s Aktivitas pariwisata tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk;
Huraf
Batasan untuk kegiatan pertanian di sempadan waduk, sebagai berikut:
* Tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk;
* HKegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tdak
mengurang kekuatan struktur tanah; dan
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¢ Tidak mengpunakan bahan kimia yang mampu merusak unsur air.
Huruf g
Batasan untuk kegiatan perikanan di sempadan wadulk, sebagai berikut:
« Merupakan tanah hak milik orang/perorangan atau Pemerintah yang
sah;
¢« Bukan mcrupakan katcgori bangunan; dan
« Tidak merusak fungsi kawasan sempadan waduk.
Huruf h
Svarat untuk kegiatan pertahanan dan keamanan di sempadan waduk tidak
menggangegu fungsi waduk/ embung.
Huruf
Cukcup jelas
Huruf j
Cukup jelas
Huruf k
Cukup jelas

Huruf 1
Cukup jelas
Huruf m
Cukup jelas
Huruf n
Cukup jelas
Ayat (5)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Yang dimaksud terbatas untuk sarana dan prasarana, sebagai berikut:

= Merupakan bangunan pendukung pengelolaan mata air;
= Jenis sarana dan prasarana vang tidak menimbulkan pencemaran,

tidak menyebabkan penurunan debit mata air dan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Huruf c
Pembatasan permukiman yang sudah ada sebelum peraturan daerah ini
ditetapkan, udak dapat menambah luasan bangunan.
Huruaf d
Jenis kegiatan budidaya tidak terbangun vang memiliki kemampuan tinggi
dalam menahan limpasan dan meresapkan air hujan dapat berupa
budidaya hutan, perkebunan, atau jenis tanaman hortikultura tertentu.
Huruf e

Batasan untuk pengembangan ruang terbuka hijau, sebagai benkut:

» KDB maksimum 10%;

« KDH minimum B0%;

s Pemilihan vegetasi yang melindungi tanah dari pukulan air hujan
langsung dan memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air kedalam
tanah;

s Dapat berupa perkerasan vang masih memilki kemampuan menahan
limpasan air; dan

 Tidak menggangpu keberlanjutan fungsi mata air.

Huruf

Kegiatan pariwisata di kawasan sempadan mata air, dibatasi sebagai

berkut:

= Tidak berupa bangunan permanen;

 Untuk kegiatan wisata yang Udak menvebabkan kerusakan mata air
dapat berupa wisata alam;

Mempertahankan penggunaan lahan aslinya;
Tidak mengubah struktur dan kemiringan lahan;




e Vegetasi vang melindungi tanah dari pukulan air hujan langsung dan
memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap air kedalam tanah,
Semakin pendek, kuat batang, rimbun, kecil daun, kuat-panjang-
banyak akar dan padat tanaman umumnya semakin baik.

« Aktivitas vang ada dalam kegiatan panwisata tidak mengganggu fungsi
kawasan.

Huruf g
Cukup jclas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal B9
Ayat (1)
Kawasan pertambangan mineral sebagai kawasan dengan ketentuan
khusus, merupakan potensi mineral bukan logam dan batuan berdasarkan
Surat Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah Nomor 543/7216 tanggal
13 Oktober 2020 perihal Data Usulan Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kabupaten Rembang,.
Dalam pemanfaatannya, peta kawasan pertambangan mineral harus
dilakukan analisis tumpang susun (overlay) dengan peta rencana pola ruang
untuk melihat ketentuan umum peraturan zonasinya.
Perizinan dan operasional kegiatan pertambangan harus sesuai dengan
peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Huruf a
Yang dimaksud bersyarat, sebagai berikut:
+ Menyesuaikan kondisi eksisting kegiatan vang telah ada terlebih dahulu
dan masih berlangsung;
* Mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
* Mempertimbangkan dampak lingkungan yang mungkin tmbul.
Huruf b
Kegiatan industri yang diizinkan dalam kawasan peruntukan pertambangan
mineral apabila adalah yang berkaitan dengan pertambangan dan/atau
sesuai dengan peruntukan pola ruangnva.
Huruf ¢
Cukup jelas
Huruf d
Pemanfaatan ruang setelah reklamasi sesuai dengan ketentuan umum
peraturan zonasi kawasan peruntukan dasar yang telah ditetapkan dalam
Rencana Pola Ruang, serta sesuai dengan peraturan perundangan vang
berlaku,
Huruf e
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Cukup jelas
Angka 3
» Zonasi Cekungan Air Tanah mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yvang berlaku.
s Terdapat kajian terhadap kegiatan pertambangan yang dimaksud,
agar tidak mengganggu fungsi kawasan imbuhan air tanah pada
Cekungan Air Tanah.




Angka 4
Pengaturan kegiatan pertambangan pada kawasan bentang alam karst
mengiloati ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku.
Angka 5
Cukup jelas
Angka 6
Cukup jelas
Angka 7
Cukup jelas
Angka B
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

* Penilaian pada periode selama pembangunan dilakukan untuk
memastikan  kepatuhan  pelaksanaan ketentuan KKPR  selama
pembangunan.

* Dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya dokumen
KKPE.

« Dalam hal pembangunan belum dilakukan hingga akhir tahun kedua,
penilaian pada periode selama pembangunan dapat dilakukan hingga
berakhirnya masa berlaku KKPR.

Huruf b

* Penilaian pada periode pasca pembangunan dilakukan untuk memastikan
kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan yang termuat dalam
dokumen KKPR.

= Dilakukan setelah pembangunan fisik mencapai 100% (seratus persen);
dan/atau 3 (tiga) tahun setelah diterbitkannya dokumen KKPR.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat [6)
Cukup jelas

Pasal 92
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas




Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 93
Ayat (1)
Culcup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Insentif fiskal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
Ayal (4)
Cukup jelas
Avat (5}
Culkup jelas
Ayat (6}
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Avat (5)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Avat (10)
Culkup jelas

Pasal 94
Ayart (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Insentif fiskal dilaksanakan oleh instansi yang berwenang.
Avat (4]
Cukup jelas
Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6}
Cukup jelas
Avat (7)
Cukup jelas
Ayat (B}
Culkup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Ayat (10)
Cukup jelas

Pasal 95

Ayat (1)
Cukup jelas

Avat (2)
Pendetailan dalam bentuk perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang
memuat pengaturan secara teknis dan operasional terkait lokasi, jenis
kegiatan, bentuk, besaran hingga mekanisme, serta waktu pemberian insentil
dan disinsentil yang dilakukan dalam 1 (kali) atau secara terus menerus
dalam jangka waktu tertentu, yang nantinya akan tertuang dalam Peraturan
Bupau.




Pasal 96
Avat (1)
Arahan sanksi administratifl ditetapkan berdasarkan:
a. Hasil pengawasan penataan ruang dan tingkat simpangan implementasi
rencana tata ruang meliputi:
1. Besar atau kecilnya dampak vang ditimbulkan akibat pelanggaran
penataan ruang;
2. Nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran
penataan ruang; dan
3. Kerugian publik yang dittmbulkan akibat pelanggaran penataan
ruang.
b. Kesepakatan antar perangkat daerah dan instansi yang berwenang; dan
¢. Peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.
Aval (2)

« Perbuatan tidak menaat RTR yvang telah ditetapkan yang mengakibatkan
perubahan fungsi ruang dan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan
Ruang dalam RTR, meliputi:

- Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki Kesesuaian HKegiatan
Pemanfaatan Ruang; dan/ atau

- Pemanfaatan Ruang vang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
Ketentuan wyang tercantum dalam muatan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan, seperti lokasi kegiatan, jenis kegiatan Pemanfaatan
Ruang, kocfisicn dasar bangunan atau kocfisien wilayah terbangun,
koefisien lantai bangunan, ketentuan tata bangunan, persyaratan
pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang, dan/atau ketentuan batas
sempadan

s Perbuatan menghalangi akses dapat berupa penutupan akses secara
sementara maupun permanen.

- Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum,
antara lain pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan/atau sumber daya
alam serta prasarana publik, sumber air, taman dan/atau raang
terbuka hijau, fasilitas pejalan kaki, lokasi dan/atau jalur evakuasi
bencana, dan/atau jalan umum lanpa izin pejabat yang berwenang.

-  Penutupan akses inl dapat mengakibatkan proses evakuasi masyarakat
dalam keadaan bencana menjadi terganggu.

Avat (3)

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk

basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi

suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata

Ruang.

Hurul a
Cukup jelas.

Hurufl b
Cukup jelas

Huruf ¢
Hasil audit Tata Ruang memuat miormasi ketidaksesualian antara
Pemanfaatan Ruang dan rencana tata ruang, baik vang terjadi setelah
penetapan peraturan tentang rencana tata muang maupun sebelum
penetapan peraturan tentang rencana tata ruang.

Huruf d
Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui
seluruh media, termasuk secara daring.

Avat (4)

Cukup jelas




Ayat (5)
Culkup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cutkupy jelas
Ayat (8)
Culkup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pa=n] G8
Cukup jelas

Pasal 99
Avat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas

Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Culkup jelas

Pasal 101

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 102
Ayat (1)
Culup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (2]
Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Inspektur pembangunan berwenang:

melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang;
meminta keterangan;
membuat salinan dokumen dan/atan membuat catatan yang diperiukan;
memasuki tempat atau lokasi tertentu;
memotret;

papoR




membuat rekaman audio visual,
memeriksa bangunan beseria prasarana dan sarana pendukungnya;
. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Tm

Pasal 104
Ayat (1)
Cukup jelas
Avat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4]
Cukup jelas

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5]
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 107

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Penataan lahan yang berimplikasi pada penjualan dan pengangkutan material
ke luar bidang tanah, kegiatan induknya harus sudah mempunyai kesesuaian
kegiatan pemanfaatan ruang dan/ atau izin terlebib dahulu

Avat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Ayat (7)
Cukup jelas

Ayat (B)
Cukup jelas




Pasal 108

Ayat (1)
Cukup jclas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 109
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Avat (3)
Cukup jelas

Pasal 110

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 111
Culkup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023
NOMOR |7p
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LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN
2023-2043

RUAS JALAN LOKAL PRIMER KABUPATEN REMBANG

1 | KALIORI- WIROTO 6,822
2 | MAGUAN - BATAS KAB,PATI 1,009
3 | TAMBAKAGUNG - DRESI KULON 2,424
l__'i MOJOREMBUN - SAMBIAN 2,097
5 | DRESI KULON - KARANGSEKAR 2,088
6 | PURWOREJO - KARANGSEKAR 1,822
7 | KARANGSEKAR - BANGGI 3,222
8 | BANYUDONO - PENGKOL 5,971
9 | WIROTO - NGANGUK 7,630
10 | SENDANGAGUNG - GRAWAN 5,575
11 | GUNUNGSARI - KUANGSAN 1,293
12 | SENDANGAGUNG - PENDEM (WARU| 2,499
13 | SEKARARUM - SEREN 9,065
14 KEDUNGASEM - TLOGOTUNGGAL a0
15 | KEDUNGASEM - MEGULUNG 1,818
16 | SEKARARUM - JATIHADI (BATAS KAB. PATI) 1,015
17 | SUMBER - JATIHADI 0,977
18 | JADI - SUMBER 2,554
19 | SUMBER - POLBAYEM 1,301
20 | KEDUNGASEM - SEKARSARI 1,000
21 | POLBAYEM - KEDUNGTULUB (PADAS) 1,220
22 | GRAWAN - POLBAYEM 5,256
KRIKILAN - RONGGOMULYO (BATAS KAB.

28| Srosan ' 4,700
24 | PONDOKREJO - SENDANGMULYO 2,046
25 | SENDANGMULYO - MLATIREJO 2,827
26 WARUGUNUNG - SENDANGMULYO 3,561
27 | CABEAN - KARANGASEM 4,023
28 | BAWANG - KARANGASEM 2,196
20 | NYIKARAN - PASEDAN 4,125
30 | PASEDAN - MANTINGAN 3,622
31 | LAMBANGAN WETAN - KARANGASEM 2,606
32 | SUDO - PONDOKREJO 5,880
33 | SEREN - SUDO 3,667
34 | KALIOMBO - SUDO 5,210
35 | LANDOH - SEREN 4,520
36 | LANDOH - KEREP - KEPOHAGUNG 7.748




37 | LANDOH - KUNIR 4,150
38 | JATIMUDO - SEGOROMULYO 5,607
39 | KARANGHAR.JO - KOROWELANG 2,260
40 | RUKEM - KOROWELANG 2,768
41 | KEREP - KETANGI 2,424
42 | SEKERAS - PRAGU 1,532
43 | JL. SLAMET RIYADI 2,405
44 | BESI - KEBONAGUNG 2,639
45 | BESI - PRANTI 3,324
46 | NGANGUK - NGADEM 2,310
47 | BAGEL - KEDUNGREJO 2,429
48 | BAGEL- BESI 1,586
49 | SUMBERJO - PULO 1,980
50 | JL. KS. TUBUN 0,660
51 | JL. SUMBERJO 0,938
52 | JL. SIDODADI 0,226
53 | JL. M. YAMIN 0,393
54 | JL. YOS SUDARSO 0,890
35 | JL. ACHMAD YANI 0,822
56 | JL. UNDAAN 0,470
57 | JL. PALEN 0,328
S8 | JL. KULIT 0,321
| 59 | JL. ERLANGGA 0,435
60 | JL. M.H. TAMRIN 0,615
61 | JL DAMPOAWANG 0,261
62 | JL. R. SALEH 0,250
63 | JL. DR. WAHIDIN 1,058
654 | JL. LUMBA-LUMBA 1,367
65 | JL. DORANG 0,277
66 | JL. NELAYAN 0,350
67 | JL. DR. SUTOMO 0,710
68 | JL. VETERAN 0,529
69 | JL. SETIABUDI 0,262
70 | JL. WR. SUPRATMAN 0,389
71 | JL. K.H. BISRI MUSTOFA 1,069
72 | JL. MOJOPAHIT 1,109
73 | JL. ASNAWI 0,243
74 | JL. K.H. A. CHAFID 0,247
75 | JL. KH, MANSYUR 0,270
76 | JL. P. SEDOLAUT 0,217
77 | JL. GATOT SUBROTO 0,407
78 | JL. HOS COKROAMINOTO 1,093
79 | JL. NOTOPROJO 0,500
B0 | JL. PAHLAWAN 1,198
81 | JL. ADIPATI HONGGOJOYO 0,750
82 | JL. SUKOHARJO 0.276




83 | JL. PESANTREN

84 | JL. BORDTUGEL

85 | JL. KABONGAN KIDUL

86 | JL. PIERE TENDEAN

87 | KEDUNGREJO - PASARBANGGI

88 | SRIDAD! - PADARAN

89 | TIREMAN - GEDANGAN

90 | KASREMAN - PUNJULHARJO

91 | KETANGI - SENDANGAGUNG

a2 BANYUURIP - JAPEREJO

93 | BANYUURIP - PAMOTAN

94 | KEPOHAGUNG - TEMPALING

95 | TEMPALING - SAMARAN

96 | TEMPALING - SIDOREJO

97 | PAMOTAN - TREMBES - SUNTRI

98 | BANGUNREJO - UKIR

99 | GAMBIRAN - UKIR

100 | TULUNG - SUMBERE.IO

101 | JAPEREJO - JOLOTUNDO

102 | BANGUNREJO - CANDIMULYO - NGULAHAN

103 | PAMOTAN - SIDOREJO (NJUMPUT)

104 | KADIWONO - PASUCEN

105 | PASUCEN - KAJAR

106 | PASUCEN - TEGALDOWO - SUNTRI

107 | GUNEM - TREMBES

108 | MOJOSARI - UKIR

109 | SUMBERMULYO - SUNTRI 8,350
110 | WONOKERTO - MRAYUN 2,299
111 [ MRAYUN -TAHUNAN 4,828
112 | BALE - MRAYUN 2,745
113 | MRAYUN - NGAJARAN - TAHUNAN 4,797
114 | SALE - BANCANG 2,299
115 | WONOKERTO - GADING 5,371
116 | TAHUNAN - BATAS KAB. BLORA 4,172
117 | SALE - TEGALGENENG 0,840
118 | BANCANG - BATAS KAB. BLORA 3,263
119 | BABAGAN - JERUK 5,607
120 | JL. DOROKANDANG 1,205
121 | JL. JOLOTUNDO 0,876
122 | JL. KARANGTURI 0,777
123 | JL. GAMBIRAN 0,471
124 | JOLOTUNDO - WARUGUNUNG - CRIWIK 5,128
125 | JL. SUMBERGIRANG 1,172
126 | LASEM - KAJAR 3,814
127 | JL. NGEMPLAK 1,097
128 | SELOPURO - SENDANGCOYO 4,685




129 | JL. SODITAN 0,210
130 | SODITAN - BABAGAN 0,872
131 | LASEM - DASUN 1,584
132 | JL. SAWAHAN 0,768
133 | JL. GEDONGMULYO 1,614
134 | JL. PASAR - GEDONGMULYOD 0,542
135 | JL. CARUBAN 0,825
136 | DASUN - SODITAN 1,164
137 | NGEMPLAK - WARUGUNUNG 0,980
138 | SENDANGASRI - GOWAK 3,524
139 | KAJAR - GOWAK 0,768
140 | JL. STASIUN 0,146
142 | PUNGGURHARJO - WUWUR - JOHOGUNUNG 4,620
143 | PANCUR - WUWUR 2,996
144 | SUMBERAGUNG - KUMBO 5,887
145 | SIDOWAYAH - NGROTO 2,495
146 | PANCUR - PANDAN 3,147
147 | TUYUHAN - JOLOTUNDO 2,474
148 | SLUKE - RAKITAN 4,514
140 | LABUHAN - PILANG 2,082
150 | KUMBOD - NGROTO 1,783
151 | SAMBONG - DADAPAN 1,996
152 | BOGOREJO - DADAPAN 2,374
153 | PACING - NGULAHAN 2,050
154 | GANDRIRE.ID - KUMBO 5,107
155 | SAMBIROTO - GALANTER 2,144
156 | KRAGAN - SEDAN 5,531
157 | GANDRIROJO - KEDUNGRINGIN 2,007
158 | KENONGO - MENORO 3,589
159 | SENDANGMULYO - DADAPAN 5,278
160 | KARAS - LODAN KULON 4,215
161 | KARANGASEM - GILIS 3,930
162 | SUMURTAWANG - WORO - SUMBERGAYAM 5,452
163 | PANDANGAN WETAN - TERJAN 3,913
164 | SUMURPULE - NARUKAN 1,360
165 | NARUKAN - SENDANG 2,964
166 | KENDALAGUNG - GUNUNGMULYO 3,160
167 | SENDANGWARU - KENDALAGUNG 5,647
168 | KALIPANG - LODAN WETAN 9,934
169 | KALIPANG - DADAPMULYO - NGLOJO 6,150
170 | DADAPMULYO - BABAKTULUNG - BATURNO 2,033
171 | BONJOR - SAMPUNG 2,507
172 | SAMPUNG - TAWANGRE.JO 2,700
173 | BATURNO - TEMPERAK 5,741
174 | KESAMBI - TPl KARANGMANGU 0,416
175 | UKIR - PAKIS 2,474




PANJANG RUAS

NO. NAMA RUAS JALAN (Km)
176 | MONDOTEKO - SEREN 3,553
177 | TENGGER - WONOKERTO 3,395
178 | SEGOROMULYO - SENDANGAGUNG 1,851
179 | SENDANGAGUNG - KARASGEDE 2,532

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ




RUAS JALAN LOKAL SEKUNDER DI WILAYAH KABUPATEN REMBANG

1 | PORDS TAMBAKAGUNG - TUNGGULSARI 1,332
2 | POROS METESEH - SEKARSARI 2,055
3 | PORDS JATIADI - SEKARSARI 0,818
POROS SAMBIYAN - SIDOMULYO - KEDUNG 4.059
4 | ASEM -
5 | POROS BOGOREJO — JADI 2,054
& | POROS KRIKILAN - LOGEDE 3,105
7 | POROS PELEMSARI 2,042
8 | POROS RANDUAGUNG - SUKOREJO 2,474
9 | POROS SUKOREJO 2,748
POROS KUANGSAN - BANGGI - —
10 | TLOGOTUNGGAL .
11 | PORDS KEDUNGREJO — PEDAK 0,746
12 | POROS PANDAK - SEKERAS 0,309
13 | POROS SRIDADI - KEREP 2610
14 | POROS TAWANGSARI - SIDOWAYAH 0,460
15 | POROS TAWANGSARI - SIDOWAYAH 1,182
16 | POROS GEGUNUNG KULON - TANJUNGSARI | 1,558
17 | POROS RSU - TIREMAN 1,255
18 | POROS GEDANGAN - KUMENDUNG 1,635
19 | POROS GEDANGAN - SRIDADI 1,557
20 | POROS KUMENDUNG - SRIDADI 0,886
21 | POROS PADARAN — KASREMAN 1,608
22 | POROS PASARBANGGI — PUNJULHARIO | 4,182
23 | POROS DOROKANDANG-BABAGAN 0,704
24 | POROS SUMBERMULYO - CABEAN KIDUL 1,209
35 | POROS JERUK - KARASKEPOH 1,543
26 | POROS DESA KARASKEPOH 0,772
27 | PORDS DESA PANCUR 0,789
28 | PORDS PANDAN - GEMBLENG MULYO 1,201
29 | POROS PANCUR - LANGKIR 0,955
30 | POROS LANGKIR - GEMBLENGMULYO 0.265
POROS GEMBLENGMULYO-
31 | PUNGGURHARJO 0,920
32 | POROS DESA POHLANDAK 0,671
33 | POROS PANCUR - WARUGUNUNG 0,681
34 | POROS NGEMPLAK - SELOPURO 1,521
35 | POROS DESA SELOPURO 0,719
36 | POROS SELOPURO - SENDANGASRI | 1,516
37 | POROS DESA SENDANGASRI 0,134
38 | POROS SELOPURO - SENDANGCOYO 3,575
POROS KAJAR - DK, NGEBLEK -
39 | NGARGOMULYO 2,479
40 | PORDS DESA SENDANG COYO 1,131
41 | POROS WARUGUNUNG - CRIWIK 4 340
42 | POROS NGULANGAN - BANYUURIP 2,458




E———

NAMA RUAS JALAN RUAS (Km)

43 | POROS DESA WUWUR 1,665
44 | POROS DESA KALITENGAH 0,732
45 | PORDS DK. PELEM (SENDANGASRI) 1,048
456 | POROS DESA GOWAK 2,329
47 | POROS BONANG - SRIOMEO 2,430
48 | POROS DESA BINANGUN 1,075
49 | POROS DESA LERAN 0,828
50 | POROS LERAN - JURANGJERO 1673
51 | POROS DESA TRAHAN — JURANGJERO 1,487
52 | POROS DESA PANGKALAN 0,778
23 | POROS DESA SLUKE 0,797
54 | POROS RONGGOMULYO - LOGEDE 3,204
55 | PORDS RAKITAN - BENDO 2,497
56 | POROS MAGERSARI - BANYUDONO 1,867
57 | POROS BLIMBING - BENDO 3,482
58 | POROS SENDANGMULYO - LABUHAN KIDUL | 1,348
59 | POROS BENDO - SENDANG MULYO 2. 646
60 | POROS DESA LABUHAN KIDUL 0,426
61 | POROS DESA GUNUNGSARI - BOGOHARJO 2,840
POROS SENDANG - WATUPECAH - 2685

62 | TANJUNGSARI '
63 | POROS DADAPAN - SIWALAN SUKUN 1,705
64 | POROS TANJUNGSARI - SENDANG 1,740
65 | POROS TERJAN - SENDANGMULYO 1,801
66 | POROS DESA KUMBO - SIWALAN SUKUN 2,855
67 | POROS DESA KUMBO - LEMAH PUTIH 0,746
68 | POROS BALONGMULYO - KARANGANYAR 5,004
69 | POROS DESA NARUKAN -KENDALAGUNG 3,390
70 | POROS SENDANG WARL 1,246
71 | POROS DESA GANDRI 0,422
72 | POROS DESA KENONGO - GANDRI 1,481
73 | POROS DESA KEDUNGRINGIN — JAMBEAN 2,288
74 | POROS KEDUNG RINGIN - MENORO 1,256
75 | POROS DESA MENORO 0,622
76 | POROS DESA SUKOREJO — GUNUNGSARI 1,837
77 | POROS DESA SIDOMULYO 2,342
POROS DK. KOPLOK, CANDIMULYO - 1453

78 | SIDOMULYO '
79 | POROS JAPEREJO - TEMPALING 2,990
80 | POROS DESA KARAS - SIDOMULYO 3,118
81 | POROS DESA KARAS - MOJOSARI 0,735
82 | POROS DESA WARU - MOJOSARI 2,493
83 | POROS KEDUNGDOWO - GESIKAN 2,258
84 | POROS DURU - LODAN KULON 1,240
85 | POROS LODAN KULON - BANGU 2647
86 | PORDS ROPOK (LODAN KULON) 1,075
87 | POROS LODAN KULON - LODAN WETAN 2,371




BR | POROS DESA LODAN WETAN 1,301
89 | POROS LENGKONG - LODAN WETAN 1,681
| 90 | POROS DESA BONJOR 1,173
91 | POROS NGOTET - KABONGAN KIDUL 2,660
92 | POROS DEMAAN - BANYUURIP 1,021
93 | POROS JAMBANGAN — PELANG 1,679
94 | POROS DESA PELANG - GILIS 0,773
95 | POROS GUNUNGMULYO - DADAPMULYO 1,215
96 | POROS GONGGANG-SUMBERMULYO 0,868
97 | POROS DESA GONGGANG - DADAPMULYO | 1,400
98 | POROS DESA SUMBERMULYO 0,948
00 | POROS PANCUR - TUYUHAN 1,150
100 | POROS TANJUNGAN - KALIPANG 1,132
101 | POROS PAMOTAN - DUKUH SRIDADI 0,686
102 | POROS KEMADU - LAMBANGAN WETAN 1,853
103 | POROS BATURNO - BABAKTULUNG 0,499
104 | POROS KEBLORAN - SUMBERMULYOQ 2.288
105 | POROS SENDANGMULYO — BANOWAN 0,810
106 | POROS DESA BAJINGJOWO 1,700
107 | POROS DK. NGEDENG, KARAS 0,620
108 | POROS DESA DOWAN - PAKIS 2,571
109 | POROS DESA BITINGAN 2,238
110 | PORDOS DOWAN 0,530
111 | POROS WONOKERTO - TUDER 0,740
112 | POROS DESA WONOKERTO 0,652
113 | POROS DESA SALE 0,147
114 | POROS KULUTAN ~-TREMBES 2,944
115 | POROS DESA JOHO - JINANTEN 1,830
116 | POROS DESA JINANTEN - MRAYUN 1,323
117 | POROS DESA RINGIN - TEMPALING 2,431
118 | POROS KENDALAGUNG - KRAGAN 1,296
119 | POROS TLOGOMOJO — SRIDADI 1,323
120 | POROS DESA NGAJARAN 1,071
121 | POROS DESA NGAJARAN — BANCANG 2,666
122 | POROS DESA BANCANG — MRAYUN 1,135
123 | POROS DESA GADING 0,531
124 | POROS DESA TAHUNAN - SEMEN 0,554
125 | POROS DESA TAHUNAN 4,823
126 | POROS DESA TAHUNAN — GADING 1,274
127 | POROS DESA SLUKE - PANGKALAN 1,118
128 | PORDS DESA JINANTEN 0,352
129 | POROS TEGALDOWQ - DOWAN 1,773
130 | POROS DESA TELGAWAH - SIDOMULYO 1,594
POROS DESA SENDANGMULYO -
131 | SIDOMULYO i
132 | POROS DESA DEMAAN — PANOHAN 1,361




PANJANG
NO. NAMA RUAS JALAN RUAS (Km)
133 | POROS DESA MEGAL - DEMAAN 3,114
134 | POROS DESA SIDOMULYO - NGEMPLAK 1,934
135 | POROS KULUTAN - SIDOMULYO 1,127
136 | POROS JOHO - NGEMPLAKRE]O 0,789
137 | POROS TEMPALING - NGEMPLAKRE]JO 0,752
138 | POROS DESA MLAGEN - JOHO 3,399
139 | POROS DESA KUNIR 0,967
140 | POROS DESA BANYUURIP 0,619
POROS DESA NGULAAN - LAMBANGAN
141 | WETAN 2,992
142 | POROS DESA RANDUAGUNG 1,435
143 | POROS DESA MENORO - MOJOKERTO 1,422
144 | POROS DESA WETON - TURUS GEDE 0,776
145 | POROS SENDANGAGUNG - DOROPAYUNG 1,920
146 | POROS SUMBERAGUNG -GEMBLENGMULYO | 2,911
147 | POROS KOROWELANG - MLAWAT 2,776

BUPATI REMBANG

ttd

ABDUL HAFIDZ
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LAMPIRAN IX

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG

NOMOR £ TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN
2023-2043

DAERAH TRIGASI KABUPATEN REMBANG

Lokasi Luas Areal

No Nama D.I. Dot K ﬂ:;:lrn
1 | Bd. Kedung Sapen Jatihadi Sumber 50
2 | D.I. Bd. Jatihadi Jatihadi Sumber 39
3 | D.I Bd. Gayam Logede Sumber 45
4 | D.I. Bd. Tlogotunggal Tlogotunggal Sumber 500
5 | D.I. Bd. Majasem Kedungasem Sumber a5
6 | D.I. Emb. Kedungwatu | Kedungasem Sumber 45
7 | D.I1. Emb. Sering Randuagung Sumber 50
8 | D.I. Emb. Megulung Megulung Sumber 50
9 | D.I. Emb. Pelemsari Pelemsan Sumber 25
10 | D.I. Emb. Sumber Sumber Sumber 30
11 | D.I. Emb. Ronggomulyo | Ronggomulyo Sumber 60
12 | D.I. Emb. Sekarsari Sekarsari Sumber 30
13 | D.I. Emh. Ngrandu Tlogotunggal Sumber 25
14 | D.I. Emb. Jadi Jadi Sumber 10
15 | D.I. Bd. Mojorembun Mojorembun Sumber 45
16 | D.I. Emb. Padas Jatihadi Sumber 35
17 | D.1 Bd, Maguan Maguan Sumber 49
18 | D.I. Cd. Jatihadi Jatihadi Sumber 40
19 | D.I Emb. Keso Tlogotunggal Sumber 20
20 | D.I Emb. Logung Logung Sumber 20
21 | DI Emb. Krikilan Krikilan Sumber 15
22 | D.I. Bd. Babadan Babadan Kaliori 589
23 | DI Bd. Pengkol Pengiol Kaliori 267
24 | D.I. Bd. Pentil Gunungsari Kaliori 775
25 | D.I. Bd. Sembiyan Sembiyan Kaliori 30
26 | D.I. Bd. Mujur Mojowarno Kaliori 40
27 | DI Bd. Sumurasin Dresikulon Kalion 45
28 | D.I. Emb. Kalipang Sidomulyo Kaliori 10
29 | D.I. Emb. Sidomulyo Sidomulyo Kaliori 10
30 | D.I. Emb. Meteseh Meteseh Kaliori 50
31 | D.I. Emb. Wiroto Wiroto Kaliori 141
32 | D.I. Emb. Cendonao Wirata Kaliori 30
33 | D.I. Emb. Tambakagung | Tambakagung Kaliori 83
34 | D.I. Emb. Gunting Tambakagung Kaliori 55
35 | D.I. Emb. Pengkol Pengkol Kalion 50
36 | D.I. Emb. Kliteh Bogoharjo Kaliori 50
37 | D.I. Emb. Gingsir Sidomulyo Kaliori 40
38 | D.I. Emb. Sambiyan Sambiyan Kaliori 45




- Lokasi . Luas Areal
No Nama D.L — K : ﬂniw
39 | D.I. Emb. Babadan Babadan Kaliori 30
40 | D.I. Emb. Bogoharjo Bogoharjo Kaliori ! 20
41 | D.I. Emb, Dresikulon Dresikulon Kaliori i 25
42 | D.I. Emh. Sidomulyo 2 | Sidomulyo Kaliori ,' 15
43 | D.l. Emb, Meteseh 2 Meteseh Kaliori 12
44 | D.l Tambak Agung 2 Tambakagung | Kaliori 23
45 | D.I. Sb. Dongbulu Pasedan Bulu 52
46 | D.I. Sb. Kajar Pasedan Bulu 45
47 | D.1. Sb. Gondang Pasedan _Bulu 30
48 | D.I. Sb. Kebon Mantingan . Bulu 15
49 | D.I. Sb. Dawe Mantingan _Bulu 10
50 | D.l. Bd. Kedungsemar | Sendangmulyo | Bulu 101
3l | D.l. Bd. Ngor Jukung Bulu 64
52 | D.l. Bd. Bulu Pasedan . Bulu 44
53 | D.I. Bd. Pakelberuk Pasedan Bulu 35
54 | D.I. Bd. Jatigrowong Pasedan Bulu 50
55 | D.I. Bd. Jurangan Pasedan Bulu 25
56 | D.I. Bd. Simoturun Karangasem Bulu 252
57 | D.I. Sb. Taban Bulu Bulu 15
58 | D.I. Sb. Mudal Bulu Bulu 20
59 | D.I. 8b, Dukoh Mantingan Bulu 3
60 | D.I. Sb. Jambon Kadiwono Bulu 23
61 | D.I. Sb. Condro Pinggan Bulu 20
62 | D.I. 5b. Tapaan Karangasem Bulu 14
63 | DI 5b, Agung /Kebon | Karangasem Bulu 12
64 | D.I. Bd. Jambeyan Bulu Bulu 10
65 | D.I. Bd. Jukung Jukung Bulu 7
66 | D.l. Bd. Kedungkuran Jukung Bulu 7
67 | D.I. Bd. Segodek Jukung Bulu 10
68 | D.I. Bd. Goa Kadiwono Bulu 25
69 | D.I. Bd. Dirjan Ngulakan Bulu 7
70 | D.I. Bd. Kedungdoro Pasedan Bulu 15
71 | D.I. Bd. Selayar | Pasedan | Bulu a5
72 | D.I Bd. Sepengknk Pasedan | Bulu 15
73 | D.I Bd. Ungkal Pasedan | Bulu 35
74 | D.l. Emb. Pucung sendangmulye | Bulu o0
| 75 | D.I. Emb. Punggul Pinggan Bulu as
76 | D.l. Emb. Warugunung | Warugunung Bulu | 52
77 | D.l. Emb. Pinggan Pinggan Bulu 30
78 | D.l. Emb. Bulu Bulu Bulu 44
79 | D.I. Bd. Ngampo Sridadi Rembang | 310
80 | D.l. Emb. Kasreman Kasreman Rembang 355
D.l. Emb. Padaran/
81 | Tlogomaojo Padaran Rembang 60
B2 | D.I. Emb. Kumendung @ Kumendung Rembang 102
83 | D.I. Emb. Rondo | Turusgede Rembang 32
84 | D.I. Emb. Tireman Tireman Rembang 40
85 | D.l. Emb. Brogo Kasreman Rembang 25
| 86 | D.I. Emb. Swaduk Kasreman Rembang 100




Lokasi Luas Areal
No Nama D.L Desa Wit ﬂnl;n;-n
87 | D.I. Emb. Selayur Padaran Rembang 57
B8 | D.I. Emb. Ngotet Ngotet Rembang 38
89 | D.I. Emb. Ngadem Negadem Rembang 35
90 | D.I. Emb. Seren Seren Rembang 27
91 | D.I. Emb. Kalicempuk Punjulharjo Rembang 28
92 | D.I. Emb. Sridadi Sridadi Rembang 435
93 | D.I. Emb. Besi Kedungrejo Rembang 8
o4 | D.I. Emb. Mondoteko Mondoteko Rembang 31
95 | D.I. Emb. Pasarbanggi Pasarbanggi Rembang 50
96 | Emb. Tlogomaojo | Nggarang Rembang 35
97 | D.I. Bd. Pomahan Pomahan Sulang 64
98 | D.l. Emb. Kerep Kerep Sulang 35
99 | D.I. Emb. Jatimudo Jatimudo Sulang 25
100 | D.I. Emb. Kaliombo Kaliombo Sulang 4
101 | D.I. Emb. Landoh Landoh Sulang 25
102 | D.I. Emb, Kemadu Kemadu Sulang 50
103 | D.I. Emb. Pranti Pranti Sulang 15
104 | D.I. Emb. Pedak Pedak Sulang 13
105 | D.I. Emb. Rukem Rukem Sulang 12
106 | D.1. Bd. Sidowayah Sidowayah Pancur 465
107 | D.1. Bd. Pasar Kalitengah Pancur 31
108 | D.I. Bd. Npulangan Ngulangan Pancur 80
109 | D.I. Bd. Ngaglik Punggurharjo Pancur 40
110 | D.I. Bd. Tumbun Gemblengmulyo | Pancur 42
111 | D.1. Bd. Bogoran Pandan Pancur 196
112 | D.1. Bd. Warugunung Warugunung Pancur o4
113 | D.I. Bd. Talang Warugunung Pancur 69
114 | D.I. Bd. Pakis Warugunung Pancur 13
115 | D.I. Sb. Belikkembar Sidowayah Pancur 12
116 | D1, Sb. Ngroto Ngroto Pancur 33
117 | D.1. 8b. Kedungruah Warugunung Pancur 25
118 | D.I. Sb. Sumberagung Sumberagung Pancur 36
119 | D.I. Sb. Soco Kalitengah Pancur 6
120 | D.I. Bd. Druju Johogunung Pancur 35
121 | D.l. Bd. Kalenpadas 1 Johogunung Pancur 10
122 | D.I. Bd. Serundan Johogunung Pancur 25
123 | D.I. Bd.Ledok Trenggulunan Pancur 25
124 | D.I. Bd. Kedunglaban Trengeulunan Pancur 30
125 | D.I. Bd. Kedunglinting | Kalitengah Pancur 8
126 | D.I. Bd. Kedungkamal Kalitengah Pancur 15
127 | D.I. Bd. Brogo Pancur Pancur 25
128 | D.I. Bd. Banyuurip Banyuurip Pancur 13
129 | D.1. Bd. Wuwur Wuwur Pancur 28 _
130 | D.I. Bd. Grenjeng Trenggulunan | Pancur 15
131 | D.I. Sb. Kajar Kajar Lasem 15
132 | D.I. Bd. Gayam Ngemplak Lasem 113
133 | D.1. Bd. Patiyan Sendangasn Lasem 66
134 | D.1. Bd. Bebeg Sendangasri Lasem 126
135 | D.I. Bd. Janggan Sendangasri Lasem 135




Lokasi Luas Areal
No Nama D.L. Dk = P w
136 | D.1. Bd. Gepuro Selopuro Lasem 50
137 | D.1. Bd, Keben Sriombo Lasem 9
138 | D.I. Bd. Bedol Binangun Lasem 62
139 | D.I. Bd. Seweru Ngemplak Lasem 45
| 140 | D.I. Bd. Sambong Binangun Lasem 40
141 | D.I. Bd. Sendangcoyo Sendangcoyo Lasem 10
142 | D.I. Bd. Tulis Selopuro Lasem 20
143 | D.I. Emb. Binangun Binangun Lasem 18
144 | D.I. Sb. Brubul Pamotan Pamotan 8
145 | D.I. Bd. Mudal Pamotan Pamotan 197
146 | D.I. Bd. Ngulakan Ringin Pamotan 132
147 | D.I. Bd. Tulung Ringin Pamotan 71
148 D.I Bd. Gembul Sumberjo Pamotan 93
149 | D.I. Bd, Samaran Samaran Pamotan 43
150 | D.I. Embung Sum Samaran Pamotan 60
151 | D.I. Emb. Pragen Pragen Pamotan 18
152 | D.I. 8b. Nglongko Bangunrejo Pamotan 16
153 | D.I. Bd. Nglentung Gambiran Pamotan a5
154 | D.I. Bd, Ketangi Ketang Pamotan 30
155 | D.l. Cd. Pule Sumbangrejo Pamotan 30
156 | D.I. 5b. Nglodro Suntri Gunem 19
157 | D.I. Sb. Dowan Dowan Gunem 20
158 | D.I. Sh. Kajar Dowan Gunem 10
159 | D.I. Bd. Panohan Panchan Gunem 381.45
160 | D.I. Bd. Taban Telgawah Gunem &l
161 | D.I. Bd. Dukuh Trembes Gunem 10
162 | D.I. Emb. Precet Trembes Gunem 124
163 | D.I. Emb. Suruhan Trembes Gunem 15
164 | D.I. Emb. Pasucen Pasucen Gunem 20
165 | D.I. Sb. Taban Sidomulvo Gunem 13
166 | D.I. 5b. Soco Sendangmulye | Gunem 22
167 | D.I. Bd. Kesambi 1 Trembes Gunem 80
168 | D.I. Bd. Kesambi 2 Gunem Gunem 75
169 | D.I. Bd. Goak Gunem Gunem 90
170 | D.I. Bd. Kemedu Trembes Gunem S0
171 | D.I. Emb, Gunem Gunem Gunem 14
1172 | D.I. Emb, Kuti Gunem Gunem 30
173 | D.I. Emh. Dukoh Trembes Gunem 45
174 | D.I. Emb. Tegaldowo Tegaldowo Gunem 54
175 D.I, Emb. Telgawah Telgawah Gunem 26
D.l. Emb.
176 | Sambongpayak Sambongpayak | Gunem 15
177 | D.1. 8b. Brubulan Tahunan Sale 178
178 | D.l. Bd. Semen Gading Sale 264
179 | D.l. Bd. Kemlokokerep | Tengper | Sale 45
180 | D.1. Bd. Beran Tengger Sale 17
181 | D.I. Bd. Baraan Sendangmulyo | Sale 56
182 | D.L Bd. Pengaron Sendangmulyo | Sale 20
183 | D.I. Bd. Penewen | Wonokerto Sale 51




Lokasi | Luas Areal
No Nama D.I. Desa K | nn{;:nn
| 184 | D.1. Bd. Terongan Wonokerto Sale 68
185 | D.I. Bd. Genuk Ngajaran Sale | 35
186 | D.I. Bd. Bancang Ngajaran Sale ! 100
187 | D.1. Bd. Pengilon Rendeng Sale 76
188 | D.I. Bd. Blumbang Ulkir Sale 43
180 | D.I. Bd. Tambakboyo Sale Sale 35
190 | D.1. Bd. Gempol Jinanten Sale 38
191 | D.I. 5b. Pacing Pacing Sedan | 10
192 | D.1. Bd. Sulo Kenongo Sedan | 253
193 | D.I. Bd. Sambiroto Sambiroto Sedan | 85
194 | D.I. Bd. Buloh Karas Sedan 635
195 | D.I. Bd. Grasak Sambong Sedan 45
196 | D.1. Bd. Ngepreh Sambong Sedan 7
197 | D.1. Bd. Bojo Sidomulyo Sedan 102
198 | D.I. Bd.Jenggreng Sidorejo Sedan 43
199 | D.I. Bd. Kopen Sambong Sedan 129
200 | D.I. Bd. Sambong Sambong Sedan 40
201 | D.I. Bd. Pacing Pacing Sedan 52
202 | D.1. Bd. Pengapus Karas Sedan 12
203 | D.I. Bd. Ngelo Karas Sedan 15
204 | D.I. Bd. Ploso Menoro Sedan 50
205 | D.I. Bd. Kedungringin Kedungringin Sedan 30
206 | D.I. Bd. Dadapan Dadapan Sedan 75
1207 | D.1. Bd. Gandri Bogorejo Sedan 68
208 | D.1. Sh. Kedungling Lemahputih Sedan 30
209 | D.I. Bd. Plangkiran Karas Sedan 20
210 | D.I. Bd. Unghkal Karas Sedan 35
211 | D.I. Bd. Ngedeng Karas Sedan | 60
212 | D.I. Bd. Menoro Menoro Sedan ; 85
213 | D.l. Emb.Sidomulyo Sidomulyo Sedan | 18
214 | D.I. Emb. Candimulyo | Candimulyo Sedan | 34
215 | D.I. Bd. Jambeyan Tanjungsari Kragan 165
216 | D.I. Bd. Woro Waoro Kragan 101
217 | D.I. Bd. Kedungrumpit | Sudan Kragan 324
218 | D.I. Bd. Sekijing Kragan Kragan 273
219 | D.1. Bd. Gede Terjan Kragan 59
220 | D.1. Bd. Pule Terjan Kragan B5
221 | D.I. Bd. Terjan Terjan Kragan a0
222 | D.L Bd. Ngetuk Sendangwaru Kragan 136
223 | D.I. Bd. Pelem Sendangmulyo | Kragan 40
224 | DI Bd. Sumurtawang | Sumurtawang | Kragan 125
225 | D.I. Bd. Narukan Narukan Kragan 50
226 | D.1. Bd. Sebale Narukan Kragan 30
227 | D.I. Bd. Kenong Sumbersari Kragan 25
228 | D.I. Bd. Giyok Tanjungan Kragan 35
229 | D.I. Bd. Mojokerto Mojokerto Kragan 250
230 | D.I. Emb. Kendalagung | Kendalagung Kragan 114
231 | D.I. Bd. Dongan Waoro Kragan 50
232 | D.1. Bd. Plawangan Plawangah Kragan a0




LoKkasi Luas Areal
No Nama D.I. Oncoran
Desa Kecamatan (Ha)

233 | D.I. Bd. Petit Sumurtawang Kragan 60
234 | D.I. Bd. Ceper Tanjungan Kragan 140
235 | D.I. Emb. Tanjungan Tanjungan Kragan 138

D.I. Emb. Sumur
236 | Tawang Sumurtawang Kragan 125
237 | D.I. Emb. Sumurpule Sumurpule Kragan 203
238 | D.I. Bd. Cangaan Baturno Sarang 129
239 | D.I. Bd. Bonjor Bonjor Sarang 297
240 | D.I. Bd. Kramat Babaktulung Sarang 197
241 | D.I. Bd. Putat Sendangmulyo Sarang 73
242 | D.I. Bd. Tawangrejo Tawangrejo Sarang 29
243 | D.I. Bd. Banowan Banowan Sarang 206
244 | D.I. Bd. Ropoh Lodankulon Sarang 25
245 | D.I. Emb. Kasur Temperak Sarang 190
246 | D.I. Emb. Lodan Lodanwetan Sarang 380
247 | D.I. Bd. Bangkle Tawangrejo Sarang 30

D.I. Bd. Rondan
248 | Gandeng Banowan Sarang 100
249 | D.I. Emb. Kalipang Sidomulyo Sarang 29
250 | Emb. Grawan Bajingjowo Sarang 23
251 | D.I. Emb. Pelang Pelang Sarang 60
252 | D.I. Bd. Wunut Jurangjero Sluke 79
253 | D.I. Bd. Trahan Trahan Sluke 76
254 | D.I. Bd. Dalem Sluke Sluke 182
255 | D.I. Bd. Sono Manggar Sluke 45
256 | D.I. Bd. Suruhan Blimbing Sluke 36
257 | D.I. Bd. Jambu Sendangmulyo Sluke 25
258 | D.I. Bd. Gebang Sendangmulyo Sluke 87
259 | D.I. Bd. Bendo Bendo Sluke 20
260 | D.I. Sb. Mrican I Bendo Sluke 28
261 | D.I. Sb. Dursumber Bendo Sluke 17
262 | D.I. Sb. Bulan Sanetan Sluke 28
263 | D.I. Bd. Nyudan Sanetan Sluke 20
264 | D.I. Bd. Manggar 2 Manggar Sluke 30
265 | D.I. Emb. Gedari Sanetan Sluke 25
266 | D.I. Emb. Grawan Grawan Sumber 10
267 | D.I di wilayah

Kabupaten Rembang
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LAMPIRAN X111

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN
2023-2043

TABEL INDIKASI PROGRAM UTAMA JANGHKA MENENGAH LIMA TAHAP KESATU DAN TAHAP KEDUA
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2023-2043

Rencana

FPerwujudan Sistern Pusat Permukiman

=g preern

Ferwujudin Pusat Kegutan Lokal (PKL)

Kegiatan Lokal [PKL|

w

Kecamatan Lascm

a Fenguatan PSU [Prasaranas, » Kecsmatan Bembang AFBDY, AFBN | « Urusan Pémerintahan Bidang
Sarana, dan Uilitas Cmoem) » Kecamatan Lasein Pekerjaan Umum dan Peoatasn
wilayah skala pelayanan Ruamg
hingga satu kabupuicn » Urusan Pemerintahan Bidang

Penimahan dan Kawassn
Permu kiman

I Pengembangan PSLT s Kecamatan Rembang APHHN, APRLDY | & Unisesh Pemerintahan Bidang
(Prasarana, Sarana. dan s Kersmutzan Lanem Pekerjann Umum dan Penataan
Uhilitas Umuwm| wilsvah skala Rusng
pelayanan hingga satu » Urusan Pemerininhan Bidang
kalmpaten atn beberapa Perumithan dan Kawasan
krcamatan Frrmu kiman

L Penyusunan RITE Pogn s Kecasatan RTm‘u&ng APRN, APED | » Urusan Pemerinlahan Bicang

F'rh-rqu.u.n Vmum dan Penotoan
Rusng




Pusal Kegkatnn
Kegatan Witayah (PEW]

= Kecamaian Rembang

s Urusan Pemerimlahan Belang
Pelrrjaan Umum dan Penotaan

E‘I.II:IHE

Perwujudan Pusst Pelwanan Kawasan (PPG

Kecamniann Sulang
Kecamilan Sarang
Kecamalan Pamatan
_Recnatan Kaliogl

& Penguatan PSU (Prasarana, » Kecamatnn Kragan AFBHN, APBD | » Urusasn Pemerintaban Bading
Samana, dan Unilitas Umuam) » Ketamatan Sluke Pekerjnan Umum dun Penotaan
wilayah skala pelayanan salu | « Hecamatan Sale Ruang
hingga belerapa kecamalan | s Kecamatan Sulang o Urusan Pemerintahan Balang

s Kecamatan Sarsng Penumahon dan Rewasan
» Kecamustan Famotan Prrmukiman
s Kecamalan Kalor

b Pengembangan P50 = Kecunatan Krngnn AFHEN. AFBLD | » Urusan Pemerintahan Bidang
(Prasmrang, Sarnnn, doan & Koramatan Sluke Pekerjnnn Umum dan Penataan
nibtme uIII!.IIII.i Iﬂﬂ}ﬂh eknln o Kecamslnn Sale H'-IHI'I-E
pelayanan satu hingga o Kocumatan Sulang » Ursan Pemerintahan Bideng
beberapa kecameatan o Knramaton Sarang Perumahan dan Kawassn

# Heramatan Pamotan Permukiman
» Recamatan Kaliarn

4 PFerpyusunan REFTR Pussi » Kreamatan Kragan APEN, AFELY | Urusan Pemerintalun Bidang

Pelayanan Eawasan [PPR] s Kecamatan Shike Pekerjann Umiam den Penataoan
» Kecumatan Sale Fuang
=

1.3

Perwujudan Pusal Pelayanan Lngkungan (PPL]




i Fenguatan FEU [Presarana. & Keramatan Kragan AFHLD s Urusan Pemetiniahan Hadang
Sarmna, dan Utlitas Dmum) s Kecamatan Sluke Pekerjaan Umum den Penatmsn
wilayah skaln ) s Ercamaian Sumber Huang
hingga boberapa dess g, T P SR 1T, = Urusin Pomerintalos Bidang

s Kecamatan Sulang Perumahan dan Kosasan
o Kecamaian Sarang Permukiman

s Kecamatan Pamolan

o Kevamatan Ralion

o Keramatan Bulu

e Kecamatan Qunem

o Ricamalan Sedan

s Kecamatan Papcur

b Pengembmngan PSLU s Kecamatar Kragsn APHN, AMBD | o« Urusan Pemerimtaban Bidang
(Prasarmnm, Sarana, dan e Kecamatan Slhoke Pekerjnan Umum dian Peosbaan
Utilitns Umum) wilvyah skala | « Kecamaran Sumber Husg
pelayanan hingga beberapa o i ke mhinc Hals & Urusnn Pemermtaban Bidong
tlesin « Kecomatan Sulang Perumahan dan Kawasan

& Kreimmalnn Sarang Pesmu kiman
# Recamatan Pamotan

s Wevamaton Kallor

& Kecamatan Bulu

¢ Kecamatan Gunem

s Keramalan Sedan

# Kecamatan Pancuir

F Ferwupuidan S@Etem Jaringan Prisisrar

4.1 Perwujuilan Ssicm Jaringan Transporias

2L Perwujuidan Seicm Jaringan Jalan

L] Pengem bangan jalan arten = Bp 3 Lingkar Paii Timur - His APHN = Urisnn Prmerintahan Bidong
primies Knta Rembang Pekengnan Umum dan Penalaan

L Untumg Suropiti
JL [panegooo
JL Sudrman

Bis. Kota Rembang - Bulu (His,

Prov. Jmlm)
Jalan ingkar Bembang - Lasem

Ruang
& Urusan Pemerintnhan Hidang
Perhubangan




Pengembangan jakan kolekicr | « Jin, Kartmi; APHD » Unisan Femerintahan Balang
primier s Jin, Pemoda Prowin=a, Pekenjnan Umom den Prostast
s Jdalan Toeman-Japeregn, APBD Runng
» Jalan Sulang-Kokilan; habupaten # ltusan Pemermiahan Bidang
w lalan Sulang-Banyuarip: Perhubungan
e Jalan Sidemubo-Sedan
e Jalan Sedangapung-Npoted:
s Jalan Selkararum-Kokilan;
o Jolan Sedan-Sedan Lodan,
o Jalan Sarang-Honjor|
v Jalan Fasar Penthungan-
Senddangupung;
v Jalan Pancdangan-Sidoerego,
e Jalan Mgoici-Tircman,
e Jalas Lodid-Blonjer
s Jalon Lasem-Sale (His. Prov. Joawe
Tlerur),
# Jalan Raras-Sidorepo;
e Jalan Japerep-Pamotan;
» Jalan Dres-Sekanarsinm,
» Jfalan Banyuurp-Pamotan;
= His Kota Rembang - His, Kah.
Hlorn/ Rembang, dan
= His Kab Blore/Rembang - Bis.
Kot Blsra,
Pengembmmgan jalan. okl & Sahiri Ll APHI & Urnsan Pemerintahan Hidang
primes Prowinsl, Pelkerjaan Umum dan Penataan
APHBD Huoang
» Urusan Pemeriniahan Bidang
Perhubuingan
Pergembinngan jakan lojoal = Heluruh kecamatan AFRD s Urusan Pemerintuhan Hiding
seloance Frovinsi, Pekerfain UWmum dan Penataan
APRID Huanng

= Urusan Pemerintahan Bidang
Perhubungan




I Fengombangan jmlan - Hm]ﬂjﬂ; pﬂ'muk,l.mm di seluruh | AFBL, & Urusan Pemermtahan Eull.nﬁ
lingloungan prune kecanatan AFADes Perumahan don Kawasan
# Russ jalan  dess o sehoah Permmuslimian
krramatmn
g Pengemisangan jalan Ruas jalan perumahan i seloruh APHLY, » Urisan Pemermtatian Bidang
lingkungan sekunder kecaamntan APBDes Perumahan dan Kawasan
P kimian
h Penpembangan jalan khusus # Kecamatan Hembang APBN » Urusan Pemecintalian Bidang
s Keamatan Lassm AFBD Pekerjuun Umum dan Penataan
Bwasia H“lﬂE
# Urusan Pemenminhan Bidang
Perumnhisn dan Ko mnn
Permi kominn
» Urusan Pemenntatian Bidang
Partuisate
ey L Py » Urussn Bidang Transmigrasi ¥
t Fem bangunan dan Jalan 1ol Demalk - Tuban APBN, APHD | » Urusan Pemeriniahan Bidang
pemeiharaan @lan tol Provimsi, Pelkerjaan Umum dan Fenataan
Swasta Ruang
& Uruspn Pemerintabnn Didang
Pechubuingan
i Pengembangan BTH jahar » Puls jalan APHN, APRD # Urusan Pemerintnhan Bidang
hypau jalan » Mreidian jalan Prowins:, Pekerjpan Umum dan PFenataan
» Jalur pejalan kaki AFBD Ruang
Kl paten, # Urusan Pemermiahan Bidang
Swasta Perurmaban dan Knwossan
B R e L P TR T mm
k Pesinghcatan terminal Keramatan Eembang Urusan Pemerlstitu Bidang
penumpang tipe B mengndi Perhubungrn
terminal penumpang tipe A . || | B
I Pemigrm bargan feeminal Kecamnaban Lasem AFHDY ruxsn Pemerintahnn Badang
penumpang lipe H Pravina _Perhubungan




Pepg e baggian Dermstiasl e Hecamatan Sumber Drusas Pemnerinlahan Bidang
peEnumpang tipe © & Keramaton Bulu Perhubiingan
s Kecomaotan Kalsori
» Kecomaion Sulang
¢ Krcamatan Gunem
& Kecamatan Pamotan
# Krecamatan Panour
& Kecamalnn Rembeang
# Ercamatan Sarang
# hecamalan Lasem
# Krecamalan Shake
* Kecmmlng Scdan
* Kecumatan Kragan
& Kecomalon Bals o
m Pengimbangnn termmal s Kecamatan Kaliee APFEN, APFHD | « Urnsen Pemernntaban Bidang
barang # Eeitamatan Sarang Ferhubungan
= Kecmnabon Lasem = Urusan Pemerintahan Bidang
* Kecamalan Sulung J o
p Pemelikaraan jembatan Kecamatan Sarang APAD Urusan Pemerintahan Bidang
tienhang Prowms, Perhubungan
APHED
- e T—— | Kalrupaton
1 Pengembangan HTH fungss s Terminal APHN, APAD Urusan Pemermiahan Bidang
irriening = Jembatan tmbang Provene, PFerumahan dan Kawasan
APED Permukiman
Kabupaten
212 | Perwujudan Sistem Janngan Kereta Apt - —
A Pengembangan jarngan jahic | = Seluroh kecamatan APHN Urusan Pemermishan Bidong
Eereta apl antarketia Perhubungan
ks Progembeingan dan #® Recamaian Bembsang APHN Unusan Pemsrintalian Bielang
prmeliharnon stnsiun & Kecmmatan Lasem Perhubungan
PETTHER A & Kecamaton Shike
&  Kecomuian Bnrn\i s
[ Pembanginan dan Drey Tort ol - AFHEN Uruesn Pemenintahan Bidang
pemeliharaan stasiun barang | ¢ Kecamatan Rembang Perhubungan

Recnmatan Shoke




Fembangamnan damn s Kecamatan Kaliori APBN Urisan Pemermtahan Bidang
p:':d.lrlﬂ:.n.l:uun mlasivim npl:n:.:i »  Kersanatan SHW‘I_-H J— Pﬂ[hyﬂw___ .
& Pengembangas RTH hings = Sempadan el kereta apd APEIN Urusan Pemermtahan 13 Hn'lung
terteniig * Siasiun Perhubungan
3.1.3 | Perwujudan Sistem Janngan Transportas Las
a Peningkatan dan Pelabubhan Bembang/Shike o1 APHN Urusan Pemermiahan Brlnng
pemeliharasn pelabuhan Kecamatan Slhuke Perhubungan
pengumpul 1
b Pengembangan pelububan Pelabuban Tesik Agung di APBD Urisan Pemerintahan Bidang
[engum pan regiomal Kecamatan Ermbang Frovins Perbu bumgan
C Fengembxmgann termmal & Kevamalan Lissern Swasta Urusan Pemerintahan Belang
khusus » Kevamatan Shike Perhubungan
d Pengem bangan pelabuhan Pelabuban Tasik Agung di AFBN Uruman Bidang Kelwaban dein
perilionan nusantars kecamatin Hembang Merileanan
e Fengrmbangan Pelahuhan Pelabuhan perikanan Sarang & APHN, AFED | Unisan Bidang Kelautan dan
perikanan pantai | Kecamatan Satang Perikanan
f Pengembangan pangkalan » Kecamatan Lasem APEN, AFED | Urusan Bidang Kelsutan dan
pendaratan ikisn » Kecamatan Kragan Pesilcanan
s Keeamaian Shike
# Kecamuliun Fetalang
* Kecamnian Kalion
g Fengemlmangan KTH fungsi lmghkungan Pelabuhan AFHN, APBE | » Urusan Bideng Keloutan dan
fertentu Perikamsan
* Urusan Pemerintahan Bidang
Pethu
22 rwtijudlan Sistem Janngan Energ Pibgat
221 | mEdﬂl Jaringan Infoastruktur Mmyvak dan Gas Bum
& Fengembangan infrastrulcur # Kecamalan Sumber AFBN, APBD | Urusan Pemenintnhan Bidang Encrgi
minyak dan ges bumi #  Recamatan Shike Provins, dan Sumber Daya Mineral
AFHD
Eniupaten,
Swasia
b Fengembangan jarmngnn yong | Jeringen pipa Cepu — Bembong - APEN, AFBD | Unison Pemenntnhon Budnng Energl
menyalurkan minvak dan gas | Pengapon Semarang yang melohi Provins, dan Sumber Dayva Mineral
bumi dan fosifitas prodouks- | Kecamatan Kaliors = Kecamatzn APFED
tefmpasl peryimsanan Rembang - Kecomatan Sukog - halsupalen,

Kecamatan Bulu

Swasta




= Jaringan pipa Kepodang -

Urtisan Pemerninhan Bidong Energ

& Kecamatmn Conem

menyalurkon minyak dan gas Remlong - Pali — Jepara — Frwmu. dan Sumber Days Misieral
bumi dan fmsilitas produoksi- Bemarang vang medahi APRD
kilang pengolahan Kecamatan Kaliori - Kecamatun Kabupaten,
Rembang - Kecamatan Lasem - Bwastna
Kecamatan Sluke - Krmimslan
kragan - Recamalan Sarang
L] Ji.l.'.i.n.p.n. ]'lipu. pas Krikilnn o
Kecamatan Sumber — e
o Pengembangon RTH fungs: Lmglungan infrastrulotur mm-.ru]t APHHE AFED Urusan Pemeritahon Bidang E.nrrp
tertentu dan pgas hami Prowirel, dan Sumber Claye Miners|
AFHED
Kabupaten,
Swamtin
2.2.2 | Perwujudan Jarmgan Infrastrukiur ketenagalstrikan ) e
A Fengembangan Fembanghi Kecamatan Siuke APHN, APHD | Urusan Pemermtahan Bidang Energl
Listrik Tenaga Unp {PLTL) Provinsi, than Sumber Daya Mineml
APFHL
knhupalen
" IR e T e e | e T | Swasia
b Pengembangnn Saluran Jarmgan transmis tenags listrik AFHEN, APED | Urusan Pemermtashan Bidang Energi
Udara Tegangan Tinggi antarssiem beregangnn 150 kv Provins:, dan Sumber Daya Mineral
BUTT) yung melnkyi Kecamatan Sfuke = Swasia
Hecamatan Lasem = Kevamatian
Rrmbang - Kecamnalan Kalion -
Kecamaton Sulang - Ketmumalon
Buly = Eptiumatan Gunem TR F—
< Fengem bangan Saluran Jaringan distribus Imua listrik di Urusan Pemerintahan Bidang Energ
Uilara Tegangan Menengah selurmh kecamatan Swrasa dhany Sumber Dayva Mineral
SUTM R
d Fengrmbangan Saluran Janngan distribus teneaga lmimk dl | AFBN, Urusan Pemermtohan Bidnng Energ
Udara Tegangan Rendah seluruh kevemainn Swasta cun Sumbser Dayva Mineral
BUTH e rerCT —
{2 Pengembangan Gardu Listrik | » Kecamatan Rembang AFHN, Urusan Pemerintahan Pidang Eneng
o Kroamatan Sk Hwrnais ey Seem et Daya Mineral




o Seldtar pembanglit Hetrik AFHM, AFHDY | Urusan Pemerintahan Bidang Energl
berteniu # Jahir hijou jaringan  bstnk | Provinm, dan Sumber Daya Mineral
TEgAn A thn g APBT
Eabupaten,
APHDew,
Sarasta,
Masyarakat

2.3 Perwujudan Sistem Jasmgas Telehum unils)

" Pengem bangan janngan tetap | Janngan kabel serat sptilc sepanjang | AFBN. AFBD | s Unisan Pemermialan Bidang
pengrmbrangan jalan arten dan jalan | Promnsd, Energ dan Sumber Daya Mineral
holekior i selunih kecamatan APBLD # Urusan Bidang Komunikess: dan

kalmpaten, Informetika
Swasta
[ I-'.enlemhnn.gm JeErEngEn Metinrs leleliomuniliast di seluruh AFHN, APELY | & Unisan Pemermtahan Biedang
hrrgerak selaler kecamatan Provinsi, Energl dan Sumber Dave Mimeral
AFHLY » Urusun Bidang Komunikas) dan
Kabupalin, Informatiks
Swansta i - T
C Pengembangan BTH fungsi Sekitar menara telelomunikas Swnstn # Urusan Pemerintahan Badang
fertenty Energi dan Bumber Daya Mineral
& Urupan Bilang Komunikas| dan
Intormatiks
24 Perwujudan Sitem Janngan Sumber Dava Alr B S — === R
i Pengembisngan [aoingan »  Keoamaisn Suenber, | APBN, APBD | » Urusan Pemeristahan Hidang
l'.l'i.!,um'. FHTHIET #  Kecamatan Kalloct Frovins, Pekenaan Umum dan Prostaen
» Kecamnaian Sormg, ABI Ry
s Kecamatian Salbe| kabupmten & Urusan Pemerintahan Bidang
o Kecamatan Pamotan, dan Pertanian
# __ Kecamatan Gunem S
b Fengembangan aomgan » Daerah ingasi kewenangan pusat | APEN, AFED | « Urusan Pemerintahan Bidang
irigasi sekunder il Kecamatan Sale Provimsi, Pekoerjaan Unnam dan Penadann
» Daerah irngasi kewenangan AFBD Ruang
provinsl di Kecamuatan Sumber kalupaien e Uruesan Pemermtabon Bidsng
s Selurub ketamastan Pertanian




Kecamatan Pamotan
Kecamatan Sulang
Kecamatan Bembang
Kecamainn Lasem
Kecamalan Kalwor
Kecamatan Sluke=

Kecamatnn Kragsn

€ Pengembangan bangunoan = HKecamaten Guncm; AEN, AMAD | » Urusan Pemerintahaon Bidang
peogendalian banjr | # Kecamatan Kalior Mo, Pekerjnan Umum don Penatsan
s Kecamatun Kragan; AFBLY Ruang
®  Krcamntan Lasemn: Kabupaten » Unisan Pemerintahan Midang
» Keramatsn Pamotan! Ketenteraman dan Ketertiban
s Kbcneiatan Paneur Umum serta Perindungan
o Kecarmnaton Sale Masvarakat
& Kecamatnn Sarang
# Kecamatin Sedan
»  Kecamatan Sulang, dan
# Kroamatan Sumber
d Pengembangoun baigunin & Sefluruh keoammatan AFBN, AFED | Urusan Promerintahan Bidang
st by ey oo Provinsi Peloerjaan mum den Penataan
AFRTY Fweang
e : habupaten | o i
& Pengem bangan KTH fungs: Wilayah pengamanan sumber daya AFBN, AFED | Urusan Pemenniahan Bidang
lertentu Al Priverst, PMekerjaan Umum dan Penataan
APHD Fuang
habupaten,
Hwasli
I_!.5- Perwujudan Sistem Jare Frosarana Lainnya
| 151 Perrujudan Sistem Peoyerdiaan Ao Mimam
] Penpembangan umit air baku | « Kecamatan Sumber APFEN, APAD Urusan Pemermtnhan Bidang
dan optimaksas] sumber air Kecamaian Huhi Provinsg, Pekerjaan Umum fan Penataan
haku fmata mr. embung, Krcamiatan Ciinem AFED Ruang
waduk, ar sungst, air laot) Kecamatan Sale Embupten.
Keécamatan Sarang Hwasta




Kecamatan Sumbser,

APHHN, APREL)

Urusian Memerlninbnn Hidang

proadulksi s Kecamainn Sulang Provinsi, Pekeruam Umam dan Penataan
s Kecamatnn Kalion, dan AFRID Ruang
s Kecamninm Sake kabupaten,
Swasin
Pengembangan wai # Kecamaian Kalior, APHN, APBLD | Urusan Pemerintahan Bidang
ctlmrribinsl s Kecamatan Bembang; Provinsi, Fekerjann Umnm dan Penataan
» Kecamadan Lasem, AFRD Humng
» Kecamatan Sluke, Fabiupaten.
» Kecanmeinn Kragan; Swasta
» Kecaminlan Sarang
e Hecamaian Sedan;
e Kecamatan Pancur,
o HRecamitan Pamotin;
s Kecamatan Sumbser,
s Kecamatan Sulang;
o Krcamatan Balu, dan
Fengem bangan wnn Selurub kecamatan AVHN, AFBD | Urosan Pemenmialan Hadang
pelayanan Fruwinsi, Pekegann Umum dan Penntaan
ASHLY Rusiog
Kabupaien,
Swiasta —
| Pengembangan sistem Secfuruh kecamatan AFEN, APRD | Urusan Pemenninhan Bidang
I penvediasn alr mimum Provinsi. Pekegann Umism dan Penistaan
AFHL Runng
Kabupaten,
AFHDes,
_ e = — St
Pepgembangan RTH fungsi = Wilaynh pengamanan sumber adr APEN, APAD | Uruaan Pemerintalinn Bidang
terteniu haku Provinasi, Pekerjaan Umum dan Penataan
APHD Ruang
kahupaten,
Swasta

Perwujudan Sistem Pengelolaan Air Limbah




Pengembangan infrasinibctoar
migtem pengelolann air
limbakh nondomestilk

Kecamatan CGunem
Kecamatan Slhake:
Keramaian Lasem:
Kecamalan Kalid
Kecomatan Fembang
Recamatan Pamolan;
Kecaumatan Hale;
Kecamuian Subung;
Kecamatan Kragan)
Kecamaian Sedan,

- @ ® B & ® ¥ =, &8 B B ¥ ®

AFHD

& Unusan Pemerintahon Bidang
Pelerjaan Umum dan Penatasan

Runng

berbahayva dan berscun

& Kecamatmn Sulung
s Keeomadan Gunem
» Kecumainn Shuke

# _Krcamatan Sarsmg

Kecamatan Sumber;
Kecamuinn Pancur; dan
Eecamatan Sarang. TSPy
b Pengembangan sistem Seluruh keramatan APHD o Mrusan Pemerintaban Pidong
petigelolaan adr lmbah Pedoerinan U'mum dan Penstann
domenstik Ruang
s Urusan Pemermntahan Bidang
Perumaluan dan Kowasan
o o Permukiman
(5 Pengrmbangan BTH fungs: Wilaynh pengnmanan sisiem APHL » Urusan Pemerintahan Hdang
terfeniu pengelolain air linksih Pekergnan Umum dan Penataan
Ruang
& Uru=an Pemerintohon Bﬂiﬂl’l‘
Perumahan dan Kawmssan
Permukiman
253 | Perwujudan Sistem Pengeolann Limbah Bahan Berbahaya dan Beracan
a Fengrmbangan Sistem Helurnuh kecamastan APEL, Urusan Pemerintaban Bidang
Pengelslaan Linbah Bahan APBDes, Limghumngmen Hidop
Herbahoyin dan Berscun (B3) Soranta
b [ Pengembangan tempat * Kriamatan Remhang APRD, Urusan Pemeritaban Bidang
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recluoe, pecycle Swrasla R
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evakuast bencana ketenteraman dan Eetertiban Dmuon
— B sefta Peilmdungan Masyarakat
i Feogaluran e batian jalan Jalur evakuasi bencania APBD Urnugan Pemicrinialan Didang
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d Pengembangan KTH fungs Wilkayeh pengamariad jargian APEN, AFBED | » rusan Pemerintihan Bdang
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daya agar tidak mengeangmi | « Kecamatan Sedan Frowins, Lingloungan Hidup
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Kecamalan Sale ATFHED # Urusan Pemeriniahan Badang
« Tamon wisstn aln;n  Sumber | Kabuopaten, Kot bas i
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Swakla s Urusas Pemerintahan Bidang
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= Urusan Pemerintahan Bidang
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£ —_— Perindustrian
pengembangan msiem | o Selurah kecamatan AFEN, AFBD | » Urusan Pemerintahan Bidang
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Swusia » Uruman Pemerintahan Bidang
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Runng
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# Lrumin Pemermbahan Bidang
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Sehuruh krenmalan

APHIN, AFBD
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SUNgN,  sem situ/ APBD # Urusan Pemerintahan Bidang
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seTla Sempadan sun ga: Fwadla » Urusan Pemerintahan Bidang
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Runng
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& Urusan Pemerintihan Bidang
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dar: peihanun |:rpm!.u_ o Kecamatan Hembang APFRD
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b Pengem bangan tempai s Kecamalan Sarang APBN, AFBD | »« Urusan Pemerintahan Bidang
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o Kecamatan Rembang APBD s Urusan Pemeriniahan Hidang
*» Kecamatan Shike Kibupaten Koperasi, Usahn Keeil, dan
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Runng
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pengelolsan Kawasan e Kecamaten Lasem Provinss, Kelautan dan Perikanan
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o Ulruman Pemerintahon Bidang

-
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» Urusan Pemenintabian Hulang
Perimdustrian
o Uriigsn Pemerintnhan Bidang
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Ruang
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# Urusan Pemernintahan Bidang
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Pekerjnan Umim don Penataas
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Pengelnlenn, pembinman,

Kecamatan Gunem

= Urusan Pemenintahan Bidong

pragawasan, dan o Wecamatan Bula Provins, Energl dan Sumlser Daya bineral
pengendalian kawasan o Kecamatnn Kingan AFHD » Urusan Pemerintahan Ridang
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= Llrissan Pesmerintaban Bidang
Linglwnygen Hidup
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scrin sempedon maln e P Sw sl Rulmig
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Recamatan Stuke * Urusan Pemermitahan Hidang
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iyiku sty tidak leerizan = Urusan Pemerininbian Balarg
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Pengembangan BTH e Aeluruh kecamatan APBN, APBD, | » Urusan Pemerintahan Bidang
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iscpuluh) persen dar luas Swasta Huang
b » Urusan Pemerintahen Fidang
Perumahan dan hawnsar
Permukiman
e Uru=ssn Pemerintahan Bidang
= = | Lingkungan Hidup ——
pengembangan Ruang ¢ Seluruh kecamatan AFBN; APBD, | » Urusan Pemerintahan Bidang
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dari luas Kawasan & Urusan Pemerintahan Bidang
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sesuy standar penyedisan Permuldman
Fuang Terbuks Hijau = Urusan Pemerintahan Bidang
Lingkungan Hidup
Pengembangan BETH fungs » Pemakaman i Selurub | APBED Urasan Pemermntinban Bicbang
terteniu kecamatan haabupaten, Lingkungan Hidup
APBDes,




APEN, AFBLY,

= Lhusan Pemeriniahon Bealang

# Sekiar kswasin perichanan dan
keamanan di seluruh kecnmatnn

prermikirman APADes Pekerjaan Umum don Penptann
Swrmaslm Hu:ﬂng
& Urusan Pemerintahan Bidang
Perumeahan dan Eawasan
Permuldman
= Urusan Pemerintahan Bulang
e —— Ligeungmn Hilup -
i pengem bungan dan e Seluful Mechmatan APEN, AMBD, | & Urusan Pemerintahan Bidang
petilinghkalan prassrais, APHDes, Mekeraun Umum dan Penataan
sarana, dim uidites Swastn Ruang
permukimean; & Urusan Pemermiahen Bidang
Perumahan das Kewasuen
Permukiman
o Urusan Pemermishen Bidang
4 | lingkungan Hidup
1 relokas) perumatan dan # Selurih kecumatan AN, APEIY, | « Urusan Pemerinighean Bidang
Kawagan permukiman vang APRDes, Pekerjassn Umum dan Penalaan
beradn pada Kowasn rawnn Srrain Ruang
be=rscarn tho gt » U'rusnn Pemerinishan Ridsng
Perumahan dan Eawasan
Perimvilimaan
» Urisan Pemerintahen Ridang
W Linghungan Hidup
k pengendalinn kegiatan budi | ¢ Seluruh kecamatan AFAN, AFRD, | o Urussn Pemeriniahan Bidang
dlsiva di Kwnsen sempaclan AlRDex, Pekerjaan Umum dan Penstann
preiiadan, s pewlan s g, Swasta Fuang
sempadan st danau = Urusan Pemerintahon Bidang
e bung wasluk, serta Perumahan dan Kawasan
sempadan maty, air. Permukiman
# Urusan Pemertntnhan Hidang
1 Lingkungan Hidup
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a penaiaan dan pengelolaan s Bongaman periahsnan dan | AFEN # Urusan Pemmermtahan Bidang
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pengendalian perkembangan
keggatan Ji sekitar Kowasan

s Sekitar kawasan pertahanan dan
kramanan o seluruh Kecamainn

AFEBN, AFBED

o Urusan Pemerintahan Bidang
Kelenleraman dan Kebertilsan

pengembangan kevasan
senita kelastan dan
penkaman terpadu Rembang
e Kaliori

+ Kecamatan Kalior

TPefahanan dun Kenm snan Umum serim Perlindungan
Musy aralosl
# Urusan Pemerintahan Hidang
Pekerjain Umum dan Penataan
- _Rusng
L Pengembangan KTH fungsi Wilayah pengamanan kowsssn APAN Urusan Perseriniahan Bidang
terienity pertahanan dan keamanan o Kelenteriman dan ketertiben Umum
seluruh kecamatan serta Perlindungan Masyarakat
a. Pereujiudan Kownsan Siratogs Kabupaten
A1 | Perwujudan _"EH_"_'"IW Birategis dari Budur Kepenumigan Perrumbuhan Flonomi
a Preaniamen dany & Kecomutan Sulang AR o Lirissr Pemerintahon Biceong
pengembmnpan Kawasan s Kecumilan Pamoaian Pekerjann Umun dan Peonataan
agropalitan Sulang dan Ruang
Pamotan » Uriisan Pemerintahan Bidang
Prrtmnian
o Urusan Pemersntnhon Bideng
hoperasi, Usaha Kecil, dan
Menengiah
= Urusan Pemerintnhan Rideng
- =i Peshubungan
b Pemantagan dan o Kecumatsn Fembang AFED « Urusan Pemerintahan Bideng

Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

& Uriisan Pemerintatian Bidang
Pertandan

= Urusan Pemeriniatian Bdang
an:run'., Unaha Kecl, dan
Metengah

# Llrusan Pemerintahan Bilang
Perhubuingan

& Llrudan Bidang Eelautan dan
Perikanan




= Sekitar kewssan cagar budave

g Pempnuapan dan = Kecumaton Fem b APHD = Urussn Pemerintahan Bidang
pm'lgmlﬂnp Enwnsan & Keocamaian Leassm Prowimed, Pekerjoan Umum dan Penastnonm
mdustrl erpadu Rembang T APFBED Rusng
dan Shike o i iy [P Kalupaten » Urusan Pemeriniahan Hidang

* Kecamatan Shike Swasta Perindusirian
& Kecamatan Kragan & Urusin Pemerintahan Hidang
Pensnamen Modal
= Urusan Pemermntahan Bidang
; ; Tenugn Kerja

d Fenatnan din pesgendalion. |« Joalan  arverl  primer  Kalionl = | AFBD, # Urusan Pesnernintahan Pitang
sebatar kawasan koridor Rrmbang - Lasem - Sluke - | swasia Prkerjean Umum dan Penatann
pemghubu g kaoassi Kragan Ruarig
sirmtegis dard sudur = Jalan arfen promer Bembang — » Uruman Pemerintahan Hislang
kepentingan pertymbuhan Bulang Perindustrian
ehonomi o Jalan kolekior primer Lasem - » Urusan Pemerintahan Hilang

Pancur = Pumotan Penamaman Modal
¢ Jalan koleltor pomer Bulsng - s Urusan Pemenniahan Belang
| N o N Gunem = Pamoian Tenagn Kerja

3.2 Perwiudan Kewaisar Strulegs den Sudul Kepenimgan S Budaya

L Prpataan dan prmamtapan |« Kewssan  cegar  budaya  di | APBN, APBD, | » Urusan Pemerintahan Bidang
kawnsmn Kota Pusaka Lasem Kecamaton Lanntn Swantn Peloprjiuan Usue dan Penatsan

Fumng

» Urusan Pemerintahan Bidlang
Perumahan don Kawasan
Permiakaman

e Urusan Pemeriniahan Bidang
Parwisata

= Urusan Pemerintahan Bidang
Rebrudayann




Pengembangan dan
pengendalian kegiatan
kawasan Kota Pusaka Lasem
secara berkelanjutan

Kawasan cagar budaya di
Kecamatan Lasem
Sekitar kawasan cagar budaya

APBN, APBD

e Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

e Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

e Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata

¢ Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan

Pemantapan dan
pengembangan ruang sosial
dan budaya

Ruang terbuka di Kecamatan
Lasem

Bangunan gedung umum di
Kecamatan Lasem

Pusat-pusat interaksi sosial dan
budaya di Kecamatan Lasem

APBN, APBD,
Swasta

e Urusan Pemerintahan Bidang
Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang

e Urusan Pemerintahan Bidang
Perumahan dan Kawasan
Permukiman

e Urusan Pemerintahan Bidang
Pariwisata

e Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan
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